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Pada skripsi ini, penulis mengangangkat penelitian mengenai pengadaan PLN. 
Pengadaan barang dan jasa (procurement) secara umum mencakup penjelasan 
mulai dari tahap persiapan, penentuan pengadaan, pelaksanaan pengadaan atau 
administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lain 
yang bersangkutan. Pengadaan barang dan jasa di PLN wajib menerapkan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi (transparency), 
akuntabilitas (accountability), kemandirian (independency), pertanggungjawaban 
(responsibility), dan seperangkat kewajaran (fairness). Penerapan prinsip GCG ini 
juga diterapkan pada proses pengelolaan risiko pengadaan yang ada pada PLN. 
Pada pengadaan barang dan jasa suatu risiko tidak dapat dihindari, sehingga 
diperlukan pengendalian risiko yang mampu mencegah dan mengatasi berbagai 
risiko yang muncul dalam pengadaan. Risiko yang mungkin terjadi diantaranya 
risiko strategis, risiko finansial, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko 
kepatuhan. Namun, penulis hanya akan membahas mengenai risiko 
persekongkolan vertikal yang termasuk ke dalam risiko kepatuhan. Penulis ingin 
mengetahui mengenai penerapan dari Good Corporate Governance dalam 
pengendalian risiko persekongkolan vertikal yang melibatkan panitia tender 
sebagai salah satu pihak yang memiliki peluang.   
Berdasarkan hal tersebut penulis dalam penelitian ini mengangkat rumusan 
masalah: (1)Bagaimana Penerapan dari Good Corporate Governance dalam 
pengendalian risiko persekongkolan secara vertikal di dalam PT.PLN ( Persero)? 
(2)Bagaimana cara PLN dalam mencegah terjadinya persekongkolan secara 
vertikal dalam pengadaan barang atau jasa berdasar pada tata kelola 
perusahaan yang baik? 
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Dalam penelitian ini penulis  menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris 
dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang 
penting berhubungan langsung dengan pendekatan yuridis empiris dalam 
penelitian ini dimaksudkan untuk  menganalisis permasalahan yang dilakukan 
dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) 
dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penerapan Good 
Corporate Governance dalam pengendalian risiko persekongkolan vertikal dalam 
PT. PLN (Persero) yang bertempat di PT.  PLN UIP JBTB I Surabaya. 
Dari hasil penelitian ini, penulis mendapat jawaban mengenai penerapan prinsip 
GCG atau Good Corporate Governance terhadap pihak pejabat pengadaan. 
Dalam penerapan GCG untuk mengurangi risiko penyimpangan oleh pihak 
internal atau panitia pengadaan, diterapkan 3 prinsip utama yaitu: Transparansi 
dan Kompetisi, Profesionalisme, dan Akuntabilitas/Pengendalian. Sedangkan 
dalam pencegahannya PLN mencegah dengan adanya upaya preventif dan upaya  
represif selain melalui SPI (system pengendalian internal) PLN juga menerapkan 
beberapa aturan perusahaan dalam pengendalian risiko persekokolan yang 
melibatkan panitia pengadaan yaitu melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, 
Peraturan Direksi PT.PLN ( Persero) No. 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti 
Fraud, dan Peraturan Direksi PT.PLN ( Persero) No. 0122.P/DIR/2019 tentang 
















Karlinda Lingga Sari, Civil and Business Law, Faculty of Law Universitas 
Brawijaya, June 2021, Implementation of Good Corporate Governance System in 
Vertical Conspiracy Risks of Product/Service Procurement at PT. PLN (PERSERO) 
(A Study at PT. PLN, Main Unit of Development in the Eastern Part of Java and 
Bali I Surabaya), Moch. Zairul Alam S.H., M.Hum., Shanti Riskawati S.H., M.Kn 
Procurement generally constitutes preparation, procurement setup, 
implementation or administration of tender, and the scope of related work and 
services. The procurement at an electricity company (henceforth PLN) is required 
to exercise good corporate governance (henceforth GCG) including therein 
transparency, accountability, independence, responsibility, and fairness. The 
implementation of GCG is also applicable in the process of risk management in 
the procurement in PLN. Since risks such as strategic, financial, operational, 
project, and obedience risks are always inevitable in procurement, risk 
management should be taken into account. However, this research is focused 
more on vertical conspiracy risk categorized as obedience risk and aims to find 
out the implementation of good corporate governance in risk management of 
vertical conspiracy that involves tender committee as the party that holds 
probability.  
The research problems involve: (1) how is good corporate governance implied in 
risk management and vertical conspiracy in PT. PLN (Persero)? (2) How does PLN 
prevent any vertical conspiracy in procurement according to good corporate 
governance? 
This research employed empirical juridical and socio-juridical methods. The data 
was obtained from interviews with the people in charge in PLN, followed by an 
analysis of the existing issue by integrating the secondary and primary data 
related to the case studied.  
To alleviate the risk of misuse by internal parties or committees in charge of the 
procurement in the implementation of GCG, three primary principles are 
involved: transparency and competition, professionalism, and accountability/ 
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control. Preventive and repressive prevention are also taken into account in 
addition to the Internal Control System of PLN. The committees take part in the 
control of conspiracy risks according to the Regulation of State-owned 
Enterprises of Indonesia Number PER-08/MBU/12/2019 concerning General 
Guidelines of Procurement of State-owned Enterprises, Director Regulation of PT. 
PLN (Persero) Number 0121.P/DIR/2019 concerning Anti-Fraud Policy, and 
Director Regulation of PT. PLN (Persero) Number 0122.P/DIR/2019 concerning 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
 Pengadaan barang atau jasa dalam suatu perusahaan menduduki posisi 
penting, termasuk Perusahaan Listrik Negara  PT. PLN (Persero).1 PT. PLN ( 
Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang 
berbentuk Perseroan Terbatas atau PT.2 Keistimewaan dari badan hukum yaitu 
pemisahan harta kekayaan dari suatu badan hukum dengan harta kekayaan 
pemilik dan pengurus perusahaan yang sering disebut dengan rate patrimony.3 
Rate patrimony adalah pemisahan harta kekayaan dari Direksi sebagai pengurus, 
Komisaris sebagai pengawas, dan Pemegang Saham sebagai pemilik perusahaan. 
Selain pembagian harta kekayaan, badan hukum memiliki tanggung jawab 
terbatas yaitu tanggung jawab terbatas dari  pemegang saham sebagai pemilik 
perusahaan dan pengurus perusahaan.4 Saham utama dari badan usaha BUMN ( 
Badan Usaha Milik Negara) adalah kekayaan negara yang dipisahkan dalam 
bentuk perusahaan dan tidak berdasar APBN, akan tetapi berdasar manajemen 
perusahaan (industry standard).5 
Pengadaan barang dan jasa (procurement) diartikan secara umum 
mencakup penjelasan mulai dari tahap persiapan, penentuan pengadaan, 
pelaksanaan pengadaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, 
lingkup pekerjaan atau jasa lain yang bersangkutan. Pengadaan barang atau jasa 
tidak sebatas pada pemilihan rekan proyek pengadaan dengan pembelian 
(purchasing) atau dengan perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi juga 
mencakup seluruh proses dari awal perencanaan, persiapan, perizinan, dan 
penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi 
dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa.6 Pengertian dari Pengadaan 
 
1 PT.PLN(Persero),2016,Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, hlm 1 
2 Ibid, hlm 3 
3 Binoto Nadadap, Hukum Perseroan terbatas (Berdasar Undang - 
Undang No.40 Tahun 2007), Jala Permataaksara, Jakarta, 2016, hlm 6. 
4Erman Rajagukguk, Butir-butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan 
Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 191. 
5 PT.PLN(Persero), 2016, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, hlm 2. 
6 Adrian Sutedi, op.cit,  hlm 4. 
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menurut PT. PLN adalah “seluruh proses akuisisi dari pihak lain termasuk aspek 
logistik dan mencakup barang, jasa, dan pekerjaan.” Proses pengadaan barang 
atau jasa dalam PLN  mencakup seluruh konsep pengadaan dari awal dan 
penentuan kebutuhan, sampai pada akhir masa pemanfaatan aset atau akhir dari 
kontrak jasa. 
Di dalam proyek pengadaan PT. PLN  terdapat beberapa  tahapan yaitu:7 
a. Perencanaan Pengadaan 
1. Identifikasi kebutuhan perusahaan 
2. Mendapatkan persetujuan 
3. perencanaan pengadaan; melihat  anggaran yang tersedia dalam 
perusahaan, strategi yang dibutuhkan dalam perencanan pengadaan 
dan perencanaan perjanjian/ kontrak 
4. Membuat perincian harga barang 
5. Menetapkan parameter penilaian (evaluasi) dan syarat kontrak 
b. Penentuan penyedia pengadaan  
1. Pengiriman undangan untuk memasukkan penawaran 
2. Penilaian penawaran yang telah dimasukan 
3. Detail penjelasan dan perincian VFM, penunjukan, sanggah, serta tanda 
tangan kontrak pengadaan barang 
c. Manajemen kontrak pengadaan 
1. Pengawasan kinerja dalam pelaksanaan pengadaan dan menjaga 
hubungan kerja 
2. Mengkaji kinerja dari penyedia dan pembayaran atas barang/ jasa.8 
Pengaturan pada pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa BUMN telah di 
atur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 
PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kemudian telah diubah menjadi 
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Peraturan 
Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 memberikan amanat bahwa BUMN 
sebagai Badan Usaha  Milik Negara wajib melaksanakan pengadaan barang dan 
 
7 PT. PLN (Persero), Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN 
(Persero), 2016, hlm 2. 
8 Ibid, hlm 2 
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jasa secara cepat, fleksibel, efektif dan efisien agar perusahaan tidak akan 
kehilangan kesempatan bisnis yang dapat menimbulkan kerugian pada 
perusahaan.  
Mengenai tatacara atau proses pengadaan berdasar Peraturan Menteri 
BUMN ini diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN. Peraturan Menteri BUMN ini 
berlaku untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh 
perusahaan BUMN. Pembiayaan untuk pengadaan yang dikerjakan oleh 
perusahaan berbentuk BUMN ( Badan Usaha Milik Negara) berasal dari anggaran 
BUMN yang dananya bersumber atau berasal dari penyertaan modal negara yaitu 
dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/ kewajiban pelayanan umum (public 
service obligation) atau penugasan pemerintah dari dana anggaran pendapatan 
dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau 
pinjaman BUMN dari pemerintah.9  
Pengadaan Barang dan Jasa pada perusahaan BUMN ( Badan Usaha Milik 
Negara) wajib mempraktikkan Kebijakan: 
a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan strategi Pengadaan Barang dan 
Jasa untuk mengoptimalkan Value For Money  
b. Menyamakankan tujuan pengadaan barang dan jasa dengan pencapaian 
tujuan perusahaan 
c. Melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, 
kompetitif, dan akuntabel 
d. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan 
produksi dalam negeri 
e. Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil 
f. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan 
Barang dan Jasa 
g. Memanfaatkan teknologi informasi  
h. Memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/ atau sinergi antar 
BUMN/Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi BUMN 
i. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif dan/ atau 
 
9 Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara 
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j. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.10 
Pengadaan Barang/Jasa PLN secara umum menerapkan beberapa prinsip- 
prinsip good procurement practice dan business judgement rule, dengan 
membuat keseimbangan, pengurus perusahaan mampu mengambil keputusan 
bisnis (pengadaan) dengan berhati- hati, untuk kepentingan terbaik perusahaan, 
dan tidak mentolerir adanya konflik kepentingan untuk kepentingan pribadi.11 
Penerapan good procurement practice pada PLN: 
1. Pendekatan Strategis yaitu pendekatan dengan menerapkan strategic 
framework, seperti supply positioning matrix pada pengadaan. 
2. Fokus VfM atau Value for Money dalam seluruh proses pada pengadaan 
barang atau jasa mulai dari perencanaan kebutuhan hingga dipeerolehnya 
barang atau jasa. 
3. Penerapan good procurement practice pada organisasi yaitu dengan 
menerapkan model kepanitiaan dari pejabat pengadaan yang struktural. 
4. Budaya profesionalisme dalam pengadaan PLN yaitu pejabat pengadaan 
harus mampu untuk melaksanakan peran Strategis dan Taktis dalam 
pengadaan serta  Operasional pada pengadaan. 
5. Pengendalian risiko dalam pengadaan yaitu dengan menerapkan 3 Lines of 
Defense dalam sistem pengadaan barang atau jasa12. 
Berikut ini adalah salah satu contoh dari pengadaan dalam proyek PT.PLN: 
 
Gambar1.1 
Pengadaan Proyek PT. PLN 
 
Sumber: Pedoman Pengadaan Barang / Jasa PT. PLN (Persero), pada tahun 2016 
 
10 Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara 
11 PT.PLN(Persero), Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT.PLN 
(Persero), op.cit,, hlm 5. 




Pada pengadaan barang dan jasa suatu risiko tidak dapat  dihindari, 
sehingga diperlukan pengendalian risiko yang mampu mencegah dan mengatasi 
berbagai risiko yang muncul dalam pengadaan.13 Deskripsi risiko secara umum 
adalah apabila telah mencantumkan unsur kejadian/peristiwa (event), penyebab 
terjadinya dan potensi dampak yang ditimbulkan. Pada prinsipnya risiko dapat 
berdampak positif maupun negatif, namun demikian penerapan dalam 
perusahaan ditetapkan bahwa definisi risiko adalah untuk yang berdampak 
negatif (merugikan), sedangkan yang berdampak positif (menguntungkan) 
disebut dengan peluang (opportunity).  
Jenis-jenis risiko (risk universe) baik bersumber dari faktor eksternal 
maupun internal, yang dihadapi Perusahaan diklasifikasikan dalam Taksonomi 
Risiko (risk breakdown structure) berupa 5 (lima) kategori, yaitu:14 
a. Risiko strategis (strategic risk) adalah risiko yang terkait dengan 
perencanaan/pelaksanaan strategi bisnis atau perubahan regulasi maupun 
lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi Perusahaan dalam skala luas 
dan berjangka panjang. 
b. Risiko Finansial (Finansial Risk) adalah risiko yang timbul pada posisi 
instrumen keuangan perusahaan, seperti risiko pasar dan risiko likuiditas 
maupun risiko pendapatan dan pajak. 
c. Risiko operasional (operational risk) adalah risiko yang timbul terkait proses 
operasional Perusahaan baik pada fungsi pembangkitan, penyaluran, 
distribusi, pelayanan pelanggan, maupun fungsi pendukung. 
d. Risiko Proyek (Project Risk) adalah risiko yang timbul pada usaha 
pembangunan aset Perusahaan, pengadaan maupun kegiatan lainnya yang 
bersifat proyek.  
e. Risiko Kepatuhan (compliance risk) adalah risiko yang timbul terkait 
kepatuhan terhadap ketentuan perundangan, hukum, pengendalian 
internal, pelaporan, audit, dan aspek lainnya yang dapat mempengaruhi 
Perusahaan. 
Risiko yang mengancam perusahaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, 
seperti risiko dalam pasar, risiko operasional dalam pengadaan, serta risiko 
 
13 Lam, James, Enterprise Risk Management From Incentives To 
Controls, John Wiley & Sons, Inc Hoboken, New Jersey, 2007, hlm 6. 
14 PT.PLN(Persero),Buku pedoman umum manajemen risiko, op.cit, hlm 4. 
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kredit, maupun risiko fraud yang mungkin muncul dalam proses pengadaan. 
Seluruh pihak  perusahaan harus bertanggung jawab terhadap risiko tersebut 
dan harus mampu mengatasi risiko-risiko ini. Salah satu risiko yang sering terjadi 
di dalam pengadaan PLN adalah risiko  persekongkolan yang termasuk ke dalam 
risiko  proyek serta risiko kepatuhan. Atas kemungkinan akan adanya risiko ini 
maka perusahaan diwajibkan memiliki pengelolaan risiko yang baik dengan 
tujuan mencegah terjadinya kasus yang merugikan perusahaan. 
Tujuan utama dalam pengelolaan risiko pada pengadaan barang atau jasa 
adalah salah satunya untuk menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat 
pada proses pelaksanaan pengadaan. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat 
pada pengadaan dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan penyelenggara 
maupun peserta pengadaan barang/ jasa yang lain. Kendati telah ada 
pengaturan yang jelas terkait proses pengadaan, penyimpangan masih sering 
terjadi. Di Indonesia , telah ditetapkan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 
tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang- 
Undang ini dijadikan sebagai sarana dalam pengendalian persaingan usaha tidak 
sehat yang terjadi di Indonesia.  
Peraturan yang terdapat pada Undang- Undang no. 5 tahun 1999 memiliki 
tujuan utama untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi 
nasional negara Indonesia yang menjadi salah satu upaya negara dalam 
memajukan kesejahteraan rakyat. Persekongkolan merupakan salah satu bentuk 
persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi pada proses pengadaan barang 
atau jasa perusahaan sehingga penulis tertarik untuk membahas permasalahan 
ini. Menurut Mustafa Kamal Rokan persekongkolan merupakan kerja sama 
dagang yang dilakukan antara pelaku usaha yang dimaksudkan untuk menguasai 
pasar dalam proses pemilihan bagi kepentingan pelaku usaha yang 
bersekongkol15. 
Persekongkolan tender terjadi ketika pelaku usaha yang seharusnya 
bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga maupun 
menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin 
memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Secara yuridis 
 
15 Mustafa Kamal Rokan,Hukum Persaingan Usaha:Teori dan Paktiknya di 
Indonesia,Cetakan Pertama, Jakarta,PT.RajaGrafindo,2010, hal.162 
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pengertian dari persekongkolan usaha atau conspiracy diatur pada Pasal 1 angka 
8 UU No. 5 Tahun 1999, yakni: 
“Sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 
pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar 
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.16” 
 
Sedangkan, persekongkolan dalam tender diartikan sebagai bentuk 
kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku usaha dengan niat 
memenangkan peserta tender tertentu17. Ada beberapa bentuk persekongkolan 
yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999, yakni berupa: 
a. Persekongkolan untuk menentukan pemenang tender (pasal 22)18, 
b. Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang (pasal 23), serta 
c. Persekongkolan untuk membuat hambatan perdagangan (pasal 24). 
Konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran umum diartikan sebagai 
bentuk perjanjian kerjasama diantara para penawar yang seharusnya bersaing 
dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. Perjanjian ini dapat dapat 
dilakukan oleh satu orang atau lebih peserta lelang yang setuju untuk tidak 
mengajukan penawaran, atau oleh para peserta lelang yang menyetujui satu 
peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran  
dengan harga di atas harga perusahaan yang di rekayasa sebagai pemenang, 
kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, 
karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin 
dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien.  
Persekongkolan dalam tender terbagi menjadi 3 jenis yaitu, 
persekongkolan Horizontal, persekongkolan Vertikal, dan persekongkolan 
campuran (Vertikal dan Horizontal). Namun penulis hanya akan membahas 
mengenai persekongkolan secara Vertikal yang dalam beberapa kasus 
melibatkan panitia pengadaan PT.PLN(Persero). Berikut beberapa contoh kasus 
persekongkolan vertikal yang melibatkan panitia tender PLN: 
 
16 Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 
17 Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 
18 Tender disini yang dimaksud adalah tawaran untuk mengajukan sebuah harga 
untuk memborong suatu pekerjaan maupun untuk pengadaan barang- barang serta bisa 
juga untuk menyediakan jasa- jasa tertentu. Periksa memori Penjelasan pasal 22 UU 
No.5 tahun 1999. 
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1. Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket 
Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau 
Prapat Tahun 2015-2020, yang dilakukan oleh: 
 1. Terlapor I : PT Sumber Energi Sumatera beralamat kantor di Jalan 
Mustafa Nomor 44, Glugur Darat, Medan 20238, Sumatera Utara 
 2. Terlapor II : PT Mustika Asahan Jaya beralamat kantor di Jalan Karya 
Tani Nomor 100, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan 
Johor, Kota Medan 20143, Sumatera Utara. 
 3. Terlapor III : Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN 
(Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat beralamat kantor 
di Jalan Listrik Nomor 8, Kota Medan 2011, Sumatera Utara. 
 4. Terlapor IV : Pelaksana Pengadaaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) 
Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat beralamat kantor di Jalan 
Listrik Nomor 1, Rantau Prapat 21412, Sumatera Utara. 
Pada putusan ini Hakim menyatakan bahwa PT Sumber Energi Sumatera 
selaku Terlapor I, PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II, Sdr. Rizky 
Mochamad, S.T. sebagai Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara 
Area Rantau Prapat selaku Terlapor III, dan Pelaksana Pengadaan 
Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat 
selaku Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.  
2. Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket-paket 
Pekerjaan HUTM, HUTR, dan Trafo Distribusi di PT PLN (Persero) Unit 
Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera 
Utara, APBN Tahun Anggaran 2013 
Menyatakan bahwa PT Enam Enam Group selaku Terlapor I, PT Bahtera 
Mayori selaku Terlapor II, PT Esha Sigma Pratama selaku Terlapor III, PT 
Global Menara Berdikari selaku Terlapor IV, PT Boyke Putra selaku Terlapor V, 
CV Vicpa selaku Terlapor VI, CV Sauli Jaya selaku Terlapor VII, CV UT 
Rahman selaku Terlapor VIII, CV Tri Jaya Teknik selaku Terlapor IX, CV Fariqi 
selaku Terlapor X, PT Twink Indonesia selaku Terlapor XI, PT Tiga Pilar 
Sakato selaku Terlapor XII, PT Trafoindo Prima Perkasa selaku Terlapor XIII, 
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PT Sinarindo Wiranusa Elektrik selaku Terlapor XIV, PT Mega Kharisma 
Makmur selaku Terlapor XV, PT Citra Mahasurya Industries selaku Terlapor 
XVI, PT Kentjana Sakti Indonesia selaku Terlapor XVII, Sdr. Roland Siahaan 
selaku Terlapor XVIII, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa PT 
PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satker Listrik Perdesaan 
Sumatera Utara selaku Terlapor XIX, dan Sdr. Binsem Situmorang sebagai 
Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 
Konstruksi Kelistrikan Satker Perdesaan Sumatera Utara selaku Terlapor XX 
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999;  
Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana 
diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai 
sebagai berikut 
1.Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak 
terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang 
mengikuti tender dengan cara melawan hukum yaitu tindakan PPK dan 
Pokja yang menggabungkan material isolator dengan material lain dalam 1 
(satu) paket pelelangan dengan sistem konsorsium membuktikan adanya 
pembatasan jumlah peserta tender dan memfasilitasi 2 (dua) pabrikan 
yang memiliki SPM tersebut;  
2 Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak 
terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang 
mengikuti tender dengan cara melawan hukum yaitu tindakan PPK dan 
Pokja yang membiarkan adanya pengaturan oleh para Terlapor yang 
diketahuinya dan membiarkan adanya peserta tender yang terafiliasi 
mengikuti tender pada paket yang sama dan bahkan menunjuknya sebagai 
pemenang;  
3 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas 
merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam 
Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau 
memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu 
tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 
tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan 
peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh 
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penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak 
langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara 
melawan hukum;  
4. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal terpenuhi.  
Persekongkolan secara vertikal ini perlu dikaji secara mendalam karena 
berbagai faktor yang menarik dalam persekongkolan ini, salah satunya adalah 
pengaturan mengenai persekongkolan vertikal yang diatur di Indonesia masih 
belum jelas dan masih belum memberikan ketentuan tegas bagi panitia tender. 
Atas hal ini diperlukan campur tangan perusahaan selaku pelaksana pengadaan 
untuk membatasi kewenangan serta mengatur panitia tender agar dalam 
menjalankan tugas pengadaan sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku. 
Hal tersebut dapat meminimalkan adanya persekongkolan yang melibatkan 
panitia tender. 
Risiko persekongkolan secara vertikal dapat dicegah dengan adanya 
pengelolaan risiko yang baik dalam  perusahaan dengan didukung  tata kelola 
perusahaan yang baik (good corporate governance) serta adanya penerapan 
peraturan perusahaan di dalam perusahaan BUMN PLN. Penerapan Good 
Corporate Governance sudah merupakan kebutuhan untuk diterapkan pada 
perusahaan – perusahaan besar di Indonesia untuk dapat memberikan kemajuan 
terhadap kinerja suatu  serta menumbuhkan kepercayaan dan berkelanjutan. 
Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik saat 
ini sudah menjadi satu perusahaan hal penting yang harus diperhatikan 
perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta. Corporate governance  
harus memiliki struktur perangkat yang baik untuk mencapai tujuan dan 
pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan 
rangsangan bagi board  dan manajemen untuk mencapai tujuan yang 
merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memberi 
fasilitas pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan 
menggunakan sumber daya yang lebih efisien. 19 
Good Corporate Governance pada hakikatnya merupakan suatu system 
(input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 
 
19 Surya, I. & Yustivandana, I. (2006). Penerapan Good Corporate 
Governance mengesampingkan hak istimewa demi kelangsungan usaha. 
Jakarta : Kencana, 2008. (edisi pertama, cetakan ke-2).hlm.25 
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antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti 
sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi 
agar tercapai tujuan perusahaan. GCG atau Good Corporate Governance 
dimaksudkan untuk mengatur hubungan – hubungan ini dan mencegah 
terjadinya kesalahan – kesalahan signifikan  dalam strategi perusahaan dan 
untuk memastikan bahwa kesalahan – kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki 
dengan segera.20 GCG atau Good Corporate Governance memiliki prinsip dasar 
yaitu Transparansi, Responsibilitas, , Akuntabilitas, Independensi, dan Fairness 
yang  wajib diterapkan pada perusahaan sebagai pedoman. 
GCG sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan 
publik, hal ini sudah diketahui oleh semua manajemen dan shareholder di 
Indonesia. Prinsip GCG perlu diuji ketika akan diterapkan di sebuah negara, 
karena dari prinsip yang ada tidak semua prinsip cocok diterapkan di semua 
negara atau semua perusahaan. Praktik GCG yang berhasil dijalankan di negara 
lain tidak otomatis bisa dijalankan dengan baik di Indonesia begitu juga 
sebaliknya. Karena adanya perbedaan tersebut, maka pihak manajemen 
sebaiknya melakukan pengkajian terhadap sistem manajemen dengan GCG 
ketika hendak mencoba penerapan GCG pada perusahaan. Penerapan yang 
cocok dan sesuai bagi perusahaan di Indonesia adalah  dengan penerapan 
Keputusan menteri BUMN No.Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis 
adalah untuk menganalisis apakah penerapan GCG  dalam pengendalian risiko 
persekongkolan sudah dilakukan sesuai dengan tata cara pengelolaan dan prinsip 
- prinsip dalam GCG. Pelaksanaan GCG memiliki dampak terhadap perusahaan 
untuk meningkatkan kinerja dan bersikap lebih lagi transparan mengenai 
operasional perusahaan kepada seluruh shareholdernya. Di masa persaingan 
global yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk dapat bersaing 
secara sehat dan profesional. Perusahaan perlu menyiapkan strategi untuk dapat 
mempertahankan kelangsungan usaha. Penerapan GCG terhadap perusahaan, 
tentu akan memberikan dampak yang signifikan  bagi perusahaan. Atas hal 
tersebut penulis tertarik mengambil judul PENERAPAN PRINSIP GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN RISIKO 
 
20 Zarkasyi, Wahyudin. (2008). Good Corporate Governance Pada Badan usaha 
manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya. Bandung : Alfabeta. 
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PERSEKONGKOLAN VERTIKAL DI DALAM PT.PLN (PERSERO) (Studi di 
Kantor PT.PLN UIP JBTB I Surabaya). 
 
B. ORISINALITAS PENELITIAN 
Dalam penelitian ini untuk membuktikan kebaruan dan arah penelitian yang 
berbeda dari hasil penelitian yang lain, penulis akan memaparkan perbedaan dari 
penelitian terdahulu dengan penelitian yang di ambil penulis saat ini ke dalam 
sebuah tabel. 
Tabel 1.1 




















Penanganan Kasus Terkait 
Persekongkolan Antar Pelaku 
Usaha Dalam Mendapatkan 
Tender (Persekongkolan 
Horizontal): Studi Komparasi 
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Persekongkolan Tender Dalam 
Pengadaan Jasa Konstruksi 
Dan Dampaknya Terhadap 
Kerugian Negara 
(Studi Kasus Pembangunan 
Konstruksi Dermaga) (2016) 
 
1. Apa bentuk-bentuk 
persekongkolan 
dalam pengadaan 




2. Apa dampak 
persekongkolan 
secara horizontal dan 
vertikal terhadap 













Bid Rigging Related To Post 
Bidding Activity Resulting 
In Unfair Business Competition 
(A Case Study Of Kppu 
Decision No. 03/Kppu-L/2016) 
(2017) 
 
1. How is the 
implementation of 
Article 22 of Law No. 
5 of 1999 concerning 
The Prohibition of 
Monopolistic Practice 
and Unfair Business 
Competition (the 
“Indonesian 
Competition Law”) in 
case of bid rigging 
related to post 
bidding activity on the 
tender process? 
2. How is the evidentiary 
of the Indonesian 
Business Competition 
Supervisory 
Commission (KPPU) in 
the case of KPPU 
decision No. 03/KPPU-
L/2016 on the 
allegations of 
violations of Article 22 
of Law No. 5 of 1999 
related Tender Jack-
Up Drilling Rig 




Berdasar tabel di atas, perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan 
penelitian saat ini adalah fokus kajian pembahasan. 
1.  Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Penanganan Kasus Terkait 
Persekongkolan Antar Pelaku Usaha Dalam Mendapatkan Tender 
(Persekongkolan Horizontal): Studi Komparasi Antara Indonesia Dengan 
Australia” yang di angkat pada tahun 2015 membahas mengenai 
perbedaan penyelesaian kasus persekongkolan Horizontal yang ada di 
Indonesia dengan Australia. Serta, perbandingan pengaturan 
persekongkolan tender horizontal dan lembaga pengawasan persaingan 
usaha di Indonesia dan di Australia. Sedangkan, penelitian yang ditulis 
penulis berfokus pada persekongkolan tender vertikal yang banyak 
terjadi di Indonesia yang khususnya melibatkan PT.PLN sebagai salah 
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satu perusahaan BUMN. Serta, pengaturan tentang persekongkolan 
secara vertikal yang ada di dalam PT.PLN.   
2. Pada penelitian kedua dengan judul “Bentuk- Bentuk Persekongkolan 
Tender Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Dampaknya Terhadap 
Kerugian Negara (Studi Kasus Pembangunan Konstruksi Dermaga)” 
yang ditulis pada tahun  2016 dengan penulis yang berbeda, dalam 
penelitiannya membahas mengenai bentuk- bentuk persekongkolan 
tender di dalam pengadaan jasa konstruksi yang merupakan proyek 
pemerintah dan dampaknya terhadap kerugian negara. Dalam 
penelitian saat ini, penulis akan lebih memfokuskan pada salah satu 
perusahaan BUMN yaitu PT.PLN (Persero) yang mengadakan proyek 
pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini juga akan dijelaskan 
mengenai bagaimana suatu perusahaan BUMN menghadapi risiko 
persekongkolan tender khususnya pada persekongkolan Vertikal dan 
dampak dari tidak tercapai sasaran proyek akibat terjadinya 
persekongkolan tersebut. 
3. Pada penelitian ketiga yang berjudul “Bid Rigging Related To Post 
Bidding Activity Resulting In Unfair Business Competition (A Case Study 
Of Kppu Decision No. 03/Kppu-L/2016)” yang di tulis pada tahun 2017 
membahas mengenai implementasi dari pasal 22 Nomor 5 tahun 1999 
dalam pratik persaingan usaha dalam kasus  penawaran tender. Pada 
penelitian saat ini penulis akan memfokuskan pada pengaturan yang 
diterapkan oleh PLT.PLN dalam pencegahan risiko persekongkolan 
secara vertikal berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (Good 
Corporeate Governance). 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas oleh 
penulis dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Penerapan dari Good Corporate Governance dalam pengelolaan 
risiko persekongkolan secara vertikal di dalam PT.PLN ( Persero)? 
2. Bagaimana cara PLN dalam mencegah terjadinya persekongkolan secara 
vertikal dalam pengadaan barang atau jasa berdasar pada tata kelola 




D. TUJUAN PENELITIAN 
Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan dari Good Corporate 
Governance dalam pengelolaan risiko persekongkolan secara vertikal di dalam 
PT.PLN ( Persero) 
2. Untuk mengetahui dan menganalisa cara PLN mencegah terjadinya 
persekongkolan secara vertikal dalam pengadaan barang atau jasa berdasar 
pada tata kelola perusahaan yang baik. 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi pengetahuan terutama ilmu hukum baik secara teoritis 
maupun praktik. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya 
dan bidang hukum persaingan usaha pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah referensi 
bagi penelitian mengenai hukum persaingan usaha terutama tentang 
persekongkolan tender. 
c. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk 
penelitian atau penulisan karya ilmiah di bidang hukum sejenis di masa 
yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi penulis 
Penelitian ini nanti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 
penulis terutama terkait dengan pengadaan barang atau jasa pada BUMN 
khususnya pada PT.PLN (Persero) dalam ranah hukum persaingan usaha di 
Indonesia serta menambah bahan pustaka terkait dengan pengadaan barang 
atau jasa dan pada BUMN dalam hukum persaingan usaha. 
b. Bagi Instansi/ Perusahaan BUMN 
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Penulisan diharapkan memberikan sumbangan bagi masyarakat umum guna 
memberikan informasi tentang pengadaan barang atau jasa pada BUMN 
dalam hukum persaingan usaha sehingga masyarakat umum baik pelaku 
bisnis, pejabat BUMN tidak awam akan pengadaan barang atau jasa pada 
BUMN serta larangan – larangan yang terkait dengan hukum persaingan 
usaha. 
c. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 
khususnya pada bidang hukum perdata seperti hukum perseroan, hukum 
persaingan usaha dan pengadaan barang atau jasa. Hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap 
berikutnya. 
d. Bagi pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 
pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan selanjutnya guna mendukung 
bisnis BUMN dan memberikan kepastian hukum bagi BUMN dalam 
menjalankan usahanya. 
 
F. METODE PENELITIAN 
1.JENIS PENELITIAN 
Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis 
penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris21. 
Permasalahan yang dirumuskan di dalam bab 1 akan dijawab dan dipecahkan 
dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis 
merupakan pendekatan hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena 
dalam membahas permasalahan penelitian ini.  Peneliti akan menggunakan 
bahan-bahan hukum baik bahan hukum tertulis maupun bahan hukum tidak 
tertulis serta bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan 
empiris hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam 
penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.  
Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk  
menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-
 
21 Peter Mahmud Marzuki.2010.Penelitian Hukum.Jakarta:Kencana.hlm 35 
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bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang 
diperoleh di lapangan yaitu tentang mekanisme pengendalian risiko dalam 
pengadaan barang dan jasa terkait adanya persaingan usaha tidak sehat 
khususnya persekongkolan tender dalam proyek di PT. PLN (Persero) kantor PT.  
PLN UIP JBTB I Surabaya. 
2. POPULASI DAN PENGAMBILAN SAMPEL 
2.1 Populasi 
Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 
sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda , suatu kejadian, kasus, 
waktu, tempat.22 Dalam hal ini penulis telah membatasi pada instansi yang 
terlibat pada penelitian penulis yaitu perusahaan BUMN. Penulis memilih 
perusahaan BUMN berdasar pada fungsi perusahan sebagai badan usaha yang 
mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Salah 
satu perusahaan BUMN yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat 
yaitu PT.PLN ( Persero) yang bergerak pada bidang jasa ketenagalistrikan. 
Penulis dalam memilih PT.PLN sebagai subjek penelitian didasarkan pada 
peranan penting PT.PLN dalam mendistribusikan tenaga listrik yang sangat 
penting bagi kepentingan umum yaitu masyarakat. Wilayah (tempat) yang 
nantinya akan dijadikan tempat penelitian yaitu pada PT. PLN (Persero) kantor 
PT. PLN UIP JBTB I Surabaya. Pemilihan tempat berdasar pada fungsi pada 
kantor PT. PLN UIP JBTB yang merupakan Unit Pembangunan yang ada di Jawa 
Timur dan  merupakan tempat pelaksanaan banyak proyek ketenagalistrikan. 
Sehingga, menjadi  tempat yang sesuai untuk penelitian mengenai mekanisme 
pengendalian risiko dalam pengadaan barang dan jasa terkait adanya 
persekongkolan tender. 
2.2 Sampel 
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu 
penelitian, pada umumnya observasi dilakukan pada tahap sampel.23 Untuk 
mendapatkan sampel guna mendapatkan data untuk memecahkan permasalahan 
penelitian, maka penulis akan menggunakan teknik random sampling. 
Pengambilan sampel pada tahap kedua yaitu ditentukan dengan teknik random 
 
22Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2013, hlm 118. 
23 Bambang Sunggono, op.cit, hlm 119. 
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sampling. Teknik pengambilan sampel ini untuk menentukan sampel perusahaan 
yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang ada di daerah Jawa Timur. 
Melalui teknik pengambilan sampel tersebut maka diperoleh sampel sebagai 
berikut: 
1. Perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan adalah PT. PLN 
yang terdapat di wilayah Jawa Timur yang jumlah keseluruhan berdasar 
pada area pelayanan ada 18 area. 
2. Perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang menjadi 
kantor pusat dari PT. PLN Jawa Timur adalah Kantor PT. PLN yang 
terdapat di kota Surabaya  
3. Di Kota Surabaya PT. PLN memiliki Kantor sebanyak 5 tempat. 
4. Kantor PT. PLN yang mengurus mengenai objek kajian penulis adalah PT. 
PLN UIP JBTB I. 
 
3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk 
menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar 
permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data 
yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat 
sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di 
lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan 
wawancara, dan observasi. 
a) Wawancara 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 24Wawancara 
dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar 
pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu sesuai dengan permasalahan 
yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah 
pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang 
diberikan oleh responden.Wawancara di laksanakan 2 kali dalam jangka waktu 
1 bulan dengan narasumber ibu Nurul Fatimah . 
 
24 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, 




Observasi adalah proses penelitian langsung di PLN UIP JBTB 1 Surabaya 
untuk mendapatkan informasi. 
Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari 
dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa 
bahan- bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun 
bahan hukum tersier. 
Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau 
dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan 
pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa 
yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-
bahan hukum primer yang berkaitan dengan perusahaan, meliputi berbagai 
undang-undang sebagai berikut: 
1. Undang- Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
2. Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan usaha milik Negara  
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-15/Mbu/2012 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). 
4. Peraturan Direksi PT.PLN (PERSERO) Nomor 0355/K.DIR/2014 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan PT. PLN. 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang 
berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan 
permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis 
akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik 
yudisial juga). Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, 
laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, 
memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-
terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, 
deklarasi-deklarasi dan lain-lain. 
Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang 
berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum 
sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk 
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meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku. Bahan hukum tersier adalah 
bahan hukum yang memuat kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, 
berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya. Akan tetapi, 
Soetandyo Wignyosubroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tersier 
sebagai bahan hukum. 
4. METODE PENGOLAHAN DATA 
a. Pemeriksaan Data 
Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan dan berkas- 
berkas, informasi yang dikumpulkan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti 
menganalisis kembali data- data yang telah didapat dari hasil penelitian yaitu 
dari hasil wawancara, dokumentasi, pemberian kuisioner dan juga 
dokumentasi di lapangan. 
b. Klasifikasi 
Adalah mereduksi data- data yang ada dengan cara menyusun dan 
mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau 
permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Peneliti akan 
mengklasifikasikan berdasar wawancara dan data dari perusahaan. 
c. Verifikasi Data 
Setelah adanya klasifikasi pada data penelitian, peneliti akan melakukan 
verifikasi atau pengecekan data yang telah terkumpul untuk mengetahui 
keabsahan atau sudah sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Kemudian 
peneliti akan kembali menemui responden di PT. PLN UIP JBTB I untuk 
menyampaikan hasil wawancara dan mengetahui tanggapan maupun 
komentar dari responden dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai 
dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka. 
d. Teknik Analisis Data 
Setelah data dikumpulkan dari lapangan sudah lengkap, maka tahap 
selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Proses yang dilakukan 
dalam menganalisis data adalah dengan memeriksa, meneliti data25 yang telah 
diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya 
disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. 
 
25 Bambang Sunggono, op.cit, hlm 125. 
21 
 
Setelah data terkumpul baik wawancara dengan instansi terkait, panitia 
pelaksanaan pengadaan akan dilaksanakan secara kualitatif, yaitu metode 
analisis data dengan cara secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode 
analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang 
diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenaran. Kemudian data 
tersebut dihubungkan dengan peraturan perundangan- undangan yang 
diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan 
dalam penelitian ini. 
G. DEFINISI OPERASIONAL 
1. Penerapan 
Penerapan adalah mempraktikkan, memasangkan. Penerapan adalah suatu 
perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai 
tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu 
kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah 
perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah 
suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 
mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh 
suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 
sebelumnya. Menurut Usman  penerapan (implementasi) adalah bermuara 
pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 
Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 
dan untuk mencapai tujuan kegiatan.26  
2. Prinsip Good Corporate Governance 
Dalam buku Prof. Niki Lukviarman yaitu “Corporate Governance is concerned 
with holding the balance between economic and social goals and between 
individual and communal goals. The governance framework is there to 
encourage the efficient use of resources and equally to require accountability 
for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as 
possible the interest of individuals, corporations and society.” Corporate 
Governance merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada 
 
       26 UsmanNurdin.2002.Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. PT. Raja 
Grafindo Persada.Jakarta. hlm.70 
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keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan 
kelompok. Sedangkan, pengertian Good Corporate Goveranance berdasar 
pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01 
/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya 
disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan 
mekanisme pengelolaan perusahaan berdasar peraturan perundang-undangan 
dan etika berusaha.27 
3. Pengadaan barang dan jasa 
Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan 
jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang dalam pembiayaan 
berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan28. 
4. Persekongkolan Tender 
Persekongkolan adalah Persekongkolan dalam tender adalah “Kerjasama 
antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam 
melalui tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen tender 
sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau 
menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu 
tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan 
tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta 
tender tertentu”.29 Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk 
kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain 
 
27 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri  Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate 
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara 
28 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 
Indonesia NO. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan 
Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara 
29 Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU. 




dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan 
pelaku usaha yang bersekongkol.30 
5. Persekongkolan Vertikal 
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa 
pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau 
panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi 
pekerjaan.31 
6. Risiko 
Risiko adalah peristiwa/Kejadian- kejadian yang potensi untuk terjadi yang 
mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan.  Sedangkan 
berdasarkan pada  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Republik Indonesia  
Nomor 44 /POJK.05/2020, risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat 
dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa 
tertentu. 32 
H. SISTEMATIKA PENULISAN 
Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini dan untuk 
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang dibahas pada setiap bab, 
maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut: 
 
BAB I : PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN 
Bab ini terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang penelitian yang akan 
dilakukan, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan 
penelitian dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, serta sistematika 
penulisan penelitian tersebut dan memuat tentang Jenis Penelitian, Pendekatan 
penelitian, Lokasi penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, 
Sampel, Teknik Analisa Data dan Definisi Operasional. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 
30 Pasal 1 angka 8  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
31 Peraturan Komisi Pengawas Persaiangan usaha No.2 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pasal 22 Undang- undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan 
Dalam Tender. hlm. 8 
32 Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  Nomor 
44/POJK.05/2020  Penerapan Manajemen Risiko Bagi  Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. 
24 
 
Bab ini memuat kajian-kajian dan penjabaran secara umum mengenai 
Pengadaan Barang dan Jasa, Risiko, Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Kajian 
Umum Persekongkolan Tender. 
BAB III : PEMBAHASAN 
Bab ini memuat Hasil dari Penelitian dan Pembahasan mengenai penerapan Good 
Corporate Governance  dalam pengelolaan risiko perusahaan PT.PLN khususnya 
pada pengadaan barang dan jasa, penerapan Good Corporate Governance  
dalam manajemen risiko persekongkolan, serta bentuk mitigasi yang dibuat 
untuk mengatasi risiko persekongkolan. Selain hal tersebut di atas penulis juga 
akan membahas mengenai peraturan yang diterapkan oleh PT.PLN terhadap 
karyawan yang terlibat  dalam kasus persekongkolan. 
BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasar pada hasil penelitian 
yang telah dicapai yaitu terkait penerapan Good Corporate Governance  dalam 
pengendalian risiko perusahaan PT.PLN khususnya pada pengadaan barang dan 
jasa, penerapan Good Corporate Governance  dalam manajemen risiko 










A. Kajian Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa  
1. Pengertian 
Pengadaan barang dan jasa yang dalam bahasa asing disebut procurement  
muncul karena adanya kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa, mulai dari 
bahan bakar kendaraan milik pemerintah, perlengkapan perang untuk militer, 
jasa konsultasi, jasa pembangunan stasiun pembangkit listrik dan lain- 
lain.33Pengadaan barang dan jasa ( procurement ) secara luas mencakup 
penjelasan mengenai pengadaan dari tahap persiapan, tahap penentuan dan 
tahap pelaksanaan/administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerja 
atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa tidak sebatas pada rekan 
pemilihan proyek dengan pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua 
belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses pengadaan sejak awal 
perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang tender hingga pada 
tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerja 
atau jasa seperti, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi keuangan, jasa 
konsultasi teknis atau jasa lain.34 
Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah suatu usaha dari pihak 
pengguna untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan, dengan 
menggunakan metode atau proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, 
waktu, dan kesepakatan lainnya. Hakikat pengadaan barang dan jasa adalah 
kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu 
berlandaskan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk pada etika dan 
peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Indonesia, 
mengikuti prinsip- prinsip pengadaan, dan proses pengadaan barang dan jasa.35 
2. Hubungan Pihak- Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa 
Pengadaan barang dan jasa terdiri dari beberapa pihak, yaitu Pembeli  atau 
Pengguna dan Pihak Penjual atau pihak Penyedia Barang dan Jasa. Pembeli atau 
 
33 Adrian Sutedi, op.cit, hlm 3-4. 
34 Adrian Sutedi, op.cit, hlm 4. 




Pengguna barang dan jasa merupakan pihak yang membutuhkan dan 
memerlukan barang dan jasa. Pihak pengguna atau pembeli akan meminta atau 
memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok, membuat barang atau 
melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa bisa berbentuk 
lembaga atau organisasi dan dapat pula orang- perseorangan. Yang tergolong 
lembaga atau organisasi diantaranya adalah Instansi Pemerintah, badan usaha 
(BUMN, BUMD, dan Swasta) dan organisasi masyarakat. Sedangkan yang 
tergolong perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang 
dan jasa36. 
3. Pengaturan Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa 
Pengaturan terkait pengadaan barang dan jasa telah  diatur dalam Perpres 
No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No.16 
Tahun 2018 dilatarbelakangi cita- cita tata pemerintahan yang baik dan bersih 
(Good Governance and Clean Government). Good Governance and Clean 
Government adalah semua aspek terkait dengan kontrol dan pengawasan 
terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya 
melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good 
Governance and Clean Government, maka pemerintah harus melaksanakan  
prinsip- prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta 
mewujudkan nya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak 
(independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara 
para pihak terkait ( stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan 
akuntabel.37 
Selain pengaturan yang diatur Perpres No. 16 Tahun 2018, pengadaan 
barang atau jasa juga diatur lebih lanjut melalui  Peraturan Menteri Negara 
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen 
BUMN 05/2008”) dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Nomor PER-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara peraturan perubahan 
Permen BUMN (“Permen BUMN 15/2012”). Pada tahun 2019 selanjutnya 
pemerintah membuat Peraturan Menteri yang baru yaitu No. PER-
 
36 Ibid hlm 6-7. 
37 Ibid hlm 11. 
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08/MBU/12/2019  tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 
Jasa Badan Usaha Milik Negara menggantikan Permen BUMN 15/2012 yang ada 
sebelumnya.  
4. Sistem Pelaksanaan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa PLN 
Pada prinsipnya kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui 
metode pelelangan umum dalam praktik harus melihat kondisi dan kemampuan 
dari produsen untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam 
tender. Berdasarkan sistem pengadaan barang dan jasa maka dalam Pepres 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur mengenai metode pemilihan penyedia 
barang/ jasa pemborongan, yang terdiri atas : 
a. E-purchasing atau pembelian barang/ jasa melalui system katalog elektonik. 
b. Pengadaan Langsung 
c. Penunjukan Langsung 
d. Tender Cepat dan  
e. Tender38 
Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berdasar pada Peraturan Presiden 
(Perpres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, metode pemilihan penyedia jasa terdiri atas: 
 a. Seleksi 
b. Pengadaan Langsung dan  
c. Penunjukan Langsung.39 
B. Kajian Umum Tentang Risiko 
1. Pengertian  
Pengertian risiko adalah peristiwa/kejadian-kejadian yang potensi untuk 
terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. 
Risiko timbul karena ada unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya 
 
38 Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
39 Pasal 41 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah  
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penyimpangan, terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya 
sesuatu yang diharapkan. Risiko bersifat dinamis dan memiliki interdependensi 
satu sama lain. Dengan demikian dinamisme sifat risiko itu harus di antisipasi 
sejak awal.40 Risiko yang dihadapi perusahaan memiliki karakteristik antara lain 
1. Kejadian risiko akan terulang terus dan cenderung dapat diukur 
2. Jenis- jenis risiko yang masih sangat baru dan sulit diukur 
3. Sangat tergantung satu sama lain 
4. Bersifat kompleks 
Deskripsi risiko oleh PT. PLN41 adalah apabila telah mencantumkan unsur 
kejadian/peristiwa (event), penyebab terjadinya dan potensi dampak yang 
ditimbulkan. Pada prinsipnya risiko dapat berdampak positif maupun negatif, 
namun demikian penerapannya dalam perusahaan ditetapkan bahwa definisi 
risiko adalah untuk yang berdampak negatif (merugikan), sedangkan yang 
berdampak positif (menguntungkan) disebut dengan peluang (oportunity)42. 
Dalam risiko terdapat beberapa karakteristik, yaitu: 
a. Pengaruh suatu ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan 
b. Suatu peristiwa/ kejadian yang dapat terjadi dan berpotensi menghambat 
atau menggagalkan tujuan/sasaran. 
c. Risiko dapat pula didefinisikan sebagai potensi permasalahan 
Ada dua jenis risiko bisnis yang dapat dihadapi oleh perusahaan, yaitu; 
a. Risiko non-entrepreneurial 
Risiko non-entreprenuerial merupakan risiko yang bukan diakibatkan oleh 
keputusan kewirausahaan yang diambil perusahaan. Perusahaan biasanya 
memanfaatkan jasa asuransi, salah satu cara melindungi perusahaan dari 
risiko ini. Contoh dari risiko ini adalah bencana alam, kebakaran, polusi dan 
KKN. 
b. Risiko Entrepreneurial 
Risiko Entrepreneurial merupakan risiko yang diakibatkan oleh keputusan 
kewirausahaan yang diambil perusahaan. Jika perusahaan mengambil 
keputusan bisnis dan tidak tepat memprediksi keputusan tersebut, 
 
40 Dewi Hanggraeni, Pengelolaan Risiko Usaha, Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 2. 
41 PT.PLN(Persero), Buku Pedoman Umum Manajemen Risiko, 2016, hlm 4. 
42 PT.PLN(Persero), Buku Pedoman Umum Manajemen Risiko, 2016, hlm 4 
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perusahaan dapat mengalami kerugian yang signifikan . Contoh risiko ini 
seperti risiko membangun gedung baru, risiko meluncurkan produk baru, dan 
risiko melakukan merger43. 
Terdapat beberapa pendapat mengenai penggolongan jenis risiko, antara lain: 
1. Menurut Bank Indonesia, jenis risiko pada umumnya dikelompokkan menjadi 
8 (delapan) jenis, meliputi:44 
a. Risiko kredit/ investasi 
Risiko yang timbul akibat dari kegagalan pemenuhan kewajiban oleh 
counterparty atau debitur 
b. Risiko pasar 
Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar yang 
bervariasi, seperti akibat suku bunga, nilai tukar dan komoditas. 
c. Risiko likuiditas 
Risiko yang muncul karena ketidakmampuan dalam menempatkan/ 
mengolah liability (kewajiban) 
d. Risiko Kepatuhan 
Risiko yang disebabkan oleh kegagalan mematuhi dengan atau tanpa 
menerapkan hukum, peraturan- peraturan atau ketentuan- ketentuan 
lainnya. 
e. Risiko Operasional 
Risiko ini relatif masih baru diatur dalam perbankan yang biasanya muncul 
karena ketidakmampuan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, 
kesalahan manusia, kegagalan sistem atau masalah- masalah eksternal 
lainnya. 
f. Risiko hukum 
Risiko ini akibat kelemahan masalah hukum, dari mulai tuntutan hukum, 
tidak adanya kerangka hukum, dan kelemahan perjanjian. 
g. Risiko reputasi 
Risiko ini relatif baru yang biasanya muncul terkait dengan masalah 
publikasi atau persepsi- persepsi negatif. 
h. Risiko strategi 
 
43 Dewi Hanggareni, op.cit, hlm 2-3 




Risiko yang timbul akibat lemahnya pembentukan dan penerapan strategi 
perusahaan, lemahnya pengambilan keputusan dalam dunia bisnis dan 
kesenjangan reaksi dalam menghadapi perubahan.45 
2. Menurut Sadgrove risiko digolongkan menjadi :46 
a. Risiko operasional, risiko yang berkaitan dengan proses produksi atau 
operasi perusahaan. 
b. Risiko strategi, merupakan isu yang besar yang mendorong perusahaan 
berfikir secara skala besar. Risiko ini dikelola pada level Direksi dan 
memerlukan perencanaan strategi. 
c. Risiko kepatuhan, merupakan risiko yang dihadapi perusahaan yang 
berhubungan dengan kepatuhan perusahaan terhadap aturan- aturan 
hukum serta aturan- aturan pemerintah untuk meningkatkan pengendalian 
risiko perusahaan sebagai perusahaan publik. 
d. Risiko keuangan internal, merupakan risiko yang dihadapi perusahaan yang 
berhubungan dengan keuangan47. 
Jenis- jenis risiko (risk universe) baik bersumber dari faktor eksternal 
maupun internal, yang dihadapi Perusahaan diklasifikasikan dalam Taksonomi 
Risiko (risk breakdown structure) berupa 5 (lima) kategori, yaitu: 
a. Risiko strategis (strategic risk) adalah risiko yang terkait dengan 
perencanaan/pelaksanaan strategi bisnis atau perubahan regulasi maupun 
lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi Perusahaan dalam skala luas dan 
berjangka panjang. 
b. Risiko Finansial (Finansial Risk) adalah risiko yang timbul pada posisi 
instrumen keuangan perusahaan, seperti risiko pasar dan risiko likuiditas 
maupun risiko pendapatan dan pajak. 
c. Risiko operasional (operational risk) adalah risiko yang timbul terkait proses 
operasional Perusahaan baik pada fungsi pembangkitan, penyaluran, 
distribusi, pelayanan pelanggan, maupun fungsi pendukung. 
 
45 Dewi Hanggareni, op.cit, hlm 10 
46 Sadgrove, Kit, The Complete Guide To Bussiness Risk Management, 
Publisher Gower, Second  edition, United Kingdom, 2005, hlm 18. 
47 Sadgrove, Kit, The Complete Guide To Bussiness Risk Management, 
Publisher Gower, Second  edition, United Kingdom, 2005, hlm 18. 
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d. Risiko Proyek (Project Risk) adalah risiko yang timbul pada usaha 
pembangunan aset Perusahaan, pengadaan maupun kegiatan lainnya yang 
bersifat proyek.  
e. Risiko Kepatuhan (compliance risk) adalah risiko yang timbul terkait 
kepatuhan terhadap ketentuan perundangan, hukum, pengendalian internal, 
pelaporan, audit, dan aspek lainnya yang dapat mempengaruhi Perusahaan48. 
Manajemen risiko secara umum adalah suatu rangkaian proses untuk 
mengidentifikasi, mengukur, me mitigasi, dan mengontrol risiko usaha dalam 
pengelolaan suatu institusi/ perusahaan. Lebih spesifik, manajemen risiko 
merupakan suatu proses kompleks dan multidimensi yang meliputi dua langkah 
utama, yaitu: 
1. Identifikasi jenis-jenis risiko dan sumber-sumber penyebabnya (risk drivers), 
diikuti dengan pengukuran frekuensi dan severitas tiap- tiap risiko yang telah 
diidentifikasi. 
2. Penetapan kebijakan manajemen risiko (risk policies) sebagai suatu bentuk 
mekanisme kontrol risiko, termasuk penentuan limit kerugian (cut-loss limit) 
yang dapat ditolerir perusahaan sesuai dengan risk appetite yang disepakati 
bersama oleh manajemen49. 
2. Proses Manajemen Risiko 
Risiko yang mengancam perusahaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, 
baik yang terkait dengan risiko pasar, risiko operasional maupun risiko kredit. 
Seluruh pihak manajemen perusahaan harus bertanggung jawab terhadap risiko 
tersebut dan harus mampu mengatasi risiko-risiko ini. Selain itu, pengelolaan 
risiko usaha juga harus didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik (good 
corporate governance) agar dapat berjalan dengan efisien. 
Menurut Calpers, Corporate Governance adalah The relationship among 
various participants in determining the direction and performance of 
corporations. The primary participants are (1) share holders, (2) management, 
(3) the board of directors, hubungan antara para pemangku kepentingan 
(stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak 
utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen 
 
48 PT.PLN(Persero), Buku Pedoman Umum Manajemen Risiko, 2016, hal.4 
49 Hanggraeni Dewi,Pengelolaan risiko Usaha,lembaga penerbit Fakultas 
ekonomi universitas indonesia,jakarta,2010, hal. ix 
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termasuk Direksi dan Dewan Komisaris). 50Menurut Lam, tahapan proses risiko 
adalah sebagai berikut:51 
1. Risk Awareness 
Risk Awareness adalah titik awal dalam proses manajemen risiko yang 
bertujuan untuk: 
a. Mengidentifikasi risiko bagi perusahaan secara proaktif. 
b. Menyadari secara serius mengenai akibat dari risiko yang merupakan 
tanggung jawabnya. 
c. Mengkomunikasikan risiko tersebut agar menjadi perhatian setiap orang 
dalam perusahaan. 
2. Risk Measurement 
Proses selanjutnya adalah mengukur risiko. Untuk dapat mengelola risiko 
dengan baik, pengukuran risiko-risiko yang akan dihadapi sangat lah penting. 
Untuk dapat mengukur risiko, manajemen senior dan dewan direksi 
memerlukan data dan informasi yang relevan. Berikut adalah beberapa 
elemen yang harus menjadi bagian dari laporan eksekutif: 
a. Losses 
Kerugian yang muncul dari kredit, pasar dan proses operasi harus 
terangkum secara sistematis dalam data kerugian dan disimpulkan dalam 
laporan risiko 
b. Incidents 
Laporan risiko harus melaporkan setiap insiden atau kejadian yang terjadi 
dalam periode tersebut, terlepas dari apakah insiden tersebut 
menghasilkan kerugian atau tidak. Contoh insiden adalah tuntutan hukum, 
penipuan, pelanggaran kebijakan, dan lain- lain. Dampak potensial, akar 
permasalahan, dan respons bisnis juga harus dilaporkan. 
c. Management Assessments 
Kalau losses dan incident berhubungan dengan risiko yang terjadi di masa 
lampau berdasarkan fakta, risk report juga harus menyediakan 
 
50 Robert A.G.Monks and Neil Minow, Corporate Governance, Blackwell 
Business,1995,hlm.363 
51 Lam, James, 2007, Enterprise Risk Management From Incentives to 
Controls, Published by John Wiley & Sons, Ind Hoboken, New Jersey,Peblished 
simultaneously James Lam.hlm.36 
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management assessment untuk mengetahui potensi risiko yang akan 
terjadi di masa depan. 
d. Risk Indicators 
Laporan risiko juga harus memuat beberapa indikator risiko. Misalnya 
employee turnover. Apabila employee turnover tinggi, hal ini merupakan 
indikator dari meningkatnya risiko operasional. 
3. Risk Control 
Proses pengelolaan risiko usaha, tidak berhenti pada usaha meningkatkan 
kesadaran akan risiko dan mengukur eksposur risiko. Tujuan utamanya adalah 
mengoptimalkan segala risiko atau return yang diraih perusahaan. Atau 
dengan kata lain, untuk membuat efek nyata pada profil risiko dari 
perusahaan. Ada 3 cara fundamental untuk mencapainya, yaitu: 
a. Selective growth of business 
Manajemen risiko memiliki peran untuk berfungsi silang untuk mendukung 
perkembangan bisnis. Bekerjasama dengan line management, marketing, 
legal, dan departemen lainnya, risk management harus mengevaluasi ulang 
sebagai pembelajaran, untuk membuat strategi dan ide bisnis baru. Tim 
evaluator ini, bertugas untuk mengevaluasi bisnis- bisnis dalam 
perusahaan, melalui kriteria yang adil dan objektif. 
b. Support Profitability 
Risk management dapat juga membantu meningkatkan keuntungan dan 
pertumbuhan bisnis, dengan mempengaruhi keputusan harga. 
Sederhananya, harga haruslah mencerminkan biaya dari risiko yang 
ditanggungnya selain dari biaya- biaya lainnya. 
c. Control Downside Risks 
Kedua hal di atas, merupakan peran dukungan yang dapat diberikan oleh 
risk management, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan. Akan 
tetapi, kewajiban dari risk management adalah mengendalikan risiko.52 
C. Corporate Governance 
Tata kelola perusahaan atau (corporate governance) merupakan konsep 
yang berkembang dengan pesat pada dekade 1990-an dan telah dipraktikkan 
 
52 Lam, James, 2007, Enterprise Risk Management From Incentives to 
Controls, Published by John Wiley & Sons, Ind Hoboken, New Jersey,Peblished 
simultaneously James Lam.hlm.36 
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secara luas oleh berbagai perusahaan di dunia. Sifat multi disiplin menyebabkan 
banyak pakar dan lembaga telah mencoba mendefinisikan tata kelola dari 
beragam sudut pandang. Namun demikian, terdapat benang merah definisi tata 
kelola, yaitu selalu dikaitkan dengan pengarahan dan pengendalian sumber daya 
perusahaan untuk memenuhi kepentingan dan tujuan dari pemegang saham dan 
atau pemangku kepentingan lainnya.53 
Dalam penerapan manajemen risiko, suatu perusahaan harus berdasar 
pada perangkat tata kelola perusahaan yang dapat dijalankan dengan baik 
melalui 3 komponen, yaitu:  
1. Struktur dari tata kelola perusahaan 
2. Mekanisme dari tata kelola perusahaan 
3. Prinsip- prinsip dari tata kelola perusahaan54 
Ketiga perangkat akan berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk 
sistem tata kelola yang berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal 
dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Efektivitas 
perangkat tata kelola dinilai dari seberapa jauh sistem yang dimaksud mampu 
menghasilkan dampak yang diharapkan.55 
Struktur tata kelola terkait dengan pengendalian organisasi dan 
koordinasi dalam rangka menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan. 
Berbagai langkah yang dilakukan dalam memperkuat struktur tata kelola 
perusahaan pada umumnya dimulai dengan penilaian terhadap organisasi dan 
proses bisnis. Berbeda dengan struktur tata kelola, mekanisme tata kelola 
merupakan prosedur dan pola hubungan diantara berbagai pihak yang terlihat 
dalam proses pengambilan keputusan dengan pihak-pihak yang melakukan 
pengendalian. Mekanisme tata kelola pada dasarnya terdiri dari pengendalian di 
dalam atau internal dan pengendalian lingkungan atau eksternal. Adapun prinsip- 
 
53 Dewi Hanggraeni, op.cit, hlm 31. 
54 Akhmad,Syakhroza, Corporate Governance: Sejarah dan 
Perkembangan,Teori, Model, Dan Sistem Governance Serta Aplikasinya Pada 
Perusahaan BUMN, Pidato Pengukuhan Guru besar FEUI, Lembaga Penerbit FEUI, 
Jakarta, 2005, hlm 22-23. 
55 Perkembangan,Teori, Model, Dan Sistem Governance Serta Aplikasinya 
Pada Perusahaan BUMN, Pidato Pengukuhan Guru besar FEUI, Lembaga Penerbit 
FEUI, Jakarta, 2005, hlm 22-23 
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prinsip yang melandasi penerapan tata kelola meliputi transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi, dan kewajaran.56 
Organization for Economic Coperation and Development (OECD) 
sebagaimana dikutip oleh Cadburry57 dan Ernst & Young58 mendefinisikan tata 
kelola perusahaan sebagai “...the system by which companies are directed an 
controlled, in the interest of shareholders and other stakeholders, to sustain and 
enhance value”. Berdasarkan definisi di atas, tata kelola harus memperhatikan 
hak dan tanggung jawab antara para pihak yang berkepentingan serta harus 
memperhatikan aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang ada pada 
perusahaan termasuk dalam hal pengawasan kinerja perusahaan. Dalam suatu 
manajemen bagian operasional merupakan salah satu bagian penting dalam 
suatu organisasi. Untuk menghindari penggunaan biaya yang berlebihan di 
bagian operasional maka perlu adanya identifikasi terhadap risiko-risiko manakah 
yang kira- kira akan muncul di bagian operasional. Risiko-risiko tersebut adalah 
risiko produksi, risiko operasional, dan risiko-risiko pembelian dari supplier. 
Permasalahan Mengenai Barang dan Jasa merupakan risiko operasional 
dan produksi.59 Risiko yang dapat muncul dari produk atau jasa disebabkan oleh 
berbagai macam hal yang akan berdampak pada biaya, reliability, bahkan 
terhadap masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan perusahaan adalah dengan 
mengelola seluruh elemen yang terlibat dalam produksi, diantaranya masyarakat, 
pemasok, perlengkapan, dan sistem. Namun dalam hal ini penulis hanya akan 




56 Dewi Hanggraeni, op.cit, hlm 32. 
57 Cadbury, Sir A.,1992.Report of the Committee on The Financial Aspects of 
Corporate Governence.The Committe and Gee, London.hal.5 
58 Ernst & Young,2006.Achieving Effective Corporate Governence in the 
UAE.Business Risk Services, Ernst & Young.hal.7 
59 Dewi Hanggraeni, op.cit, hlm 82-84. 
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D. Kajian Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat 
1. Pengertian dari Persaingan  Usaha 
Dalam Black’s Law Dictionary, yang dimaksud dengan Competition atau 
persaingan adalah60 “ Contest of two rivals  The effort of two or more partie, 
acting independently, to secure the business of a third party by the effort of the 
most favourable term; also the relations between different buyers or different 
seller which result from this effort. It is the struggle between rivals for the same 
trade at the same time. The act of seeking or endeavouring to gain what another 
is endeavouring to gain at the same time. The term implies the idea of 
endeavouring by two or more to obtain the same object or result. 
Secara yuridis pengertian persaingan usaha selalu dikaitkan dengan 
persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, di mana perusahaan  atau 
penjual/ pelaku usaha secara bebas berupaya untuk mendapatkan pelanggan 
atau konsumen guna mencapai tujuan usaha  atau perusahaan tertentu yang 
didirikannya, misalnya untuk meraih keuntungan sebesar- besarnya atau untuk 
memperluas pangsa pasar ataupun bisa juga untuk memperbesar omset 
penjualan atas produk barang atau jasa.61 Jika dilihat dari segi ekonomi, 
pengertian persaingan atau compettion adalah:62 
a. merupakan suatu bentuk struktur pasar, di mana jumlah perusahaan yang 
menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar, 
seperti persaingan sempurna ( perfect competition), oligopoli (adanya 
beberapa pesaing besar) 
b. suatu proses di mana perusahaan saling berlomba dan berusaha keras untuk 
merebut konsumen atau pelanggan untuk bisa menyerap produk barang dan 
jasa yang mereka hasilkan, dengan cara: 
1. menekan harga 
2. persaingan bukan terhadap harga melalui diferensial produk, 
pengembangan HaKI, Promosi, serta 
 
60 Henry Cambell Black, Back’s Law Dictionary,6th,Ed.West Publishing Co. 
St.Paul-Minn,USA,1990,hlm52 
61 Kagramanto, budi,Mengenal Hukum Persaingan Usaha ( Berdasar UU 
Nomor 5 Tahun 1999).Laros,Sidoarjo.2015.hlm.65 
62Ginting, Ellyta Ras,Hukum Anti Monopoly Indonesia:Analisis dan 




3. berusaha untuk lebih efisien 
 
2. Persaingan Usaha Tidak sehat 
Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 
antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran 
barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum 
atau menghambat persaingan  usaha.  Sedangkan unsur unsur yang terkandung 
dalam pengertian persaingan usaha tidak sehat tersebut antara lain: 
1. Adanya cara yang tidak jujur dalam kegiatan usaha 
2. Cara yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum 
3. Perbuatan melawan hukum dimaksudkan untuk meniadakan persaingan 
4. Ada perbuatan berupa restrictive trade practice atau barrier to entry 
5. Perbuatan tersebut dilakukan antar sesama pelaku usaha 
 
3.Perjanjian Yang Dilarang 
Istilah perjanjian secara umum telah lama dikenal oleh masyarakat. Prof. 
Wirjono menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hokum mengenai harta 
benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap 
berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, 
sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.63 
Sedangkan Prof. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, di 
mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.64 
Selanjutnya Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan 
atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain dari perjanjian, 
dikenal pula istilah perikatan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
tidak merumuskan apa itu suatu perikatan. Oleh karenanya doktrin berusaha 
merumuskan apa yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu perhubungan 
hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu 
 
63 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: PT. 
Eresto,1989.hlm. 9. 
64 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa,1985) p. 1. 
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berhak menuntut sesuatu hal (prestasi) dari pihak lain yang berkewajiban 
memenuhi tuntutan tersebut. 65 
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan salah 
satu sumber dari perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu 
perikatan ada yang lahir karena perjanjian dan ada yang dilahirkan karena 
undang-undang. Suatu prestasi dalam suatu perikatan menurut Pasal 1234 KUH 
Perdata dapat berupa 3 macam. Pertama kewajiban untuk memberikan sesuatu. 
Kedua, kewajiban untuk berbuat sesuatu, dan ketiga kewajiban untuk tidak 
berbuat sesuatu. Dalam sistem hukum perjanjian, maka dianut sistem terbuka, 
artinya para pihak mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk 
mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja, asalkan tidak 
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 
1338 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 
membuatnya. Selanjutnya Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk 
sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat. Pertama, sepakat mereka 
untuk mengikatkan diri. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 
Ketiga, suatu hal tertentu, dan keempat, suatu sebab (causa) yang halal. 
Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerdata ini 
merupakan asas-asas dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku untuk 
semua perjanjian secara umum. Di samping itu suatu Undang- Undang khusus 
dapat mengatur secara khusus mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam 
undang-undang yang bersifat khusus tersebut. Contoh dari pengaturan khusus 
yang dimaksud adalah Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur 
secara khusus mengenai perjanjian. Berdasar Pasal 1 ayat 7 Undang-undang 
No.5 Tahun 1999, perjanjian memiliki definisi “Suatu perbuatan satu atau lebih 
pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain 
dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.” 66Dengan adanya 
definisi perjanjian yang telah dirumuskan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1999, 
dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1999 merumuskan bahwa 
perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, kedua-duanya 
 
65 Ibid. p.1. 
66 Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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diakui atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha. 
Sebelumnya perjanjian tidak tertulis umumnya dianggap tidak begitu kuat 
sebagai alat bukti di pengadilan, karena hukum acara perdata yang berlaku pada 
saat ini lebih menekankan dan menganggap bukti tertulis dan autentik sebagai 
alat bukti yang kuat. 
Pengakuan dan masuknya perjanjian yang tidak tertulis sebagai bukti 
adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam Hukum 
Persaingan Usaha adalah sangat tepat dan telah sesuai dengan rezim Hukum 
Persaingan Usaha yang berlaku di berbagai negara. Pada umumnya para pelaku 
usaha tidak akan begitu ceroboh untuk memformalkan kesepakatan diantara 
mereka dalam suatu bentuk tertulis, yang akan memudahkan terbuktinya 
kesalahan mereka. Oleh karenanya perjanjian tertulis diantara para pelaku usaha 
yang bersekongkol atau yang bertentangan dengan Hukum Persaingan Usaha 
akan jarang ditemukan.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 
beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu: 
1. Oligopoli 
2. Penetapan harga 
a. Penetapan harga (Pasal 5 UU No.5/1999); 
b. Diskriminasi harga (Pasal 6 UU No.5/1999); 
c. Jual Rugi (Pasal 7 UU No.5/1999); 
d. Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8 UU No.5/1999); 
3. Pembagian wilayah (Pasal 9 UU No.5/1999); 
4. Pemboikotan (Pasal 10 UU No.5/1999); 
5. Kartel (Pasal 11 UU No.5/1999); 
6. Trust (Pasal 12 UU No.5/1999); 
7. Oligopsoni (Pasal 13 UU No.5/1999) ; 
8. Integrasi vertikal (Pasal 14 UU No.5/1999); 
9. Perjanjian Tertutup 
a. exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat (1) UU No.5/1999); 
b. tying agreement (Pasal 15 ayat (2) UU No.5/1999); 
c. vertical agreement on discount (Pasal 15 ayat (3) UU No.5/1999); 




4.  Kegiatan yang dilarang 
a.Pengertian Kegiatan Yang Dilarang 
Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tidak dapat ditemukan definisi 
mengenai kegiatan. Namun, jika ditafsirkan secara a contrario  definisi dari 
perjanjian yang diberikan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dikatakan 
bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah tindakan atau 
perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok 
pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan hukum secara langsung dengan 
pelaku usaha lainnya67.  
b.Bentuk- bentuk dari kegiatan yang dilarang 
Dari pasal 17 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 
1999 terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilarang, yaitu: 
a. Monopoli (Pasal 17) 
b. Monopsoni ( Pasal 18) 
c. Penguasaan Pasar (Pasal 19) 
d. Dumping ( Pasal 20) 
e. Manipulasi biaya produksi (Pasal 21) 
f. Persekongkolan (Pasal 22) 
 
E.  Kajian Umum Tentang Persekongkolan Tender 
1. Pengertian Persekongkolan Tender 
Bersekongkol adalah “ kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 
pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya 
memenangkan peserta tender tertentu.”68 Dalam kamus hukum disebutkan, 
bahwa persekongkolan adalah“ A combination are confederacy between two or 
more persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some 
unlawful or criminal act, or some act which is lawfull in itself, but becomes 
unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for the 
purpose of using criminal or unlawful means to he commission of an act not in 
itself unlawfull.” Berdasarkan pengertian tersebut, persekongkolan 
 
67 Kusumawati Lanny,Hukum Persaingan Usaha,Laros,Sidoarjo,2007,hlm.123 
68 Pedoman pasal 22 Tentang larangan persekongkolan dalam 
tender.hlm.13  https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/tender.pdf waktu akses 19 juni 




(conspiracy/konspirasi) dapat melibatkan kerjasama antar dua atau lebih pelaku 
usaha yang secara bersama- sama melakukan tindakan melawan hukum. 
69Istilah persekongkolan (conspiracy)  berasal dari Antitrust Law di USA yang 
didapat melalui Yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat, berkaitan 
dengan ketentuan pasal tersebut dinyatakan; “.....persekongkolan untuk 
perdagangan....(conspiracy in restraint of trade...)”. 
 Mahkamah Tertinggi USA menciptakan istilah  “concerted action,” untuk 
mendefinisikan istilah persekongkolan dapat menghambat perdagangan, serta 
merumuskan prinsip, bahwa terdapat pelaku usaha harus dibuktikan terdapat 
kegiatan saling menyesuaikan yang berlandaskan pada persekongkolan guna 
menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi 
yang ada. Berdasarkan pengertian di USA itulah, maka persekongkolan adalah 
kesepakatan dalam bentuk kerjasama yang konsekuensinya adalah perilaku yang 
saling menyesuaikan (conspiracy is an agreement which has consequence of 
concerted action). 70 
Ada juga yang menyamakan istilah persekongkolan (conspiracy/ konspirasi) 
dengan istilah Collusion (kolusi), yakni sebagai : “A secret agreement between 
two or more people for deceitful or produlent purpose”. Artinya, bahwa dalam 
kolusi ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih 
dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi 
dan cenderung berkonotasi negatif/buruk.71 Secara yuridis pengertian 
persekongkolan usaha atau conspiracy diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-
undang No. 5 Tahun 1999, yakni: 
“Sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 
pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi 
kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol72.” 
Dalam hukum persaingan usaha salah satu hal yang menjadi objek 
persekongkolan adalah persoalan/ masalah tender, di mana pengertian tender 
atau lelang dapat ditemukan dalam berbagai sumber: 
 
69 KPPU,Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan 
UU No. 5 Tahun 1999.KPPU RI, 2004.hlm.12 
70 Knud Hansen, Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and 
Unfair Business  Competition,Katalis,Jakarta,2002, hlm. 323-324 
71 Dalam Ellyta Ras Ginting, Groiler International Dictionary, ,1993,hal.72 
72 Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha 
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a. Berdasarkan Perpres no. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
b. Berdasarkan kamus hukum, tender atau Aanbestenden (to put out contract) 
adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan 
atau memborong pekerjaan-pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan 
sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak 
sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan. 
c. Dalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan 
harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang- barang 
atau menyediakan jasa 
d. Dalam praktik pengertian tender sama dengan pengertian “lelang” yang 
secara tidak langsung disebutkan pada Keppres No.80 Tahun 2003, misalnya 
dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan dengan cara 
pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Dalam Keppres tersebut yang 
dimaksud dengan, pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia 
barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas 
melalui media massa dan melalui papan pengumuman resmi untuk 
penerangan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang memenuhi 
kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut. Sedangkan pelelangan terbatas 
adalah metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara 
terbuka dengan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/ 
jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia 
barang/ jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. 
Jika pengertian tender atau lelang dari berbagai sumber disimpulkan, maka 
tender itu sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tender merupakan 
serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran mengajukan harga untuk: 
1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; 
2. Mengadakan/ menyediakan barang- barang dan atau jasa; 
3. Membeli barang dan atau jasa; 
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4. Menjual barang dan atau jasa, menyediakan kebutuhan barang dan atau jasa 
secara seimbang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi berdasarkan 
peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait.73 
Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai 
adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga 
menghasilkan harga yang paling murah dengan output/ keluaran yang optimal 
dan berhasil guna. Diakui secara umum, bahwa harga murah bukanlah semata- 
mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/ 
jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan 
kesempatan untuk melakukan konspirasi diantara para pesaing, atau antara 
penawar dengan panitia penyelenggara lelang. Dengan demikian persekongkolan 
dalam tender merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau 
lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.74 
Perjanjian ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu 
peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran 
dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. 
Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, 
karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin 
dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien.75 Oleh karena itu, 
persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi persaingan 
yang sehat di kalangan para penawar yang beritikad baik untuk melakukan 
usaha di bidang bersangkutan. 
Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang dalam UU No.5 
Tahun 1999, karena bertujuan menguasai pasar, sehingga berpotensi 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, yakni berupa: 




75R.Shyam Khemani et,el., A Framewok for the Design ang 
Implementationof Competition Law and policy (Washington DC, And Paris:The 
World Bank and Organization for Economic Co.operation and 
developement(OECD)),Washingtong DC,1999, hlm.23 
76 Tender disini yang dimaksud adalah tawaran untuk mengajukan sebuah harga 
untuk memborong suatu pekerjaan maupun untuk pengadaan barang- barang serta bisa 
juga untuk menyediakan jasa- jasa tertentu. Periksa memori Penjelasan pasal 22 UU 
No.5 tahun 1999. Berdasar pada pengertian tersebut, maka cakupan tawaran pengajuan  
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ii. Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang (pasal 23), serta 
iii. Persekongkolan untuk membuat hambatan perdagangan (pasal 24). 
Jika dalam perjanjian yang dilarang dalam bentuk monopoli atau bersaing 
secara curang yang menjadi titik berat adalah “perjanjian” tersebut, maka dalam 
persekongkolan belum tentu dijumpai suatu perjanjian. Bahkan, dalam banyak 
kasus perjanjian tersebut sama sekali tidak dibuat oleh para pelaku usaha, 
karena materi yang tidak cocok untuk dimuat di dalam bentuk perjanjian, 
misalnya apakah suatu rahasia dagang dapat dicuri secara bersama melalui 
suatu kesepakatan atau perjanjian. Disamping itu yang dimaksud dengan 
perjanjian yang dapat menimbulkan praktik monopoli adalah suatu perjanjian 
yang dibuat oleh para pelaku usaha itu sendiri, sementara itu larangan terhadap 
persekongkolan usaha ditujukan terhadap persekongkolan antara pihak lain 
belum tentu sebagai pelaku usaha. 
2. Bentuk- Bentuk Persekongkolan 
Persekongkolan penawaran tender (bid rigging) termasuk salah satu perbuatan 
yang dianggap merugikan negara, karena terdapat unsur manipulasi harga 
penawaran, dan cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam 
persekongkolan. Bahkan di Jepang, persekongkolan penawaran tender dan kartel 
dianggap merupakan tindakan yang secara serius memberikan pengaruh negatif 
bagi ekonomi nasional.77 Bentuk- bentuk persekongkolan tender dibedakan 
menjadi 2 (dua) yaitu:78 
a. Berdasarkan pihak yang terlibat; dan 
b. Berdasarkan perilakunya 
Berdasarkan pihak yang terlibat, antara lain sebagai berikut: 
 
harga dalam tender  meliputi:a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan 
tertentu, b.pengadaan barang dan atau jasa, c. Membei barang dan atau jasa, serta d. 
Menjual barang dan jasa. 
77 Kazuhiko Takeshima(Chairman Fair Trade Commission of Japan), The Lessons 
from Experience of Antimonopoly Act in Japan and The Future of Competition Law and 
Policies in East Asia, disajikan dalam The Second East Assia Conference on Competition 
Law and Policie ( Toward Effective Implementation of Competition Policies in East 
Asia),Bogor,3-4 Mei 2005 
78 KPPU,Pedoman tentang Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang- 




1. Persekongkolan antar pihak, yakni persekongkolan yang terjadi antara pelaku 
usaha dengan pemilik/ pemberi pekerjaan/panitia tender atau dengan pihak- 
pihak tertentu. Persekongkolan antar pihak meliputi: 
a. persekongkolan terjadi antara pemilik/pemberi kerja/panitia tender dengan 
peserta tender. 
b. antara pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender dengan produsen dan 
dengan peserta tender. 
2. Persekongkolan antar peserta- peserta tender (horizontal) yakni 
persekongkolan terjadi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha 
pesaingnya. Berdasarkan perilakunya, bentuk persekongkolan antara lain 
sebagai berikut: 
a. melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan 
penyelenggara sebelum pelaksanaan tender. 
b. Tindakan saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan 
dalam pembukaan tender diantara peserta. 
c. Saling melakukan pertukaran informasi. 
d. Memberikan kesempatan secara eksklusif oleh panitia atau pihak terkait 
secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta tertentu. 
e. Menciptakan persaingan semu antar peserta. 
f. Tindakan saling menyesuaikan antar peserta. 
g. Menciptakan pergiliran waktu pemenang. 
h. Melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif. 
3. Unsur- Unsur Dalam Persekongkolan 
Persekongkolan dalam tender telah diatur dalam pasal 22 Undang- Undang 
Nomor 5 tahun 1999 berbunyi: 
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur 
dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” 79 
Dari pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999, terdapat beberapa 
unsur, yaitu:80 
1. Unsur Pelaku Usaha 
 
79 Pasal 22, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
80 Adrian Sutedi, op.cit, ,hlm 281. 
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Sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 5 “Pelaku usaha adalah setiap orang 
perorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama- sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan 
dalam bidang ekonomi.” 
 
2. Unsur Bersekongkol 
Unsur unsur dari tindakan bersekongkol adalah: 
a. Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih 
b. Secara terang- terangan atau diam-diam melakukan suatu tindakan 
penyesuaian dokumen pengadaan dengan peserta lain 
c. Membandingkan dokumen tender sebelum tanggal penyerahan 
d. Membuat persaingan semu atau 
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan 
f. Tidak menolak untuk melakukan suatu tindakan meskipun telah 
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan 
tersebut adalah untuk mengatur pemenang tender atau memenangkan 
peserta tender tertentu. 
3. Unsur Pihak lain 
Unsur pihak lain yang dimaksud adalah para pihak  yang terlibat dalam proses 
tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai 
peserta tender atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan proses tender 
tersebut.81 
4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender 
Mengatur dan atau menentukan pemenang tender merupakan suatu 
perbuatan oleh para pihak yang terlibat dalam proses tender dengan cara 
bersekongkol dengan tujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain atau 
peserta lain dengan maksud untuk memenangkan peserta tender tertentu 
dengan berbagai cara. Pengaturan dan  penentuan pemenang tender antara 
lain dilakukan dalam hal penetapan persyaratan teknik, kriteria pemenang, 
spesifikasi, proses tender, keuangan, dan sebagainya.82 
 
81 KPPU, Pedoman pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender 
Berdasarkan Undang- undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monpoli dan 





5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan 
cara yang tidak jujur atau melawan hukum dengan tujuan menghambat 
persaingan usaha83. 
4. Jenis Persekongkolan 
Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan 
maupun diam- diam melalui suatu tindakan dalam rangka memenangkan tender 
tertentu. Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 
persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan antara 
persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis 
persekongkolan tender.  
a. Persekongkolan Horizontal 
Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku 
usaha (penyedia barang dan jasa) dengan sesama pelaku usaha atau 
penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan 
sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara 
peserta tender.84 
b. Persekongkolan Vertikal 
Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha 
penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang yang 
memberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dengan cara panitia 
tender atau panitia lelang bekerjasama dengan salah satu atau beberapa 
peserta tender.85 
c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal 
Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau 
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan 
pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat 
melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu 
 
83 https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/tender.pdf 
KPPU, Pedoman pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam 
Tender Berdasarkan Undang- undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan 
Praktek Monpoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,2009,hlm.13-14 
84 Ibid.hlm.16 
85 Ibid, hlm 16 
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bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, di mana baik panitia tender, 
pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses 
tender hanya secara administratif dan tertutup. Berikut bagan  kedua 
persekongkolan tersebut.86 
 








A. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengendalian 
Risiko Persekongkolan Vertikal Di Dalam Pengadaan Barang / Jasa 
oleh PT. PLN 
 
1. Penjabaran Good Corporate Governance (GCG) dalam pengadaan 
barang serta jasa pada PLN 
Tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate governance ) adalah 
suatu praktik dalam pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudential 
(bijaksana)  dengan memperhatikan keseimbangan dalam pemenuhan 
kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan)  berdasar Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dan etika berusaha. Dengan adanya  praktik 
GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi lebih 
efektif, efisien, produktif dan ekonomis dengan selalu berlandas pada tujuan 
perusahaan dan kepentingan stakeholders  secara berimbang87. Forum For 
Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance 
sebagai perangkat yang menetapkan adanya hubungan antara para pemegang 
saham, pengurus, karyawan, pemerintah, dan pihak kreditur serta dengan 
pemegang kepentingan intern maupun ekstern lainnya yang ada kaitannya  
dengan hak dan kewajiban. Perangkat tata kelola perusahaan yang baik ini 
nantinya akan mampu mengarahkan serta mengendalikan perusahaan/ 
Perseroan.88 
Kewajiban BUMN dalam menerapkan Good Corporate Governance atau 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik di jelaskan melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/Mbu/2011 Tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) 
Pada Badan Usaha Milik Negara. 
 
87 Djokosantoso Moeljono, 2005, Good Corporate Culture sebagai inti dari Good 
Corporate Governance, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.75 
88 Misahardi Wilamarta, 2007, Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate 




“BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan 
berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, 
dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.”89 
Prinsip-Prinsip  Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik ) yang harus diterapkan terdiri atas transparansi (transparency), 
akuntabilitas (accountability), kemandirian (independency), pertanggungjawaban 
(responsibility), dan seperangkat kewajaran (fairness). Penerapan prinsip- prinsip 
Good Corporate Governance  ini diperlukan agar Perseroan dapat bertahan dalam 
menghadapi persaingan yang semakin ketat. Good Corporate Governance  di 
harapkan mampu mencapai tujuan Perseroan secara lebih baik antara lain 
dengan menghambat praktik- praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, 
meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan dan mendorong 
efisiensi dalam pengelolaan Perseroan. Implementasi Good Corporate 
Governance di Perseroan bertujuan untuk 90: 
a. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat, baik 
secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan 
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan 
tujuan Perseroan. 
b. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, 
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ 
Perseroan. 
c. Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan 
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang- Undangan, serta kesadaran akan adanya 
tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun 
kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan. 
d. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional. 
e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.91 
Sektor pengadaan barang atau jasa melibatkan beberapa pihak sehingga 
diperlukan etika, norma, dan prinsip pengadaan barang/ jasa untuk dapat 
 
89 Permen BUMN 01/2011 Pasal 2 
90 Permen BUMN 01/2011 Pasal 4 
91 Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 09 
/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara Nomor Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara 
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mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang serta 
jasa. Pengadaan barang atau jasa diharapkan mampu menerapkan prinsip 
efisiensi, transparansi, kemandirian, profesionalisme, akuntabilitas, dan 
pertanggungjawaban serta kewajaran atau yang dikenal dengan prinsip-prinsip 
GCG  sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 
19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa dalam melaksanakan 
tugasnya, anggota Direksi haruslah mematuhi anggaran dasar dari BUMN dan 
peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung 
jawaban, serta kewajaran. 
PLN sebagai organisasi usaha yang mengejar profit pasti sangat 
memperhatikan efisiensi dan efektivitas sehingga dibutuhkan Good Corporate 
Governance dalam perseroan.92 PLN berkomitmen untuk menerapkan praktik 
terbaik Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dengan 
melengkapi dan meninjau secara berkala seluruh pranata organisasi yang ada, 
menjunjung tinggi integritas, menjalankan prinsip-prinsip GCG serta 
melaksanakan seluruh aturan perundangan, kebijakan, dan pedoman kerja 
sesuai kaidah pengelolaan perusahaan terkini untuk menjamin pertumbuhan 
usaha yang berkualitas dalam jangka panjang dan menjalin hubungan timbal 
balik harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. 
PLN dalam proses menjalankan perusahaan selalu melakukan penilaian 
atas implementasi GCG setiap tahunnya, dalam rangka mendapatkan umpan 
balik bagi perbaikan kualitas penerapan praktik GCG. Asesmen GCG dilakukan 
sesuai dengan Peraturan Kementerian BUMN yaitu: 
1. Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 
Governance) yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Negara Badan 
Usaha Milik Negara Nomor : Per- 09 /MBU/2012 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/Mbu/2011 
Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara 
 




2. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK- 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 
2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan 
Usaha Milik Negara. Asesmen GCG dilakukan bergantian secara Internal oleh 
Perusahaan dan eksternal oleh lembaga Independen.93 
Implementasi GCG di PLN bertujuan untuk: 
a. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat, baik 
secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan 
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan 
tujuan Perseroan. 
b. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, 
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ 
Perseroan. 
c. Mendorong agar organ Perseroan dalam membuat keputusan dan 
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta kesadaran akan adanya 
tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun 
kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan. 
d. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional. 
e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional94 
Prinsip–prinsip pengadaan barang serta jasa tersebut ialah;95 Efisien, yaitu 
pengadaan barang atau jasa harus dilaksanakan dalam waktu yang cepat  dan 
singkat dan harus mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik menggunakan 
sumber daya seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya berdasar pada 
harga terendah; Efektif, yaitu Pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan 
kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya dan harus mampu memberikan 
manfaat yang sebesar–besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 
Kompetitif,yaitu pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi seluruh  
penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan mengikuti pengadaan. 
Pengadaan yang dilaksanakan oleh PLN wajib menerapkan persaingan yang 
 
93 Pedoman Good Corporate Governance, PT.PLN , Jakarta, 28 Oktober 2016, 
hlm 
94ibid, hlm.2 
95 Ibid,hal 3 
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sehat diantara penyedia barang atau penyedia jasa dan harus memenuhi syarat 
atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan 
transparan; Transparan, prinsip ini diterapkan dengan terbukanya semua 
ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa yang 
dilaksanakan oleh PLN, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara 
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa; Adil dan 
wajar, prinsip ini diterapkan oleh PLN dengan memberikan perlakuan yang sama 
bagi semua calon penyedia barang atau jasa yang telah memenuhi syarat; 
Akuntabel, prinsip ini diterapkan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan 
tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan agar dalam pelaksanaannya terhindar 
dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang96. 
GCG atau Good Corporate Governance diharapkan akan menjadi sarana 
untuk mencapai tujuan PLN secara lebih baik antara lain dengan menghambat 
praktik-praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan meningkatkan 
disiplin anggaran, pengawasan dan mendorong efisiensi dalam pengelolaan 
Perseroan khususnya pada pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan 
jasa diawali dengan perencanaan. Perencanaan merupakan susunan langkah–
langkah sistematik melalui upaya pemanfaatan sumber – sumber yang tersedia 
dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara 
efisien dan efektif97. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan melalui 
beberapa metode. Dalam pengadaan barang dan jasa pada PLN terdiri dari 
empat (4) metode, yakni : 
a. Pengadaan langsung; 
b. Penunjukkan Langsung; 
c. Pelelangan Terbuka; 
d. Pelelangan Terbatas 
2. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengendalian 
Risiko Pengadaan Barang Serta Jasa di PLN 
Proses pengadaan di PLN memungkinkan terjadinya risiko. Risiko adalah 
potensi terjadinya suatu peristiwa ( event) yang dapat menimbulkan kerugian 
 
96 Ibid, hal 3 
97 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, Swakelola Pengadaan Barang/Jasa 




dalam hukum. Risiko adalah beban yang harus ditanggung atas kerugian yang 
timbul karena terjadinya suatu peristiwa yang lazim dikenal dengan nama force 
majeure atau overmact. Ada dua unsur, yaitu peristiwa force majeure dan 
kerugian. Dalam hukum bila bicara masalah risiko, maka kerugian itu telah 
terjadi. Berdasarkan dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan 
Usaha Milik Negara Nomor : Per- 09 /Mbu/2012 tentang perubahan atas 
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/Mbu/2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa:98 
 (1)Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus 
mempertimbangkan risiko usaha. 
(2)Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko 
korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan 
program GCG. 
(3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan: 
a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau 
b.memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk 
menjalankan fungsi manajemen risiko. 
(4)Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan 
penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. 
 
Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk minimalisasi kerugian dan 
meningkatkan kesempatan atau peluang. Bila dilihat terjadinya kerugian dengan 
teori accident model dari ILCI,maka manajemen risiko dapat memotong mata 
rantai kejadian kerugian tersebut, sehingga efek dominonya tidak akan terjadi. 
Pada dasarnya manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya 
kerugian maupun “ accident” . Selain itu, setiap pemilik risiko Perusahaan 
berkewajiban mengelola risikonya, dan setiap proses bisnis wajib di kelola 
risikonya sesuai dengan ketentuan perusahaan.   Manajemen risiko perusahaan 
diterapkan oleh perusahaan yaitu pada : 
a. Proses pengambilan keputusan 
b. Proses perencanaan dan pencapaian sasaran strategis maupun operasional 
Perusahaan 
 
98 PerMen Nomor : Per- 09 /Mbu/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri 
Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/Mbu/2011 tentang Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan Yang Baik,pasal 25 
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c. Segenap proses bisnis Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah proses 
pelaporan, dalam rangka continuous improvement 
d. Aspek kepatuhan ( compliance)99 
Dalam pelaksanaan, manajemen risiko yang spesifik pada bidang fungsi 
proses bisnis maupun kebutuhan tertentu dapat ditetapkan dalam ketentuan 
tersendiri,namun tetap mengacu pada peraturan. Manajemen risiko tidak 
terbatas pada manajemen risiko keuangan, proyek, teknologi informasi, 
manajemen risiko kecurangan (Fraud), Kelangsungan usaha, dan implementasi 
pengendalian internal( termasuk di dalamnya pengendalian internal dalam 
pelaporan keuangan).  
Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan secara umum bertujuan untuk: 
1.Meningkatkan kesiapan (preparedness) Perusahaan dalam menghadapi 
ketidakpastian (uncertainty) yang semakin tinggi di lingkungan global, 
regional maupun lokal yang berpotensi mengancam sumber daya dan 
bahkan kelangsungan Perusahaan. 
2. Menjaga agar Perusahaan tetap dalam jalur pengelolaan usaha yang 
berkehati-hatian (prudent operation) dalam setiap aktivitas yang 
dilakukannya sebagai bentuk tata kelola Perusahaan yang baik (Good 
Corporate Governance) guna meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan. 
Tugas dan tanggung jawab para pihak dalam penerapan Manajemen Risiko di 
PT.PLN adalah sebagai berikut :100 
1. Direksi  
a. Menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan 
Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah penetapan matriks risiko yang 
digunakan di Perusahaan beserta risk appetite-nya. 
b. Menetapkan, mengelola dan memantau risiko-risiko ulama (key risks) yang 
dihadapi Perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis Perusahaan. 
c. Menciptakan lingkungan internal Perusahaan yang kondusif untuk 
penerapan dan peningkatan risk maturity secara berkelanjutan, dan untuk 
menanamkan budaya manajemen risiko Perusahaan. 
 
99Peraturan Direksi Nomor : 0355 .K/DlR/2014 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko pada Lingkungan PLN, Pasal 6 ayat 2 
100 Peraturan Direksi PT.PLN ( PERSERO) Nomor 0355.K/DIR/2014 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko pada Lingkungan PLN  
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d. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan manajemen 
risiko. 
2. Divisi / Fungsi Manajemen Risiko Kantor Pusat  
a. Menyusun dan mereview keberlakuan dan pedoman Manajemen Risiko 
(termasuk di dalamnya maturity framework), serta memastikan penerapan 
di  dalam perusahaan. 
b. Memastikan tersedianya enterprise risk infrastructure dan data Manajemen 
Risiko pada aktivitas strategis Perusahaan. 
c. Memberikan early warning kepada Direksi melalui asesmen profil Risiko 
Korporat maupun mekanisme lainnya. 
d. Memastikan keselarasan penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan 
dengan kebijakan, strategi perusahaan maupun peraturan yang berlaku; 
e. Memantau risiko-risiko utama (key risks) Perusahaan dan efektivitas 
pengelolaannya oleh pemilik risiko. 
f. Memantau risk maturity Perusahaan dan memfasilitasi perbaikan-
perbaikannya menuju tujuan sesuai road map manajemen risiko 
g. Berperan sebagai ,SK manajemen advisor bagi pemilik risiko dalam 
implementasi Manajemen Risiko Perusahaan 
h. Memfasilitasi pembangunan kompetensi (capacity building) Manajemen 
Risiko di Perusahaan. 
3.Auditor lnternal/Satuan Pengawasan lntern (SPl) Perusahaan dalam kerangka 
penerapan Manajemen Risiko : 
a. Berperan sebagai fungsi assurance provider yang independen terkait 
pelaksanaan manajemen risiko oleh pemilik risiko. 
b. Merencanakan dan melaksanakan audit berbasis risiko (RBA) untuk 
memastikan fokus pada risiko utama Perusahaan. 
c. Memberikan penilaian terhadap efektivitas penanganan risiko utama 
Perusahaan oleh pemilik risiko dan memberikan rekomendasi 
perbaikannya. 
d. Melakukan evaluasi penerapan Manajemen Risiko di lingkungan 
Perusahaan secara berkala. 




4. Kepala Divisi/Kepala Satuan/Pejabat satu tingkat di bawah Direksi di Kantor 
Pusat bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen Risiko di Divisi 
atau Satuannya dengan cara menunjukkan komitmen dan memastikan 
terlaksananya proses pengelolaan risiko di Divisi/ Satuannya. 
5. General Manager/Kepala Unit lnduk adalah : 
a. Membangun risk awareness di lingkungan kerjanya (termasuk unit 
pelaksana di bawahnya) melalui sosialisasi dan penerapan proses 
manajemen Risiko 
b. Bertanggung jawab terhadap penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya 
dengan cara menunjukkan komitmen, memberikan arahan serta 
memastikan terlaksananya proses pengelolaan risiko di unitnya beserta 
penyiapan sumber dayanya. 
6. Direksi Anak Perusahaan adalah : 
a. Menetapkan Pedoman dalam pengendalian Risiko di lingkungan Anak 
Perusahaan, yang juga di samakan dengan kebijakan dan Pedoman 
penerapan manajemen Risiko yang berlaku di Perusahaan, termasuk di 
dalamnya adalah penetapan matriks risiko yang digunakan di Anak 
Perusahaan yang menggambarkan risk appetite Anak Perusahaan dengan 
kategori mengacu pada Pasal I ayal (2) dan ayat (3) Peraturan ini. 
b. Membentuk satuan kerja di bawah Direksi Anak Perusahaan yang bertugas 
sebagai framework owner dalam implementasi Manajemen Risiko di 
lingkungan Anak Perusahaan, dengan fungsi utama mengacu pada angka 2 
c. Menetapkan, mengelola dan memantau risiko-risiko utama (key risks) yang 
dihadapi Anak Perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis Anak 
Perusahaan. 
d. Menciptakan lingkungan internat perusahaan (Anak perusahaan) yang 
kondusif untuk penerapan dan peningkatan risk matuity secara 
berkelanjutan, dan untuk menanamkan budaya manajemen risiko di Anak 
Perusahaan. 
e. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan manajemen 
risiko di Anak Perusahaan. 
7. Pemilik risiko (risk owner) : 
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a. Melakukan pengelolaan risiko pada bidang / cakupan kerjanya secara 
berkelanjutan, termasuk di dalamnya merencanakan dan menindaklanjuti 
mitigasinya 
b. Menandatangani dokumen Kajian Risiko dalam posisinya sebagai inisiator 
atau penanggung jawab atas suatu inisiatif/ kegiatan. 
c. Memantau KRI beserta pelaksanaan dan efektivitas mitigasi risiko, serta 
membuat Laporan sesuai ketentuan / pedoman yang ada. 
d. Mendokumentasikan proses bisnis yang ada di bidang / lingkup 
kewenangannya, permasalahan yang telah terjadi dan risiko yang 
berpotensi terjadi beserta pengendaliannya, serta melakukan control se/f 
assessmen (CSA) secara periodik sesuai ketentuan. 
e. Mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan risiko di 
bidang kerjanya. 
f. Memastikan manajemen risiko dipahami dan diimplementasikan oleh 
satuan/ unit kerjanya101 
PLN menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai 
bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan tujuan 
penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate 
Governance ) seta meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi. PLN 
telah memiliki Divisi Manajemen Risiko sebagai upaya meningkatkan pengelolaan 
risiko secara terus menerus, tepat dan komprehensif. Pengelolaan risiko disertai 
upaya mitigasi risiko yang telah diidentifikasi, sehingga terhindar dari dampak 
negatif yang mungkin timbul dalam mencapai tujuannya.102 
3.Metode Pengelolaan Risiko Pengadaan Barang/ Jasa di  PT.PLN  
Metode pengelolaan risiko perusahaan oleh PLN dilakukan dengan 
menerapkan risk management melalui implementasi Enterprise Risk Management 
(ERM). Pedoman penerapan Manajemen Risiko di lingkungan PLN disusun 
dengan menggunakan acuan utama ISO 31000 : 2009 (International Standard of 
Risk Management). Namun demikian beberapa hal seperti aspek compliance, 
 
101Peraturan Direksi Nomor : 0355 .K/DlR/2014 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko pada Lingkungan PLN, Pasal 6 ayat 2 
102 Peraturan Direksi PT.PLN ( PERSERO) Nomor 0355.K/DIR/2014 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko pada Lingkungan PLN 
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lingkup penerapan,beberapa peristilahan, mengacu pada standar COSO – ERM, 
AS/ NZS dan lain-lain. 
Secara umum ISO 31000 adalah suatu standar implementasi manajemen 
risiko yang diterbitkan oleh International Organization for Standarization. Standar 
ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan untuk semua jenis 
organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik 
terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko. Menurut ISO 
31000 ada 6 proses yang dilakukan dalam mengelola risiko, yaitu:103  
1.Communication and Consultation  
Adanya konsultasi untuk membahas tentang manajemen risiko agar 
memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan manajemen risiko, dan 
memiliki dasar di mana keputusan dibuat dan alasan mengapa tindakan 
tersebut harus dilakukan. 104 
2.Establishing The Context  
Saat membuat konteks untuk proses manajemen risiko, diperlukan 
pertimbangan secara rinci dan jelas khususnya bagaimana hubungan 
dengan lingkup proses manajemen risiko tertentu. 105 
3.Risk Assessment  
Proses – proses dalam Risk Assessment yaitu  
a. Risk Identification  
Pada tahap ini risiko akan digolongkan ke dalam risiko yang dapat terus 
meningkat, risiko yang dapat dicegah, dan risiko yang dapat diatasi 
dengan segera atau risiko tersebut dapat diturunkan tingkat keseriusan 
risiko tersebut.  
b. Risk Analysis  
Pada tahap pengembangan ini perlu dilakukan evaluasi risiko yang akan 
ditangani terlebih dahulu dan yang ditangani sesudahnya, dengan cara 
membuat tabel likelihood dan impact dari semua risiko yang ada.  
c. Risk Evaluation  
 
103 Bureau of Indian Standard. 2011. IS/ISO 31000(2009): Risk Management. 





Pada tahap ini analis risiko akan memprioritaskan risiko mana yang 
harus didahulukan penangannya dan risiko mana yang nantinya bisa 
ditangani. 106 
4.Risk Treatment  
Tahap ini adalah tahap pemilihan apakah risiko dapat diterima atau ditolak, 
apabila risiko diterima, maka ditinjau terlebih lagi penanganan yang lebih 
dalam, sedangkan apabila risiko ditolak, maka akan dipertimbangkan 
apakah akan memunculkan risiko baru. 107 
5.Monitoring and Review  
Kemajuan aktual dalam melaksanakan rencana tindakan untuk risiko 
memberikan ukuran kinerja dan dapat dimasukkan ke dalam manajemen 
kinerja perusahaan, pengukuran dan pelaporan kegiatan internal dan 
external. Pemantauan dan review dapat melibatkan pemeriksaan biasa 
atau pengawasan dari apa yang sudah ada atau bisa periodik108.  
6. Recording the risk management process  
Aktivitas manajemen risiko harus dicatat, sehingga dari catatan tersebut 
dapat dijadikan perbaikan dari risiko – risiko yang ada.109 
Untuk mengelola risiko, Perseroan harus membentuk Divisi Manajemen Risiko 
(Divisi MRO) yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka 
kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan 
risiko, serta memastikan sosialisasi dan implementasi manajemen risiko Risiko 
bertanggung jawab kepada Direktur Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.  
Sedangkan Pengawasan atas Pengelolaan Risiko, dilakukan dengan:110 
a) Melakukan telaah atas analisa risiko yang dilakukan Direksi terutama yang 
terkait dengan permintaan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris 





109 Bureau of Indian Standard. 2011. IS/ISO 31000(2009): Risk Management. 
India : Manak Bhavan 





risiko yang dilakukan telah memadai sesuai ketentuan manajemen risiko di 
lingkungan Perusahaan; 
b) Melakukan telaah atas risiko dengan level tinggi dan ekstrem serta 
mengingatkan atas monitoring terhadap mitigasi yang dilakukan serta 
memberikan sarana dan saran atas risiko yang mungkin belum teridentifikasi. 
Komite Manajemen Risiko, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris 
untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan 
memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris 
terkait pelaksanaan sistem dan kebijakan, evaluasi Manajemen Risiko dan 
pemantauan kesesuaian potensi risiko di Perseroan. 
Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/SK/DK-PLN/2015. Komite Manajemen 
Risiko terdiri dari 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 2 orang 
Komisaris sebagai anggota, dan dua atau lebih anggota dari pihak luar yang 
independen dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan kualifikasi yang 
dibutuhkan. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan 
oleh Dewan Komisaris. Sejak tanggal 8 Agustus 2018 komposisi Komite 
Manajemen Risiko mengalami perubahan, berdasarkan: 
• SK Dewan Komisaris Nomor: 13/SK/DKPLN/ 2018 tanggal 8 Agustus 
2018 tentang Perubahan Penempatan Komisaris Bpk. Aloysius Kiik Ro 
menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan 
Komisaris PT PLN (Persero). 
• SK Dewan Komisaris Nomor: 14/SK/DKPLN/ 2018 tanggal 8 Agustus 
2018 tentang Penetapan Komisaris Bpk. Darmawan Prasodjo sebagai 
anggota Komite Manajemen Risiko pada Dewan Komisaris PT PLN 
(Persero). 
 
4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pengelolaan Risiko 
Persekongkolan Vertikal pada Pengadaan Barang / Jasa di PT.PLN 
(PERSERO) 
Merujuk kepada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-
09/ MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) 
pada BUMN, maka sebagai bentuk komitmen manajemen dalam implementasi 
GCG tersebut, maka PLN menjalankan pengelolaan risiko dengan 
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memperhatikan profil risiko yang akan dihadapi dan berupaya memitigasi 
risiko-risiko tersebut. Untuk maksud tersebut, Perseroan telah meletakkan 
dasar-dasar untuk menerapkan implementasi pengelolaan risiko sesuai 
dengan kaidah best practice. Pada tahun 2011 PT PLN (Persero) 
menggambarkan Profil Risiko Perusahaan terkait pencapaian sasaran RKAP 
yang didasarkan pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko sesuai KEPDIR 
No. 537.K/DIR/2011 yang saat ini telah diperbaharui menjadi PERDIR No. 
0355.K/DIR/2014. 
Lingkup penerapan manajemen risiko pada pengadaan barang / jasa  PLN 
meliputi :111 
1. Pada prinsipnya setiap pemilik risiko di Perusahaan berkewajiban mengelola 
risikonya, dan setiap proses bisnis wajib dikelola risikonya sesuai ketentuan 
Perusahaan. 
2. Manajemen Risiko Perusahaan diterapkan pada 
a. Proses pengambilan keputusan; 
b.Proses perencanaan dan pencapaian sasaran strategis maupun 
operasional Perusahaan; 
c. Segenap proses bisnis Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah proses 
pelaporan, dalam rangka continuous improvement; 
d. Aspek Kepatuhan (Compliance). 
3. Pada prinsipnya Manajemen Risiko diterapkan pada segenap unsur 
organisasi dalam Perusahaan, namun demikian baik pemantauan secara 
korporat dilakukan hanya sampai dengan Unit Induk dan Anak Perusahaan 
maupun risiko tertentu yang secara spesifik akan mempengaruhi 
keberlangsungan usaha Perusahaan. 
4. Dalam pelaksanaannya, Manajemen Risiko yang spesifik pada bidang, 
fungsi, proses bisnis maupun kebutuhan tertentu dapat ditetapkan dalam 
ketentuan tersendiri, namun tetap mengacu pada Peraturan ini, 
diantaranya seperti namun tidak terbatas pada Manajemen Risiko 
Keuangan, Manajemen Risiko Proyek; Manajemen Risiko Teknologi 
lnformasi; Manajemen Risiko Kecurangan (Fraud), Manajemen Risiko 
Kelangsungan Usaha (Business Continuity), dan lmplementasi Pengendalian 
 
111 Ibid, pasal 6 
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lnternal (termasuk di dalamnya pengendalian internal dalam pelaporan 
keuangan /lCoFR). 
Sistem pengendalian internal pengadaan menerapkan konsep 3 Lines of 
Defence  untuk mencegah terjadinya persekongkolan vertikal di dalam PT. PLN. 
Idealnya, organisasi memiliki tiga baris pertahanan, yaitu:112 
a. Manajemen 
b. Manajemen Risiko 
c. Audit Internal 
 
Gambar 1 Konsep 3Lines of Defence 
 
First Line   Second Line  
 
 
Manajemen atau Penguna dan Direktorat yang menangani pengadaan 
bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan dan memelihara  kontrol 
terhadap risiko, termasuk risiko yang terjadi pada pengadaan. Keputusan Direksi 
PT.PLN Nomor 305.K/DIR/2010 yang masih menganut model kepanitiaan belum 
memberikan pedoman yang jelas siapa bussines process owner dan juga risk 
owner  dari suatu pengadaan, oleh karena itu perlu adanya good practice untuk 
memberikan pedoman bahwa seharusnya pengadaan  di wakili oleh Pengguna 
Barang/ Jasa dan dilayani oleh suatu Direktorat yang menangani pengadaan.113 
Divisi Manajemen Risiko, sebagai ahli dalam risiko dan pengendalian, 
bertanggung jawab untuk mengembangkan Enterprise Risk Management (ERM). 
Divisi ini juga bertanggung jawab untuk mendukung manajemen dalam 
menerapkan ERM, termasuk dalam manajemen risiko dalam pengadaan. Peran 
Manajemen Risiko lebih bersifat mendorong terselenggaranya manajemen risiko 
yang lebih baik di fungsi Pengguna Barang /Jasa maupun Direktorat yang 
menangani pengadaan, diantaranya dengan adanya unit Kepatuhan Internal 
 
112 Pedoman Pengadan Barang dan Jasa.Pdf hal 50 














yang menangani aspek kepatuhan pelaksanaan pengadaan oleh Pengguna 
Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan.114 
Sedangkan Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab untuk 
secara independen meninjau proses ERM, dan membuat rekomendasi untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses ERM. Untuk itu, SPI perlu lebih 
mendorong Manajemen untuk mempunyai sistem pengendalian internal, 
termasuk manajemen risiko yang lebih baik. Audit yang dilakukan lebih bersifat 
mendorong perbaikan sistem pengadaan yang lebih baik di PLN. SPI dapat 
melakukan Audit sesuai ketentuan  yang berlaku di PT PLN (Persero) sesuai 
Pedoman Audit yang berlaku.115 
Risiko memang tidak dapat dihindari dalam pengadaan dan kebutuhan 
untuk mengelola risiko secara proporsional berbanding lurus dengan 
kompleksitas, nilai dan pentingnya bagi PLN. Untuk risiko tinggi atau pengadaan 
bernilai tinggi, manajemen risiko merupakan salah satu faktor kunci 
keberhasilan. Risiko Pengadaan dapat berasal dari organisasi itu sendiri,dari 
pemasok,dari hubungan kontraktual atau dari faktor eksternal, dan dapat 
berhubungan dengan aspek teknis, aspek komersial, atau aspek administratif 
yang harus dimitigasi dalam suatu proses pengadaan.116 Namun, penulis hanya 
akan membahas mengenai salah satu risiko yaitu risiko yang berasal dari 
organisasi itu sendiri, yaitu di lingkungan PLN. Risiko yang muncul  adalah 
persekongkolan vertikal di dalam perusahaan PLN. Pengertian persekongkolan 
secara umum di jelaskan dalam pasal 1 angka 8 Undang- Undang No 5 tahun 
1999 yaitu:117 
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk 
menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang 
bersekongkol” 
Selain pasal di atas, persekongkolan juga di jelaskan lebih lanjut dalam 
pasal 22 Undang- Undang No 5 tahun 1999 yaitu:118 
 
114 Ibid,Hal 50 
115 Ibid,Hal 50 
116 Ibid, Hal 51 
117 Undang- undang No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 8 
118 Undang-undang No.5 tahun 1999 pasal 22 
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“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan 
atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat.” 
Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan 
maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum 
dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau 
memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak 
melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut 
dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender 
tertentu.119 Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu 
persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan 
persekongkolan vertikal dan horizontal. Namun penulis hanya akan membahas 
mengenai persekongkolan vertikal yang berhubungan langsung dengan internal 
perusahaan PLN yaitu panitia tender. Secara umum persekongkolan vertikal 
adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku 
usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang 
atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.  
Persekongkolan dalam dunia usaha khususnya di lingkungan PLN 
dikategorikan sebagai perbuatan curang yang dapat merugikan perusahaan. 
Pengaturan mengenai perbuatan curang di lingkungan PLN ini di atur dalam 
Peraturan Direksi Nomor 10.21.P/DIR/2019 tentang kebijakan anti fraud di 
lingkungan PLN. Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk meningkatkan 
integritas dan penguatan sistem pengendalian internal PT.PLN (PERSERO) serta 
mencegah terjadinya fraud terutama pada pengadaan. Pengertian Fraud secara 
umum  dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Direksi Nomor 
10.21.P/DIR/2019  yaitu:120 
 “Fraud adalah segala tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan yang 
dapat merugikan perusahaan dan/ atau pihak lain di lingkungan PLN.” 
Jenis Fraud yang di jelaskan oleh PLN meliputi :121 
 
119 https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/tender.pdf 
120 Peraturan Direksi Nomor 10.21.P/DIR/2019 tentang kebijakan anti fraud di 
lingkungan PLN pasal 1 angka  2 
121 Peraturan Direksi Nomor 10.21.P/DIR/2019 tentang kebijakan anti fraud di 
lingkungan PLN pasal 6 ayat (1) 
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a. Korupsi (corruption) , termasuk namun tidak terbatas pada konflik 
kepentingan  (conflict of interest), Penyuapan (bribery), gratifikasi ilegal 
(illegal gratuitues), pemerasan ekonomi ( economic extortion) 
b. Penyalahgunaan Aset (asset missapropriation), termasuk namun tidak 
terbatas pada kas ( cash) , persediaan dan aset lainnya (inventory and all 
other assets). 
c. Manipulasi Laporan( Frauulent statement) , termasuk namun tidak terbats 
pada keuangan (finansial) , non keuangan (non financial). 
Tindakan yang termasuk dalam Fraud merupakan tindakan yang dilakukan 
dengan sengaja untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Perusahaan, 
meliputi:122 
a. Penyimpangan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku, dan/atau 
b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang di berikan 
perusahaan 
Tujuan tindakan Fraud , yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 
merugikan Perusahaan dan/ atau pihak lain, meliputi :123 
a. Menandapat keuntungan finansial; 
b. Menghindari pembayaran atau kerugian; dan 
c. Mengamankan keuntungan pribadi dan/ atau pihak lain. 
Untuk pengendalian tindakan di atas, maka PLN melaksanakan kebijakan 
Anti Fraud yang dilaksanakan dengan 4 tahapan aktivitas pengendalian sebagai 
berikut :124 
a. Pemetaan Risiko Fraud ( assesment) 
b. Pencegahan Fraud ( Prevention); 
c. Pendeteksian Fraud (Detection); dan 
d. Respon terhadap kejadian Fraud ( Ressponse). 
PLN dalam  pemetaan risiko Fraud melakukan secara komprehensif dan 
berkala terhadap kondisi dan lingkungan bisnis baik dari sisi internal maupun 
eksternal Perusahaan  yang dapat menghalangi Perusahaan dalam mencapai 
tujuan organisasi, serta sebagai acuan bagi Perusahaan untuk memahami 
 
122Ibid. Pasal 6 ayat (2) 
123 Ibid. Pasal 6 ayat (3) 
124 Ibid, Pasal 7 
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bagaimana mengelola risiko Fraud yang teridentifikasi. Pemetaan risiko fraud 
dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut :125 
a. Persiapan, yaitu seluruh BPO bertanggung jawab melakukan penilaian risiko 
dari setiap aktivitas proses bisnisnya dengan melakukan pemahaman 
mengenai risiko, skema, dan dampak serta potensi konsekuensi hukum atas 
praktik Fraud, termasuk parameter penilaian risiko, serta pengawasan 
pelaksanaan penilaian risiko Fraud. 
b. Identifikasi Risiko, yaitu seluruh BPO mengidentifikasi kemungkinan risiko 
Fraud baik dari sisi internal maupun eksternal pada proses bisnis yang rentan 
terhadap praktik risiko Fraud, dengan mengidentifikasi skema- skema praktik 
Fraud yang mungkin terjadi secara jelas dan komprehensif, termasuk 
identifikasi risiko Fraud 
c. Penilaian kemungkinan dan dampak, yaitu seluruh BPO melaksanakan 
penilaian kemungkinan dan dampak atas setiap skema risiko Fraud yang 
teridentifikasi. 
d. Penyusunan kontrol Mitigasi,yaitu Perusahaan memetakan dan mengevaluasi 
pengendalian anti Fraud  yang telah dimiliki (control eksisting) sebagai bagian 
mitigasi/ rencana penanganan, termasuk melakukan perbaikan sistem 
pengendalian internal yang dibutuhkan serta unit kerja dan personil yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan mitigasi tersebut. 
5.Penerapan Good Corporate Governance oleh PLN dalam pengendalian 
risiko persekongkolan vertikal pada pengadaan barang dan jasa. 
Dalam good procurement practice untuk mengurangi risiko penyimpangan 
dalam pengadaan barang atau jasa diterapkan beberapa aspek, yaitu:126 
a.Transparansi dan Kompetisi, 
b.Profesionalisme,dan 
c.Akuntabilitas/Pengendalian. 
Secara prinsip pengadaan harus dilakukan dengan transparan ,untuk 
memaksimalkan kompetisi dari Penyedia dalam pasar yang ada. Portal e-
procurement PLN dapat berfungsi untuk mengoptimalkan hal ini. Dengan 
penerapan asas transparansi, maka peluang untuk menyembunyikan informasi 
 
125 Peraturan Direksi Nomor 10.21.P/DIR/2019 tentang kebijakan anti fraud di 
lingkungan PLN pasal 8 ayat 2 
126 Pedoman Pengadaan barang dan Jasa PLN. Pdf  hal. 51 
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yang ada dapat diminimalkan. Secara umum, pengumuman undangan 
pemasukan kualifikasi ,undangan pemasukan penawaran, pengumuman 
pemenang, dan sebagainya, perlu diinformasikan/ dimuat di portal e-
procurement PLN. Dengan proses yang menggunakan DPT, calon Penyedia 
sudah dinilai kualifikasinya, termasuk dilakukan duediligence untuk kemampuan 
teknis, maka dapat dikompetisikan penawaran mereka dan diharapkan PLN dapat 
berbisnis dengan para Penyedia yang kompeten dan kredibel, dimana para 
Penyedia yang setara ini dikompetisikan untuk mendapatkan value for money 
bagi PLN.127 
Tujuan dari sarana elektronik ini dalam pengadaan barang/jasa PLN 
diantaranya adalah:128 
a. Untuk lebih meningkatkan integrasi antar unit, sistem, dan database yang ada 
di PLN, dengan mengoptimalkan pemanfaatan, peningkatan, dan interkoneksi 
antara sarana yang sudah ada, diantaranya portal E-procurement PLN, modul 
material management di SAP, Maximo (sistem material manajemen), database 
Penyedia yang saat ini ada, sistem pembayaran secara elektronik. 
b. Untuk lebih meningkatkan transparansi, kecepatan, efisiensi waktu dan biaya, 
akuntabilitas, proses pengadaan barang/jasa PLN. 
c. Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, dan mengoptimalkan 
pemanfaatan material di gudang (baik material fast moving maupun material 
slow moving). 
d. Untuk mengoptimalkan pengelolaan database kinerja Penyedia, dalam bentuk 
DPT. 
 Aspek profesionalisme terkait erat dengan peran profesi pengadaan yang 
mampu melaksanakan proses pengadaan yang efisien, efektif, kompetitif, 
transparan, adil dan wajar, serta akuntabel, melalui peran strategis ,taktis, 
maupun operasional, serta implementasi kategori pengadaan sesuai Supply 
Positioning Matrix. Profesionalisasi pengadaan dilakukan dan dipimpin oleh suatu 
Direktorat yang menangani pengadaan untuk keseluruhan portfolio pengadaan 
PLN. Profesionalisasi pengadaan dilakukan dengan memperkaya pengetahuan 
dan keterampilan para pejabat pengadaan dalam menguasai tiga peran: 129 
 
127 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PLN. Pdf hal 51 
128 Ibid, hal  28 
129 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PLN . hal. 8-9 
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1) Peran Strategis 
 a. Market focused supply solutions, Supply market research, Industry 
analysis  merupakan keterampilan utama dari para pejabat pengadaan 
di PLN, yaitu melakukan Riset Pasar untuk memahami pasar, dan 
mendesain solusi pengadaan yang VfM sesuai kondisi pasar dan 
kebutuhan PLN, dengan tetap menjaga momentum bisnis. 
 b. Sourcing policy : Strategic Partnership, Open Book System, Single 
Sourcing, dan Supply Base Development   merupakan keterampilan 
bagaimana mengaplikasikan sourcing policy yang sesuai dengan Riset 
Pasar dan kebutuhan PLN, seperti penerapan kemitraan strategis dalam 
pembangunan suatu pembangkit dengan kontraktor EPC, menawarkan 
kemitraan strategis dengan metode open book kepada pabrikan dalam 
negeri untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan adil bagi PLN 
maupun Penyedia. Kemudian juga bagaimana melakukan Penunjukan 
Langsung dalam hal single sourcing parts Original Equipment 
Manufacturer (OEM), dengan tetap menjaga prinsip pengadaan. Juga 
bagaimana PLN dapat mendorong tumbuhnya pasar Penyedia dalam 
negeri yang kompeten dan beretika baik.  
c. Product development : Reverse/Re-Engineering, purchase of intellectual 
property  hal ini terkait bagaimana PLN memilih untuk membuat sendiri 
suatu parts yang sudah lepas dari kewajiban tertentu, dibandingkan 
dengan tetap membeli dari OEM. Hal ini akan menumbuhkan pasar 
Penyedia bagi PLN, karena menumbuhkan kemampuan internal maupun 
eksternal workshop dalam negeri non OEM, yang nantinya akan 
memberikan security of supply kebutuhan PLN.  
d. Cost reduction activity - value engineering : hal ini terkait bagaimana 
pelaksana pengadaan mampu untuk mengidentifikasi kegiatan bernilai 
tambah dan tidak bernilai tambah, supaya dapat fokus pada kegiatan 
bernilai tambah. Misalnya adalah bagaimana proses perencanaan yang 
lebih efisien dan mempertimbangkan aspek hijau/lingkungan, 
bagaimana mengurangi beban administrasi pengadaan dan manajemen 
perjanjian/kontrak, bagaimana mengenali perusahaan/mitra kerja yang 
tidak bernilai tambah, dan sebagainya.  
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e. Aggregating demands : ini terkait dengan bagaimana mendapatkan 
leverage atau skala ekonomis dari berbagai kebutuhan PLN yang dapat 
dikonsolidasikan. Selain akan mendapatkan harga lebih murah, dapat 
mengurangi beban administrasi dan mempermudah pekerjaan bagi para 
pelaksana operasional di Unit Induk, karena 9 secara umum Unit hanya 
tinggal mengeluarkan Purchase Order (PO) untuk kebutuhan Unit. 
 f. Procurement Ethics : bagaimana para pejabat pengadaan dapat 
mematuhi dan menjunjung tinggi etika pengadaan dan kode perilaku 
PLN sesuai profesionalisme para pejabat pengadaan. 
 2) Peran Taktis 
 a.Human resources planning; Training : hal ini terkait dengan bagaimana 
para pelaksana pengadaan PLN selalu mendapatkan pengetahuan paling 
mutakhir dalam hal pengadaan, terutama yang bersifat international 
good procurement practice, sehingga secara umum dapat menjadikan 
tujuan pengadaan di PLN adalah PLN manages the market, not 
managed by the market. 
 b. Negotiation : Negosiasi merupakan salah satu cara untuk lebih 
mendapatkan VfM dari setiap proses pengadaan, karena itu para 
pelaksana pengadaan di PLN perlu memahami teknik negosiasi yang 
baik, dan tetap menjaga aspek tata kelola perusahaan yang baik. 
 c. Interface management - internal and external customers : profesi 
pengadaan merupakan interface antara konsumen internal di PLN 
(Pengguna dan Manajemen) dengan konsumen di luar PLN (Penyedia). 
Kedua pihak tersebut merupakan klien dari pelaksana pengadaan. 
 d. Inventory management & planning; integrating database : hal ini terkait 
dengan bagaimana pelaksana pengadaan dapat mengoptimalkan 
pengadaan dengan memadukan berbagai database untuk 
mengoptimalkan inventory.  
e. Contract management : hal ini terkait dengan bagaimana para pejabat 
pengadaan dapat mendesain bentuk dan isi perjanjian/kontrak yang 
sesuai dengan posisi perusahaan dalam pasar supply, dengan 
memberikan reward maupun punishment yang adil dan memadai bagi 
Penyedia, dan memperhatikan prinsip pengelolaan risiko bagi PLN.  
3) Peran Operasional  
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a. Placing and Purchasing orders : hal ini terkait dengan bagaimana 
pelaksana pengadaan mempunyai peran sebagai pihak yang 
bertanggung jawab dalam menerima kebutuhan internal PLN dan 
memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli ke pasar. 
 b. Invoice clearance : hal ini terkait dengan bagaimana pelaksana 
pengadaan membantu proses pencairan tagihan sehingga hubungan 
Penyedia dan PLN dapat berlangsung dengan baik.  
c. Record maintenance : hal ini terkait dengan bagaimana pencatatan yang 
baik dilakukan dalam database yang terintegrasi untuk kemudahan 
operasional pengadaan. 
 d. Enquiries and quotes : hal ini terkait dengan bagaimana proses riset 
pasar dapat dilakukan dengan baik, termasuk dalam hal permintaan atas 
kuotasi (penawaran) harga dan spesifikasi.  
Pengendalian Risiko Dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang yang 
jelas, maka manajemen risiko dapat diperkuat, antara lain dengan cara sebagai 
berikut: 130 
a. Kejelasan dari business process owner dari tiap tahap pengadaan yang 
melibatkan pejabat struktural yang terkait, baik dari sisi Pengguna 
maupun Pejabat (Perencana/Pelaksana) Pengadaan, maka risk owner 
dapat diidentifikasi dan terdapat check and balance diantara pejabat 
struktural yang terlibat, selain itu terdapat juga kajian berjenjang oleh 
atasan.  
b. Penetapan strategi umum pengadaan dan perjanjian/kontrak untuk 
seluruh kebutuhan pengadaan PLN, ditetapkan tiap tahun, yang 
didahului dengan Riset Pasar dan penilaian atas kinerja pengadaan 
sebelumnya dan evaluasi atas kinerja Penyedia yang ada, 
 c. Adanya Value for Money Committee untuk menilai kecukupan strategi 
umum tersebut, serta menilai kecukupan value for money dari 
pengadaan yang dianggap signifikan  (sesuai batas kewenangan di 
PLN). 
Selain hal di atas yang termasuk ke dalam profesionalisasi ini adalah 
penerapan Kode Perilaku yang ketat bagi seluruh insan PLN, tidak hanya untuk 
 
130 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PLN.Pdf hal.10 
69 
 
staf dari Direktorat yang menangani pengadaan,tetapi semua pihak di PLN,dalam 
kaitan dengan program PLN BERSIH.  
Aspek Akuntabilitas &  Pengendalian adalah bagaimana struktur organisasi 
dan pembagian tugas memperjelas siapa pemilik business process, siapa risk 
owner, pembagian peran,tugas dan tanggung jawab antara Direktorat yang 
menangani pengadaan dan pejabat struktural di dalamnya, maupun Pengguna 
Barang/Jasa dan Wakil Pengguna Barang/Jasa, serta peran Value for Money 
Committee, disamping peran Divisi Manajemen Risiko dan SPI . Dengan 
kejelasan peran tersebut, maka aspek pengendalian akan lebih mudah 
dilaksanakan. 
Salah satu aspek pengendalian yang perlu dilakukan, terutama untuk 
pengadaan di Unit Induk, adalah adanya fungsi kepatuhan internal di Divisi 
Manajemen Risiko. Fungsi ini bertugas melakukan upaya preventif dan represif 
untuk memastikan sistem dan praktik pengadaan,serta tata kelola, dilakukan 
secara profesional, sebelum ditangani SPI. Pengendalian lainnya dapat dilakukan 
dengan implementasi konsep Probity Adviser dan Audit dalam proses pengadaan 
yang berpotensi menimbulkan kerugian kredibilitas bagi PLN. Sistem 
Pengendalian Internal ini di atur dalam pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan 
Usaha Milik Negara Nomor : Per-01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik 
Negara yang menyatakan bahwa :  
(1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif 
untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. 
(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara 
lain mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan 
dengan disiplin dan terstruktur, terdiri dari: 
a) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan; 
b) filosofi dan gaya manajemen; 
c) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan 
dan tanggung jawabnya; 
d) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan 
e) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 
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b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu 
suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan 
risiko yang relevan. 
c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 
suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap 
tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai 
kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi (pemulihan), penilaian atas 
prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset 
perusahaan. 
d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan 
mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN. 
e. monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian 
intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam 
struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. 
Sedangkan untuk pengawasan intern di jelaskan pada pasal 28 Peraturan 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01 /Mbu/2011 Tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) 
Pada Badan Usaha Milik Negara, yaitu : 
(1)Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. 
(2)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan,    
dengan: 
a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan 
b. membuat Piagam Pengawasan Intern.  
(3)Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur 
Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan 
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 
(4)Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 
a. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen 
risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; 
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b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang 
keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan 
kegiatan lainnya; 
(5)Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern 
secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 
(6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di 
perusahaan. 
Sebagai bagian dari komitmen good governance, PLN memelihara sistem 
pengendalian internal yang sehat, termasuk dalam hal proses Pengadaan 
Barang/Jasa. Internal Control (IC) merupakan suatu teknik pengawasan yaitu 
pengawasan keseluruhan dari kegiatan operasi perusahaan, baik mengenai 
organisasinya maupun sistem atau cara-cara yang digunakan untuk menjalankan 
perusahaan dan juga alat-alat yang digunakan perusahaan. Tujuan internal 
control harus dipandang dari orang yang melaksanakan internal control tersebut. 
Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga para pegawai dapat 
merasakan sendiri dan yakin bahwa internal control dapat mengurangi kesulitan 
operasi dan melindungi perusahaan. Internal control harus selalu dimonitor dan 
dievaluasi agar manfaatnya senantiasa dapat dipertanggungjawabkan. 
Menurut COSO (Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission), sistem pengendalian adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 
badan pengawas organisasi,manajemen,dan pegawai lainnya yang dirancang 
untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam 
beberapa kategori yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, kategori keandalan 
laporan keuangan dan kategori ketaatan dan kepatuhan pada hukum. 
Tujuan perancangan dan pelaksanaan internal control menurut Arens, Elder 
& Beasley  adalah melakukan efisiensi dan efektivitas dari operasional, menjamin 
keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 
yang berlaku. Pengendalian yang dilakukan harus dapat mencegah pemborosan 
atau kegiatan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha perusahaan serta 
mengamankan aktiva dan catatan akuntansi. Manajemen bertanggung jawab 
dalam menyiapkan laporan keuangan. Dengan demikian manajemen mempunyai 
kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah 
disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. 
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Berdasarkan evaluasi, Internal Control perusahaan telah sesuai dengan 
kriteria COSO kecuali untuk aktivitas pengendalian. Hasil evaluasi dibagi dalam 
beberapa kriteria. 
 Dalam kriteria 1: 
Lingkungan pengendalian, internal control yang diterapkan perusahaan telah 
sesuai dengan kriteria COSO bahwa setiap perusahaan diharapkan mampu untuk 
merancang struktur organisasi yang baik, memberikan pekerjaan kepada 
karyawan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya, sehingga para 
karyawan memahami tugas dan wewenangnya. Pemimpin perusahaan 
diharapkan untuk mampu menerapkan kode etik di perusahaan dan berusaha 
untuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan, agar karyawan dapat 
memahami visi dan misi perusahaan, dan melaksanakan tugasnya dengan 
tanggung jawab. 
Dalam kriteria 2 
Penilaian risiko, internal control yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan 
kriteria COSO bahwa tim manajemen risiko harus merancang sistem informasi 
dan pengendalian yang dapat mengurangi risiko. Jika manajemen mampu 
merancang dan mengimplementasikan pengendalian tersebut dengan baik, maka 
akan banyak risiko yang dapat dicegah. 
Dalam kriteria 3 
Informasi dan komunikasi, internal control yang diterapkan perusahaan telah 
sesuai dengan kriteria COSO bahwa komunikasi berfungsi untuk memastikan 
bahwa setiap karyawan yang terlibat di kegiatan bisnis tersebut mampu 
memahami kegiatannya berhubungan dengan orang di dalam maupun di luar 
perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki dokumen/informasi yang lengkap 
dan valid mengenai kegiatan bisnisnya dan harus menyampaikan informasi 
tersebut dengan melaksanakan komunikasi yang baik. Sehingga dapat diperoleh 
rincian yang mencukupi dari semua transaksi untuk memungkinkan penyajian 
yang tepat di laporan keuangan dan pengungkapan yang diperlukan. 
Dalam kriteria 4:  
Aktivitas pengendalian, internal control yang diterapkan perusahaan belum 
seluruhnya sesuai dengan kriteria COSO yang menetapkan bahwa dalam aktivitas 
pengendalian, perusahaan dapat melaksanakannya dengan cara pemisahan 
tugas, yaitu memastikan bahwa setiap karyawan tidak melakukan tugas yang 
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tidak seimbang yang dapat mengakibatkan karyawan tersebut melakukan 
kekeliruan. Pengendalian juga dilakukan dalam penggunaan akses data dan 
pemrosesan informasi, yaitu kelengkapan, otorisasi, dan akurasi transaksi. 
Untuk penerapan Good Corporate Governance pada proses pengadaan 
barang dan jasa secara singkat pada PLN yaitu: 
a. Unsur Transparency dapat dilihat pada aplikasi pengadaan barang atau 
jasa yang mana memberikan informasi pengumuman rencana pengadaan 
barang/jasa kepada siapa pun termasuk kepada seluruh external user 
untuk mendapatkan perlakuan (informasi pengadaan barang/jasa, 
pengumuman hasil pengadaan barang/jasa) yang sama. Dalam pengadaan 
barang/ jasa pada PLN, pengumuman pengadaan dilakukan melalui sistem 
E-Procurement ataupun melalui pengumuman yang ditempatkan pada 
papan pengumuman pengadaan PLN. 
b. Unsur Accountability dapat dilihat pada saat adanya proses pengadaan, 
dalam melakukan tender/lelang untuk mendapatkan harga yang terbaik 
Pejabat Pelaksana pengadaan melakukan negosiasi terhadap penyedia 
barang/jasa agar harga dapat disesuaikan dengan kualitas dari barang/jasa 
tersebut dan harga berada di bawah Harga Perkiraan Satuan (HPS). 
Kemudian proses pengadaan tersebut telah dipastikan sesuai dengan 
metode pengadaan barang/ jasa yang ada dalam SOP (Standar Operating 
Procedure) dan kebijakan perusahaan. SOP ialah sekumpulan manual 
pekerjaan yang mencerminkan langkah – langkah aktivitas, arus data dan 
personil yang mengerjakannya dalam suatu organisasi. 
c. Unsur Responsibility dapat dilihat pada adanya pelatihan E-procurement. 
Seleksi berdasarkan E-procurement pada PLN  dengan persyaratan terukur 
mampu mengurangi kontak langsung antara pengguna, penyedia serta 
Pejabat Pelaksana Pengadaan dan hasil dari pelaksanaan pengadaan 
melalui E-Procurement dapat dipertanggungjawabkan. 
d. Unsur Fairness dapat dilihat dalam membangun kerjasama dengan para 
penyedia barang/jasa, menyeleksi setiap kualifikasi sesuai persyaratan 
tanpa intervensi pihak ketiga sehingga dapat menjamin peluang yang sama 
kepada para penyedia barang/jasa untuk memenangkan lelang. 
e. Unsur Independency yaitu tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam 
menentukan pemenang penyedia barang serta jasa asalkan sudah sesuai 
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dengan peraturan PLN yaitu sesuai dengan SK Direksi No. 620/2013, 
membuka kesempatan yang sama pada semua calon penyedia barang 
serta jasa untuk mengajukan penawaran tanpa adanya metode pemilihan 
langsung, dikarenakan metode pengadaan pemilihan langsung sudah tidak 
berlaku lagi di PLN. 
Sedangkan untuk mengurangi risiko penyimpangan oleh pihak internal atau 
panitia pengadaan PLN, PLN menerapkan 3 prinsip utama  yaitu:131 
a.Transparansi dan Kompetisi, 
b.Profesionalisme,dan 
c.Akuntabilitas/Pengendalian. 
Secara prinsip pengadaan harus dilakukan dengan transparan ,untuk 
memaksimalkan kompetisi dari Penyedia dalam pasar yang ada. Portal e-
procurement PLN dapat berfungsi untuk mengoptimalkan hal ini. Dengan 
penerapan asas transparansi, maka peluang untuk menyembunyikan informasi 
yang ada dapat diminimalkan. Aspek profesionalisme terkait erat dengan peran 
profesi pengadaan yang mampu melaksanakan proses pengadaan yang efisien, 
efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel, melalui peran 
strategis ,taktis, maupun operasional, serta implementasi kategori pengadaan 
sesuai Supply Positioning Matrix. Profesionalisasi pengadaan dilakukan dan 
dipimpin oleh suatu Direktorat yang menangani pengadaan untuk keseluruhan 
portfolio pengadaan PLN. Profesionalisasi pengadaan dilakukan dengan 
memperkaya pengetahuan dan keterampilan para pejabat pengadaan. Aspek 
Akuntabilitas &  Pengendalian adalah bagaimana struktur organisasi dan 
pembagian tugas memperjelas siapa pemilik business process, siapa risk owner, 
pembagian peran,tugas dan tanggung jawab antara Direktorat yang menangani 
pengadaan dan pejabat struktural di dalamnya, maupun Pengguna Barang/Jasa 
dan Wakil Pengguna Barang/Jasa, serta peran Value for Money Committee, 
disamping peran Divisi Manajemen Risiko dan SPI. 
 
 
131 Pedoman Pengadaan barang dan Jasa PLN. Pdf  hal. 51 
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B. Upaya PLN Mencegah Terjadinya Persekongkolan Secara Vertikal 
Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Berdasar pada tata kelola 
perusahaan yang baik 
Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal antara pendiri dan atau 
pemegang saham dalam pendiriannya harus memenuhi ketentuan hukum 
perjanjian yang diatur dalam buku ketiga mengenai perikatan (verbentinisen) 
Kitab Undang- Undang hukum Perdata khususnya bab kedua, bagian ke satu 
tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313- 1319), bagian kedua tentang 
syarat- syarat syahnya perjanjian ( Pasal 1320-1337), dan bagian ketiga tentang 
akibat perjanjian ( Pasal 1338-1341). Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) 
Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar 
perjanjian untuk pendirian perseroan sah berdasar Undang- Undang.  
Sumber hukum perusahaan di Indonesia diatur dalam KUHD, Peraturan 
perundang undangan yang berkaitan, Kebiasaan, dan Yurisprudensi. Adapun 
sumber utama hukum perusahaan adalah KUHD. Hukum dagang adalah hukum 
perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum dagang yang 
diatur dalam KUHD dan peraturan-peraturan lain di luar kodifikasi. Selain KUHD 
yang juga menjadi sumber hukum perusahaan adalah KUHPdt. KUHPdt 
merupakan hukum perdata merupakan hukum perdata umum, KUHD merupakan 
hukum perdata khusus.132 KUHD disebut sebagai hukum perdata khusus karena 
mengatur mengenai masalah mengenai niaga atau kegiatan perdagangan yang 
bertalian dengan KUHPdt.  
Hubungan antara kedua kodifikasi peraturan ini seperti genus (umum) dan 
specialis (khusus). Mengenai hubungan ini berkaitan dengan adagium Lex 
Specialis Derogat Legi Generalis yang dapat diartikan hukum atau peraturan 
yang lebih khusus mengenyampingkan hukum atau peraturan yang lebih umum. 
Adagium di atas dirumuskan dalam Pasal 1 KUHD yang berbunyi: 
 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam 
kitab  ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga 
terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini”.  
 
132 Janus Sidabalok, 2012, Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan 
Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia), Nuansa Aulia, 
Bandung, (selanjutnya disingkat Janus Sidabalok I), hal. 88 
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Setelah itu ada Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 yang secara 
khusus mengatur mengenai Perseroan Terbatas. PT.PLN yang merupakan badan 
usaha milik negara tunduk pada peraturan yang lebih khusus yaitu Peraturan 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09 /MBU/2012 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (good 
corporate governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Meskipun dengan 
adanya aturan-aturan seperti tersebut di atas dalam praktik bisnis, kebiasaan 
biasanya dijadikan sumber hukum yang diikuti oleh para pengusaha. Dalam 
Undang-Undang tidak semua hal mengenai perusahaan diatur secara lengkap. 
Jika tidak ada pengaturannya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pengusaha 
mengenai perbuatan perusahaan tertentu diikuti guna mencapai tujuan yang 
telah disepakati. Atas hal tersebut, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut bagi 
perusahaan, yaitu peraturan perusahaan. 
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan atau jasa 
baik dalam lingkup nasional maupun internasional, dalam menjalankan 
manajemen dan operasional perusahaan akan membutuhkan suatu peraturan 
perusahaan yang diberlakukan dan dipatuhi oleh seluruh karyawan. Tujuan dari 
pemberlakuan peraturan perusahaan ini adalah untuk menjalankan perusahaan 
secara teratur dan sesuai dengan peraturan perundang- Undangan yang berlaku.  
Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan, diatur pada Pasal 
4 UUPT 2007, yang berbunyi: 
“Terhadap ketentuan perseroan berlaku Undang- Undang ini, anggaran dasar 
perseroan, dan ketentuan peraturan perundang- Undangan.” 133 
Selanjutnya penjelasan pasal 4 tersebut menyatakan bahwa selain dari 
UUPT 2007, AD dan ketentuan peraturan perundang-undangna lain yang tidak 
mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas “itikad baik” atau 
asas “kepatutan” . dan prinsip “tata kelola Perseroan yang baik” ( good corporate 
governance) dalam menjalankan perseroan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
ketentuan peraturan perundang- Undangan lainnya, meliputi semua peraturan 
 




perundang undangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan, termasuk 
peraturan pelaksananya.134  
Berdasarkan penjelasan pasal 4 selain peraturan perundang-undangan, 
Perseroan harus menaati asas- asas hukum yang terdiri atas: 
a. Asas itikad baik (te goeder trouw,good faith, bonafide) 
b. Asas kepantasan (behoorlijk,proper) 
c. Asas Kepatutan ( redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness) 
d. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)135 
Pengertian lebih lanjut mengenai peraturan yang berlaku bagi perusahaan 
adalah peraturan peraturan perusahaan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 20 
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : 
“Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 
pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.136 
Peraturan perusahaan dilakukan dengan memperhatikan saran dan 
pertimbangan dari wakil pekerja/ buruh di perusahaan yang bersangkutan. 
Peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan 
kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, 
memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas 
dan kewajiban masing- masing, menciptakan hubungan kerja yang tertib dan 
harmonis, aman dan dinamis, serta memajukan dan menjamin kelangsungan 
perusahaan.  
  Berdasarkan pasal 111 Undang- Undang No.13 tahun 2003 menjelaskan 
bahwa dalam peraturan perusahaan sekurang kurangnya harus memuat 5 hal 
yaitu 
1. Hak dan kewajiban pengusaha 
2. Hak dan kewajiban pekerja/ buruh 
3. Syarat kerja 
4. Tata tertib perusahaan, dan 
5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan137  
 
134 ibid. hlm 84 
135 Ibid  hlm 85 
136 Undang-undang No.13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan 
137 pasal 111 Undang- undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
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Sebuah peraturan perusahaan baru dikatakan sah dan mengikat 
Perusahaan dan karyawan apabila telah mendapatkan pengesahan dari Menteri 
Ketenagakerjaan  dan Transmigrasi. Pengesahan itu dilakukan oleh pejabat yang 
ditunjuk, yaitu kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan Kabupaten atau kota ( untuk perusahaan yang terdapat dalam 
satu kabupaten/ kota) dan kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan tingkat provinsi ( untuk perusahaan yang terdapat lebih dari 
satu wilayah Kabupaten/ kota). Kewajiban membuat peraturan perusahaan 
berlaku terhadap perusahaan yang memiliki jumlah paling sedikit  10  orang 
karyawan. Kewajiban itu tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki 
perjanjian kerja bersama (PKB), yaitu perjanjian antara serikat pekerja dan 
perusahaan yang di dalamnya mengatur syarat- syarat kerja, serta hak dan 
kewajiban kedua blah pihak. 
Selain mengatur syarat-  syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan 
perundang- Undangan, peraturan perusahaan juga harus lebih  lanjut merinci 
ketentuan- ketentuan umum dalam peraturan perundang undangan 
ketenagakerjaan. Dalam hal peraturan perusahaan harus menegaskan kembali  
dengan ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundang- Undangan yang 
berlaku. Peraturan perusahaan yang berlaku akan berlaku bagi seluruh karyawan 
perusahaan. Jika perusahaan memiliki cabang maka selain peraturan perusahaan 
induk juga akan berlaku bagi cabang perusahaan . Peraturan tersebut dibuat 
oleh perusahaan sebagai badan hukum. 
Pada sebuah perusahaan, karyawan memungkinkan untuk melakukan 
suatu pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Supaya suatu 
pelanggaran tidak terus berulang maka  diperlukan suatu  peraturan yang dapat 
mencegah dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Pencegahan dan 
pemberian efek jera ini dapat dilakukan oleh perusahaan melalui sanksi yang 
diterapkan perusahaan bersangkutan. Berdasarkan penelitian di lapangan, 
penulis hanya mendapatkan penjelasan bahwa sanksi yang diterapkan kepada 
pelaku persekongkolan mengikuti pada peraturan perundang- Undangan yang 
berlaku yaitu Undang- Undang No. 5 Tahun 1999. Hal ini dijelaskan dalam pasal 
14 peraturan Direksi PT.PLN ( Persero) No. 0121.P/DIR/2019 tentang kebijakan 
anti fraud di lingkungan PT. PLN( Persero) bahwa sanksi yang di terapkan 
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kepada insan PLN yang melakukan perbuatan fraud  138 akan dikenakan sanksi 
berdasar Peraturan perundang- Undangan dan ketentuan yang berlaku.  
Selain dalam peraturan anti fraud, pengenaan sanksi juga di jelaskan 
dalam peraturan direksi No. 0076./P/DIR/2017 tentang pedoman pengendalian 
gratifikasi di PT.PLN ( Persero) pasal 13 mengenai sanksi atas pelanggaran yaitu 
“pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman pengendalian graifikasi 
ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 
di PLN.” 
Sanksi yang diterapkan pun tidak dapat semena mena harus berdasar pada 
Undang- Undang. Beberapa jenis hukuman disiplin bagi karyawan dalam kasus 
tertentu haruslah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama. Hal ini secara tersirat diatur dalam pasal 161 ayat (1) 
Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: 
“ Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, 
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada 
pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, 
dan ketiga secara berturut-turut.” 
Dari ketentuan di atas terdapat ketentuan bahwa pengusaha dapat 
memutuskan hubungan kerja/ memecat karyawan yang telah melanggar 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. 
Namun kepada pekerja harus diberikan surat peringatan secara berturut 
sebanyak tiga kali. Sedangkan, bagi pekerja/ karyawan yang melakukan 
pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dapat juga 
dikenakan denda, dalam praktik pada umumnya dalam bentuk pemotongan 
upah. Hal tersebut berdasar pasal 88A ayat (7) Undang- Undang 
Ketenagakerjaan yang telah diubah menjadi Undang- Undang RI Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta kerja Bab IV tentang Ketenagakerjaan bahwa  
“Pekerja/ buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau 
kelalaiannya dapat dikenakan denda.”139 
Pada pasal 154A huruf k Undang- Undang No.13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan diatur lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan kerja 
dikarenakan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran: 
 
138 Ibid, pasal 14 
139 Pasal 88A ayat (7) Undang- undang  13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  
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“Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama dan 
sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara 
berturut turut masing- masing berlaku untuk paling lama 6 (enam)bulan kecuali 
ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 
Bersama.” 
Namun pengenaan denda terhadap pekerja/ karyawan yang melakukan 
pelangaran juga wajib memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pengaturan tentang denda tersebut 
diatur dalam pasal 53 yang berbunyi : 
“Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam 
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena 
kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas 
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.” 
Pengaturan lebih lanjut terkait denda di jelaskan juga dalam pasal 54 ayat (1) 
dan ayat (2) yang menyatakan bahwa: 
(1) Denda kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 dipergunakan hanya untuk kepentingan Pekerja/Buruh.  
(2) Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan 
penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan 
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. 
Selain ketentuan- ketentuan diatas pengusaha dapat melakukan PHK 
secara langsung apabila pekerja terbukti melakukan kesalahan berat. Dikatakan 
sebagai kesalahan berat adalah karena aneksasi yang dijatuhkan kepada pihak 
pekerja bukan lagi surat peringatan  akan tetapi PHK sebagai mana ketentuan 
yang diberlakukan dalam pasal 154A huruf K Undang- Undang No. 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah menjadi Undang- Undang RI 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Bila pekerja melakukan kesalahan 
berupa tindak pidana ditempat kerja sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 
158 ayat (1) Undang- Undang No.13 tahun 2003 yaitu:  
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang 
milik perusahaan; 




c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau 
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan 
kerja; 
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; 
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja 
atau pengusaha di lingkungan kerja; 
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan 
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi 
perusahaan; 
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha 
dalam keadaan bahaya di tempat kerja; 
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau 
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.140 
Namun, dalam pengaturan terkait pemutusan hubungan kerja saat ini hanya 
dijelaskan dalam pasal 154 A huruf L bahwa dalam hal pekerja/ buruh tidak 
dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib 
karena diduga melakukan tindak pidana maka pengusaha dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja. 
Dalam rangka mewujudkan keberhasilan atas penerapan GCG di 
perusahaan, PLN mengeluarkan peraturan khusus untuk pengendalian 
kecurangan ( Fraud) yang diterapkan dalam aktivitas bisnis khususnya untuk 
pengadaan barang dan jasa. Kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang 
dan jasa di PLN salah satunya adalah persekongkolan vertikal . 
Kecurangan dalam pengadaan barang/ jasa adalah segala bentuk 
ketidakwajaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pengadaan barang 
dan atau jasa. Tujuan dari adanya kecurangan dalam pengadaan adalah untuk 
memperoleh keuntungan sendiri, kelompok atau pemasok. Pasal 22 UU No. 5 
Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat 
 
140 pasal 158 ayat (1)Undang- undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
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menyebutkan bahwa  persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang 
dilarang. Ada dua alasan kenapa persekongkolan tender itu dilarang yaitu 
pertama, secara langsung dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 
serta bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender yaitu untuk 
memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada para pelaku usaha. 
Kedua, secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.  
Dalam pasal 1 angka 8 memberikan  pengertian mengenai persekongkolan 
tender yaitu : 
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan 
oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai 
pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” 
 
Pelaku kecurangan pengadaan barang dan jasa yang di atur di PLN ( Persero) 
ada 2, yaitu  :141 
a. Internal Perusahaan 
Kecurangan pengadaan barang dan jasa yang berasal dari internal perusahaan 
dilakukan dengan cara, antara lain: 
1) Membantu pemasok untuk memenangkan pengadaan barang dan jasa, 
yang diketahui sebagai pemasok bayangan. 
2) Mengetahui dan menyetujui persyaratan dan perjanjian yang dibuat di luar 
dari ketentuan yang biasanya. 
3) Tindakan yang berhubungan dengan mengubah tanggal dan isi surat 
perintah kerja/perjanjian. 
4) Tindakan memperbolehkan pemasok untuk mengembalikan dan 
membatalkan pengadaan barang dan jasa. 
5) Kecurangan yang dilakukan dengan membuat berita acara serah terima 
pengadaan barang dan jasa namun barang dan jasa yang diterima hanya 
sebagian. 
6) Memberikan informasi yang menguntungkan satu pemasok  tentang jenis 
dan besarnya anggaran pengadaan barang dan jasa yang disediakan 
perusahaan. 
7) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau penetapan spesifikasi barang dan 
jasa tidak didasarkan pada kajian yang memadai. 
 




8) Pegawai sengaja membuat spesifikasi barang dan jasa yang tidak konsisten 
dengan spesifikasi sebelumnya untuk pengadaan barang dan jasa yang 
serupa. 
b. Eksternal Perusahaan 
Kecurangan pengadaan barang dan jasa yang berasal dari eksternal 
perusahaan dilakukan dengan cara, antara lain: 
1) Memberikan dokumen palsu terkait dengan identitas maupun dokumen 
pendukung lainnya. 
2) Menyerahkan barang dan jasa yang diperjanjikan kepada perusahaan 
dengan kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai dengan surat perintah 
kerja/perjanjian. 
3) Melakukan penyuapan dimana pemasok memberikan sebagian hasil 
pengadaan barang dan jasa kepada Insan Jasa Raharja, dengan tujuan 
untuk mempengaruhi keputusan. 
4) Melakukan tindakan yang berhubungan dengan mengubah tanggal dan isi 
surat perintah kerja/perjanjian pengadaan barang dan jasa. 
5) Memasukkan dokumen penawaran semu dengan cara pemasok membuat 
pemasok lain sebagai pendamping dari satu pemilik pemasok yang sama. 
6) Melakukan penggelembungan harga, dengan cara menghitung/ negosiasi 
kembali harga pengadaan barang dan jasa setelah penetapan pemasok. 
Dampak negatif dari adanya persekongkolan yang terjadi diantaranya adalah:142 
a. Persekongkolan tender menciptakan hambatan (barrier to entry ) bagi peserta 
tender lainnya. 
b. Persekongkolan tender dapat menimbulkan inefisiensi anggaran yang akan 
merugikan perusahaan. 
c. Persekongkolan dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap kredibilitas 
perusahaan sebagai penyelenggara tender..  
Upaya untuk menciptakan perangkat hukum persaingan usaha yang 
komprehensif lengkap dengan pengaturan sanksinya merupakan kebutuhan yang 
sangat penting. Pengaturan tentang larangan terhadap praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat setidaknya secara normatif sudah diatur dalam 
berbagai peraturan perundang- Undangan di Indonesia lengkap dengan 
 
142 Kagramanto, L.Budi ,2008, Larangan persekongkolan tender ( Perspektif Hukum  
Persaingan Usaha), Srikandi, Surabaya, hal.201 
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pengaturan sanksinya. Tetapi berbagai perangkat peraturan perundang- 
undangan tersebut bersifat umum, sporadis, hanya memuat peraturan yang 
bersifat parsial, dan hanya berlaku untuk bidang- bidang tertentu saja. Atas hal 
tersebut di atas maka peraturan perusahaan mengenai Fraud atau kecurangan 
sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di dalam perusahaan 
khususnya pada pengadaan barang atau jasa. 
Peraturan perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan dan 
karyawan/ pegawai perusahaan untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak 
mengingat sanksi yang diputuskan oleh KPPU atau PN pada dasarnya bersifat 
administratif bukanlah perdata dalam kasus persekongkolan tender. Kekosongan 
peran perdata murni dalam putusan persaingan usaha seolah-olah hanya 
menguntungkan negara yang memperoleh pemasukan dari denda administratif di 
atas kerugian pelaku usaha lain dan konsumen. Padahal, dua pihak terakhir 
tersebutlah yang merasakan kerugian langsung dari persaingan usaha. KPPU 
juga bukanlah pihak yang berperkara perdata, melainkan sebuah otoritas yang 
mengawasi persaingan usaha. Untuk itu, dibutuhkan penelaahan lebih lanjut 
apakah penyelesaian sengketa persaingan usaha masuk dalam hukum 
administratif atau hukum perdata. Pengkategorian tersebut akan mempengaruhi 
bentuk eksekusi yang tepat untuk diterapkan karena keduanya memiliki 
sanksi/penghukuman yang berbeda. Atas hal ini maka juga diperlukan 
pengaturan peraturan oleh  pihak- pihak selain KPPU untuk mengatasi dan 
mencegah terjadinya persekongkolan tender. Pihak pihak lain tersebut adalah 
pihak yang berhubungan langsung dan terlibat dalam pengadaan, yaitu pihak 
konsumen dan produsen. 
Dari hal di atas peneliti melihat bahwa peraturan mengenai sanksi terhadap 
penyimpangan yang ada di dalam perusahaan masih belum jelas. Peraturan 
perusahaan mengenai sanksi Fraud dijelaskan dalam pasal 14  peraturan Direksi 
PT.PLN  (PERSERO) No. 0121.P/DIR/2019 bahwa: 
“Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai 
peraturan Perundang- Undangan dan ketentuan yang berlaku”. 
Berbagai perangkat peraturan perundang- Undangan bersifat umum, 
sporadis, hanya memuat peraturan yang bersifat parsial, dan hanya berlaku 
untuk bidang- bidang tertentu saja. Atas hal tersebut di atas maka peraturan 
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perusahaan mengenai Fraud atau kecurangan sangat diperlukan untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran di dalam perusahaan khususnya pada 
pengadaan barang atau jasa. Sehingga diperlukan adanya sanksi yang jelas dan 
tegas agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik. 
 
1. Strategi Pencegahan Fraud atau Penyimpangan di dalam pengadaan 
barang atau jasa 143 
Strategi pencegahan Fraud di dalam PLN dilakukan melalui edukasi secara 
berkala yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Fraud baik secara preventif 
(mencegah niat Fraud sejak dalam pikiran) dan secara preventif yaitu eliminasi 
penyebab Fraud, menutup peluang terjadinya Fraud secara sistematis serta 
meningkatkan kesadaran insan PLN atas Fraud serta dampaknya. Pencegahan 
Fraud dilaksanakan dengan hal- hal sebagai berikut :144 
a. Pemisahan tugas dan tangggug jawab , yaitu PLN menetapkan tugas pokok 
dan tanggung jawab setiap posisi/ formasi pada masing- masing fungsi/ 
unit kerja untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam 
jabatan. 
b. Sosialisasi dan pelatihan anti Fraud ( training), yaitu PLN secara pro aktif 
melakukan sosialisasi anti Fraud melalui berbagai sarana baik tatap muka, 
e-learning maupun pelatihan berbasis aplikasi telepon genggam dan 
menyelenggarakan pelatihan anti Fraud secara berkala wajib diikuti oleh 
seluruh insan PLN termasuk pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis 
dengan perusahaan.  
c. Kebijakan terkait Manajemen anti penyuapan dan pengelolaan Gratifikasi ( 
Anti Bribery and Gift Giving) , yaitu PLN menetapkan sistem manajemen 
anti penyuapan dan mekanisme pelaporan serta pengelolaan gratifikasi 
secara komprehensif. 
d. Kebijakan konflik kepentingan ( conflict of Interest) menjadi panduan 
dalam rangka pengelolaan suatu situasi dimana insan PLN memiliki atau 
patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan 
 
143 Ibid, pasal 9 




wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau 
tindakannya. 
e. pengawasan (invigilation) , yaitu PLN melakukan tindakan pengawasan 
terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan PLN 
f. Kenali pegawaimu ( Know your Employee), yaitu PLN menetapkan dan 
mengimplementasikan sistem rekrutmen pegawai yang efektif, transparan, 
dan berkeadilan. 
g. Evaluasi Kinerja ( Performance Evaluation), yaitu PLN menetapkan sistem 
penilaian kinerja yang tertuang dalam kebijakan kepegawaian secara jelas, 
komprehensif, berkeadilan dan transparan.  
Pencegahan terhadap adanya penyimpangan dapat dilakukan dengan melalui 
Pendeteksian Fraud yang bertujuan untuk 145 
a. Menjaga integritas organisasi agar selalu tetap bersih 
b. Sebagai early warning system untuk mendeteksi secara dini yang telah 
sedang, ataupun akan terjadi Fraud 
c. Meminimalkan dampak terjadinya Fraud; dan 
d. Meningkatkan  perception of detection  yang merupakan kunci dalam 
pencegahan Fraud 
Pendeteksian Fraud dalam PLN dilaksanakan dengan melaksanakan program 
sebagai berikut : 
1. Audit Berbasis Risiko ( risk based Audit) 
Internal Audit melaksanakan audit dengan berbasis risiko yang telah 
teridentifikasi di awal secara terintegrasi dengan fungsi kepatuhan untuk 
mendapatkan tren terkini tentang jenis dan lokasi atau proses bisnis yang 
paling rentan terhadap fraud serta fungsi manajemen risiko untuk 
melakukan update profil risiko Fraud sehingga audit yang dilakukan oleh 
fungsi internal audit lebih efektif, efisien, tepat sasaran serta memberikan 
dampak yang lebih signifikan  bagi perusahaan. 
2. Audit tak terjadwal (surprise  Audit) 
Internal audit melakukan audit pada unit kerja tanpa adanya 
pemberitahuan terlebih dahulu dalam rangka meningkatkan kewaspadaan 
 
145 Ibid. Pasal 10 ayat 1 
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dan kehati-hatian bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta 
memberikan dampak yang lebih nyata dalam pelaksanaan audit. 
3. Sistem Pengamatan ( surveillence System) 
PLN menerapkan sistem surveillence dengan melakukan pengujian dan 
pemeriksaan tanpa diketahui oleh pihak yang diperiksa dalam rangka 
memperoleh informasi target, serta memantau dan menguji  efektivitas 
sistem pengendalian internal, termasuk kebijakan anti fraud. 
4. Sistem Pelaporan Pengaduan ( whistle Blowing System) 
PLN memiliki sistem pelaporan pelanggaran ( whistle Blowing System) 
dengan mekanisme penyampaian pelaporan atau pengaduan melalui media 
komunikasi ( seperti, website resmi PLN, telepon,  short Message  Service, 
Whatsapp,  email,surat atau media lainnya). 
2. Strategi Respons Terhadap Kejadian Fraud146 
Strategi responden terhadap kejadian fraud merupakan pedoman tentang 
apa yang akan dilakukan oleh PLN jika kejadian Fraud telah terdeteksi dan patut 
diduga telah terjadi 
1) Strategi respons terhadap kejadian fraud sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi program sebagai berikut: 
a. Prosedur penanganan insiden fraud 
PLN menetapkan prosedur penanganan insiden fraud yang afektif dan 
terintegrasi dengan fungsi fungsi terkait dan sesuai dengan leading 
practice di dunia meliputi: 
1) Strategi proaktif, yaitu dengan melakukan pendeteksian fraud; dan 
2) Strategi reaktif, yaitu dengan menerima informasi dengan 
pelanggaran 
b. Investigasi 
PLN dapat membentuk Tim Investigasi Kejadian Fraud yang didukung 
peralatan dan teknologi terkini, dengan anggota tim paling sedikit 
memiliki kompetensi terkait: 
1) Forensic Accounting 
2) Computer/ digital forensic 
3) Data analytics; dan / atau 
 
146 Ibid, pasal 12 
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4) Business Intelligence 
c. Remidiasi 
PLN menetapkan tindak lanjut hasil investigasi termasuk menjatuhkan 
sanksi atau hukuman bagi pelaku pelanggaran disiplin dengan tingkat 
atau jenis pelanggaran yang dilakukan untuk melakukan pembinaan 
disiplin pegawai dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, 
dengan proses remediasi atau perbaikan yang dapat berupa: 
1) Perbaikan  internal control 
2) Penyempurnaan proses bisnis 
3) Perluasan ruang lingkup investigasi; 
4) Klaim asuransi atau pencairan jaminan 
5) Tindakan disiplin atau pengenaan sanksi administrasi mulai dari surat 
peringatan sampai dengan pemberhentian; 
6) Tuntutan perdata; dan/ atau 
7) Tuntutan pidana 
d. Prosedur Eskalasi (Penambahan) 
PLN menetapkan prosedur eskalasi yang efektif sebagai mekanisme 
pelaporan atas hasil pelaksanaan audit investigasi dan tindakan fraud 
yang mengatur tata cara penyampaian laporan hasil temuan audit 
investigasi kepada pejabat yang berwenang , maupun aparat penegak 
hukum dalam hal dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke proses litigasi. 
Selain pada ketentuan di atas, PLN juga menerapakan Peraturan Direksi Nomor : 
01.22.P/DIR/2019 tentang pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan PLN 
(Persero). Tujuan dari dibentuknya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi 
Insan PLN untuk memahami, mencegah, dan mengambil sikap yang tegas 
terhadap konflik kepentingan di lingkungan PLN. Dengan adanya peraturan ini 
maka diharapkan: 
1. Meningkatkan integritas seluruh Insan PLN dan pengendalian internal PLN. 
2. Menciptakan kondisi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme guna 
mencegah terjadinya kerugian PLN. 
Pada pasal 4 peraturan Direksi Nomor : 01.22.P/DIR/2019 tentang pengelolaan 
konflik kepentingan di lingkungan PLN (Persero) menjelaskan: 
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1. Insan PLN harus dapat mengindari konflik kepentingan atau potensi terjadinya 
konflik kepentingan yang dapat merugikan PLN, sehingga dapat mendorong 
terciptanya iklim usaha yang sehat. 
2. insan PLN dilarang memanfaatkan jabatan dan/ atau kewenangannya untuk 
kepentingan pribadi, orang lain, dan/ atau kelompok tertentu yang dapat 
merugikan PLN. 
Sumber penyebab konflik kepentingan antara lain: 
a. penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau Tindakan 
yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas- batas kewenangan 
yang diberikan oleh PLN. 
b. Perangkapan jabatan, yaitu Insan PLN yang memegang jabatan lain yang 
memiliki konflik kepentingan dengan tugas dan tanggung jawwab pokoknya 
pada PLN sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, 
independent, dan akuntabel. 
c. Memanfaatkan hubungan afiliasi, yanitu hubungan yang dimiliki oleh Insan 
PLN dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha PLN baik karena 
hubungan darah, perkawinan, maupun kekerabatan yang dapat 
mempengaruhi keputusan. 
d. Penerimaan Gratifikasi yang berpotensi menimbulakan konflik kepentingan 
sehingga dapat mempengaruhi independensi, objektivitas maupun 
profesionalisme Insan PLN. 
e. Memanfaatkan kelemahan system organisasi yang disebabkan karena aturan, 
struktur dan budaya PLN yang berlaku 
f. Memanfaatkan informasi PLN untuk kepentingan pribadi. 
g. Memanfaatkan hubungan korporasi antara PLN dan Anak Perusahaan atau 
Perusahaan Terafiliasi yang dapat memberi keuntungangan finansial yang 
tidak wajar, dan 
h. Kepemilikan asset baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
termasuk saham, obligasi, dan/atau asset bentuk lainnya di perusahaan ;ain 
yang berhubungan dengan kegiatan usaha PLN. 
Pencegahan konflik kepentingan dilakukan dengan cara- cara: 
1. Melaporkan dokumen pemilik manfaat sesuai ketentuan yang berlaku 
2. Menghindari rangkap jabatan 
90 
 
3. Menghindari melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan saat ini yang dapat 
mengganggu pekerjaan. 
4. Menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak- 
pihak terkait yang dilarang oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku atau 
yang dapat dipersepsikan konflik kepentingan oleh public. 
5. Membatasi dan menghindari kepemilikan asset pada perusahaan lain yang 
terkait dengan pelaksanaan tugas. 
6. Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapt mempengaruhi 
pelaksanaan tugas 
7. Mendorong perbaikan system pengelolaan konflik kepentingan di PLN untuk 
menutup celah pelanggaran terhadap aturan/ kebijakan konflik kepentingan 
dan memfasilitasi pengelolaannya jika terjadi. 
8. Insan PLN yang telah purnakarya, mengundurkan diri, atau diberhentikan 
tidak boleh terlibat dalam pengelolaan/ manajemen yang berwenang. 
Sedangkan untuk mekanisme pelaporan konflik kepentingan dilakukan melalui 
aplikasi Complience Online System  
PLN menetapkan Kebijakan Anti Fraud melalui Penerbitan Peraturan 
Direksi No. 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti Fraud merupakan bentuk 
komitmen dari Direksi PT.PLN dalam mendukung peningkatan integritas sebagai 
bagian dari nilai-nilai budaya Perusahaan PLN, yang menjadi landasan dari 
strategi dan program-program Anti Fraud, baik berupa kebijakan, pedoman, 
prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan ketentuan internal Perusahaan lainnya, 
sehubungan dengan upaya mencegah, mendeteksi secara dini, serta respons 
terhadap risiko dan kejadian fraud di lingkungan PLN. Selain penerapan 
kebijakan ini, PLN juga menerapkan Kebijakan Pencegahan Gratifikasi dan 
Benturan Kepentingan Kebijakan yang diatur dalam Perdir No. 0076.P/DIR/2017 
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN dan pengelolaan konflik 
kepentingan di Lingkungan PLN melalui Perdir No. 0122.P/DIR/2019. Kebijakan 
ini menjadi pedoman bagi karyawan PLN untuk mengambil sikap yang tegas 
terhadap gratifikasi maupun benturan kepentingan pegawai untuk mewujudkan 
pengelolaan Perusahaan yang bersih dan sehat serta bebas dari segala bentuk 
korupsi, kolusi dan nepotisme. Perdir ini juga bertujuan memberikan 
pemahaman, arahan dan acuan bagi seluruh karyawan PLN berkenaan dengan 
penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi di lingkungan PLN sehingga 
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dapat mewujudkan praktis bisnis yang beretika dan mencegah timbulnya 
benturan kepentingan, kecurangan serta penyimpangan lainnya. Dengan adanya 
kebijakan ini memastikan tidak ada karyawan, manajemen, Direktur, Komisaris, 
atau anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung 
menggunakan wewenang pengambil keputusan untuk keuntungan pribadi. 
Apabila ditemukan pelanggaran terkait hal ini, maka akan ada penindakan tegas 
sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku. Kebijakan ini 
juga telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PLN.  
 
3. Pembagian tanggung jawab pengendalian dalam hal pengelolaan 
risiko proses Pengadaan Barang/Jasa 
Direktorat yang menangani fungsi Pengadaan dan Pengguna Barang/Jasa 
bertanggung jawab mengendalikan langsung risiko terkait proses Pengadaan 
Barang/Jasa yang dapat terjadi. Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab 
memfasilitasi penyusunan kerangka manajemen risiko dalam proses perencanaan 
dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Satuan Pengawasan Internal 
bertanggung jawab menilai kecukupan sistem manajemen risiko korporat dalam 
proses Pengadaan Barang/Jasa. Sebagai bagian dari sistem pengendalian 
internal, Pengguna Barang/Jasa dalam hal ini PLN wajib:147 
a. Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, Perjanjian/Kontrak dan 
hasil kerja pada setiap kegiatan,baik kemajuan maupun hambatan dalam 
pelaksanaan tugasnya. 
b. Menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 
c. Memberikan tanggapan/ informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang 
berada di dalam batas kewenangannya kepada pihak yang mengajukan 
pengaduan/sanggahan atau yang memerlukan penjelasan. 
d. Melakukan penilaian kinerja kepada para Penyedia Barang/Jasa terhadap 
hasil pelaksanaan Perjanjian/Kontrak. 
Sebagai bagian dari informasi dan komunikasi,Pengguna Barang/Jasa wajib 
memastikan:148 
 
147 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PLN.Pdf hal 138 
148 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PLN.Pdf hal 138-139 
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1. Semua laporan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy harus disampaikan 
kepada Satuan Pengawasan Internal dalam rangkap re audit dan post audit. 
2. Perjanjian/Kontrak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
wajib disampaikan kepada Satuan Pengawasan Internal dan Pejabat 
Perencana Pengadaan. 
3. Perjanjian/Kontrak dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) 
wajib disampaikan kepada Direksi terkait dengan tembusan kepada Satuan 
Pengawasan Internal dan Pejabat Perencana Pengadaan. 
Satuan Pengawasan Internal mempunyai tanggung jawab untuk:149 
1. Menjadi pengawas, konsultan internal, dan pendorong peningkatan sistem 
pengendalian internal dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang sehat. 
2. Melalui fungsi pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan, memberikan 
saran untuk pemecahan masalah (problem solver) jika terjadi masalah dalam 
Manajemen Pengadaan atau proses Pengadaan Barang/Jasa tertentu. 
3. Menerapkan Risk Based Audit Planning terhadap sistem dan pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 
4. Risk-Based Audit Planning terhadap sistem dan pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 
5. Melakukan peran proaktif dalam mencegah suatu insiden (kesalahan/fraud) 
terjadi, dan mencegah suatu insiden (kesalahan,fraud) meluas menjadi 
sistematik. 
6. Melakukan pemeriksaan atas informasi kesalahan dan fraud. 
4. Probity Advisor dan Probity Auditor 
Dalam kondisi tertentu untuk pengadaan yang bersifat Strategis, nilai dan risiko 
yang besar serta dapat merugikan kredibilitas Perusahaan, PLN dapat 
menerapkan konsep Probity dalam Pengadaan Barang/Jasa tertentu. Probity 
merupakan ketaatan terhadap prinsip tertinggi dalam hal proses,prosedur, dan 
value for money suatu Pengadaan Barang/Jasa. Probity termasuk identifikasi, 
analisa dan manajemen terhadap risiko terkait Pengadaan Barang/Jasa,dan 
aspek good governance terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa tersebut. 
Probity ada 2 (dua)macam yaitu:150 
 
149 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PLN.Pdf hal 139 
 
150 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PLN.Pdf hal 139 
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1. Probity Advisor adalah pihak internal PLN,yaitu fungsi manajemen risiko 
dan fungsi pengawasan internal, yang membantu mengidentifikasi 
keseluruhan risiko yang dapat terjadi. Probity Advisor terlibat secara 
realtime dalam proses Pengadaan Barang/Jasa,dan melapor kepada 
Direktur yang menangani fungsi Pengadaan,untuk memastikan bahwa 
proses Pengadaan Barang/Jasa tertentu berlangsung dengan baik. 
2.  Probity Auditor adalah pihak eksternal PLN yang dilibatkan untuk 
menambah keyakinan atas suatu poses pengadaan barang/ jasa tertentu, 
menilai kecukupan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa tertentu, 
menjadi saluran whistleblowing para pihak yang terlibat dalam proses 
pengadaan barang/ jasa jika dibutuhkan, dan menjadi penasihat kepada 
direksi terhadap proses, prosedur, dan value money suatu pengadaan 
Barang/Jasa. 
Di tahun 2018 PLN melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya 
penyuapan, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan benchmark 
penerapan implementasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem manajemen Anti 
Penyuapan (SMAP). Implementasi ISO 37001:2016 ke depannya diharapkan 
dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta tindak kecurangan 
lainnya, termasuk tindakan pemberian atau penerimaan suap. Bagi pelanggan 
dan mitra, manfaat dari penerapan standar ini adalah kompetisi yang jauh lebih 
sehat melalui transparansi yang terjaga dengan baik dengan demikian integritas 
dan transparansi pun akan memaksimalkan kinerja perusahaan. 
Selain pengendalian intern yang di jelaskan di atas, PLN juga memiliki, 
mengembangkan dan menerapkan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran 
(Whistleblower System) sebagai bentuk komitmen PLN pada transparansi, 
akuntabilitas dan demi membangun kepercayaan bisnis dengan para mitra usaha 
dan pemangku kepentingan. Whistleblower System juga merupakan bagian dari 
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan 
lainnya guna meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan PLN. 
Dalam konsep yang disusun oleh KNKG, ada dua kata kunci yang berkaitan 
dengan whistleblowing system, yaitu pelapor dan pelanggaran. Dalam praktiknya 
kedua kata ini dipadankan menjadi pelapor pelanggaran dan kemudian disebut 
sebagai whistleblower. Pelapor pelanggaran ini bisa karyawan dari organisasi itu 
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sendiri (pihak internal). Akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari 
pihak eksternal (pelanggaran, pemasok, masyarakat). 
Syarat dari seorang whistleblower dalam konsep ini adalah memiliki 
informasi, bukti, atau indikasi yang akurat mengenai terjadinya pelanggaran 
yang dilaporkan oleh itikad baik serta bukan merupakan suatu keluhan pribadi 
atas suatu kebĳakan perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk 
atau fitnah sehingga informasi yang diungkap dapat ditelusuri atau ditindak 
lanjuti. 
Tujuan dari sistem pelaporan pelanggaran ini adalah untuk mengungkap 
tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, 
perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat 
merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh 
karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga 
lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan 
ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential).151 
Sementara yang disebut sebagai pelanggaran adalah perbuatan yang 
melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar industri terkait 
dengan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan. Yang termasuk di 
dalam aktivitas pelanggaran adalah sebagai berikut:152 
1. Melanggar peraturan perundang-undangan. 
2. Melanggar kode etik perusahaan. 
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
4. Melanggar kebĳakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun 
kebĳakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan. 
5. Tindakan kecurangan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan. 
6. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial 
ataupun non finansial. 
7. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja. 
Ruang lingkup implementasi sistem pelaporan pelanggaran melibatkan 
seluruh komponen dan seluruh pemangku kepentingan internal maupun 
 
151 Pedoman etika dan perilaku Binis PLN.Pdf. hal 27 
152 Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.096.K/010/DIR-
PJB/2017, No.003.K/DEKOM-P-JBS/2017 Pdf hal.5-6 
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eksternal, untuk bersama-sama memperbaiki kualitas kerja operasional yang 
bebas dari tindakan tercela dengan cara: 
a. Iklim kerja yang kondusif. 
b. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tender. 
c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. 
d. Pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian 
finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra PLN. 
Untuk mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran, maka :  
1. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui hot line, email, kotak pos 
khusus. 
2. Berdasarkan laporan tersebut, PLN melakukan analisa jenis pelanggaran yang 
terjadi. 
3. Mengambil tindakan sesuai tingkat pelanggaran dan bukti lanjutan yang 
diperoleh, termasuk mengajukan pelanggar yang terbukti untuk diproses 
sesuai hukum yang berlaku. 
Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran153 
1.  Infrastruktur dan Mekanisme Penyampaian Laporan Perusahaan harus 
menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan 
pelanggaran, baik itu berupa email dengan alamat khusus yang tidak dapat 
diterobos oleh bagian Information Technology (IT) perusahaan, atau kotak 
pos khusus yang hanya boleh diambil oleh petugas Whistleblowing sistem, 
ataupun saluran telepon khusus yang akan dilayani oleh petugas khusus 
pula. Informasi mengenai adanya saluran ini dan prosedur penggunaannya 
haruslah diinfromasikan secara meluas ke seluruh karyawan. Begitu pula 
bagan alur penanganan pelaporan pelanggaran haruslah disosialisasikan 
secara meluas, dan terpampang di tempat-tempat yang mudah diketahui 
oleh karyawan perusahaan. Dalam prosedur penyampaian laporan 
pelanggaran juga harus dicantumkan dalam hal pelapor melihat bahwa 
pelanggaran dilakukan oleh petugas whistleblowing sistem, maka laporan 
pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada direktur utama perusahaan. 
2. Kerahasiaan 
 
153 Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.096.K/010/DIR-
PJB/2017, No.003.K/DEKOM-P-JBS/2017 Pdf hal 7 
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Kerahasiaan identitas pelapor adalah penting untuk dĳaga dalam sistem ini. 
Informasi dan identitas pelapor pelanggaran dibatasi hanya pada petugas 
perlindungan pelapor dan berkasnya disimpan di tempat yang aman. Selain 
jaminan kerahasiaan identitas pelapor, perusahaan juga memiliki kewajiban 
untuk menjaga kerahasiaan perlindungan terhadap pelapor. Pelapor 
Anonim diperbolehkan dalam hal ini dan tidak ada diskriminasi untuk 
menindak lanjut laporan dari pelapor anonim. 
3. Kekebalan Administratif 
Perusahaan mengembangkan budaya yang mendorong karyawan untuk 
berani melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini 
dilakukan dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif kepada 
pelapor yang beritikad baik. 
4. Komunikasi dengan Pelapor 
Komunikasi dengan pelapor dilakukan melalui satu petugas, yaitu petugas 
whistleblowing system yang menerima pelaporan pelanggaran. Dalam 
komunikasi ini pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai 
penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah ditindaklanjuti atau tidak. 
5. Investigasi 
Investigasi dapat dilakukan untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran. 
Investigasi ini dilakukan oleh petugas sub unit investigasi. Dalam kasus 
yang serius dan sensitif, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan 
investigator/auditor eksternal yang independen dalam melakukan 
investigasi laporan pelanggaran tersebut. 
6. Mekanisme Pelaporan 
Mekanisme pelaporan internal sistem pelaporan pelanggaran dirancang 
sedemikian rupa, sehingga dapat memastikan bahwa: 
a. Semua pelanggaran yang telah dilaporkan dan di verifikasi telah 
tertangani dengan baik. 
b. Pelanggaran yang berulang dilaporkan kepada pejabat terkait yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan, misalnya 
pelanggaran di bidang pengadaan barang dan jasa dilaporkan kepada 
direktur umum yang membawahi bagian pengadaan 
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5. Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Risiko Penyimpangan 
Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko 
Perusahaan dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, diantaranya adalah 
dengan memasukkan aspek Manajemen Risiko dalam KPI korporat, unit ataupun 
Anak Perusahaan, review implementasi , assessment risk maturity oleh Pihak 
Independen, audit pengelolaan risiko oleh auditor internal,  Risk Management 
Award , serta  pemantauan dan pelaporan kepada stakeholders.154 
Dalam pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko secara berkala telah 
melakukan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko korporat, dengan 
menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi. Profil risiko dimaksud meliputi 
laporan pengelolaan risiko strategis, keuangan, operasional, proyek dan 
kepatuhan serta penilaian atas perbaikan kontrol dan penanganan risiko. Unit 
kerja operasional selaku risk owner bertanggung jawab terhadap pengelolaan 
risiko pada seluruh aktivitas yang dilakukan. Pemimpin unit kerja operasional 
bertanggung jawab mengidentifikasi risiko, menilai risiko yang ada di unit 
kerjanya dan memantau risiko termasuk memitigasi risiko dengan level ekstrem  
dan tinggi, kemudian melaporkan profil risiko serta tindak lanjut mitigasi yang 
dilakukan  Pelaksanaan Enterprise Risk Management (ERM ).155 
Setiap tahun PLN melakukan pengukuran maturity level untuk melihat 
tingkat kematangan dalam implementasi atau penerapan pengendalian risiko 
oleh perusahaan. Metode Pengukuran maturity level menggunakan metode Six 
Element of Infrastructure yang dikombinasikan dengan Capability Maturity Model 
yang dikembangkan oleh Carnegie Melon University. Six Element of 
Infrastructure adalah 6 elemen atau aspek yang dilihat untuk mengukur tingkat 
kematangan, antara lain:156 
1. Business strategy and policies 
2. Business and risk processes 
3. People and organization 
4. Management Reports 
 
154 Hasil wawancara dengan ibu Nurul Fatimah pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 
16.30 WIB 
155 Hasil wawancara dengan ibu Nurul Fatimah pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 
16.30 WIB 





6. System and Data 
Adapun capability maturity model, tingkat kematangan suatu system dinilai 






Target maturity level untuk PLN  adalah mencapai tahap Define menuju 
ke tahap Managed. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan dengan metode 
di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan system manajemen risiko 
di PT PLN (Persero) telah melampaui tingkat Defined. Penilaian tersebut 
berdasarkan penilaian rata – rata pada 8 (delapan) unit , Anak Perusahaan dan 
Divisi yang di sampling dengan menggunakan bobot tertimbang jumlah risiko 
korporat yang dikelola oleh masing – masing unit, Anak Perusahaan atau Divisi 
tersebut. 
 
6. PENGELOLAAN RISIKO JANGKA PANJANG PLN BERDASAR HASIL 
WAWANCARA 
Inisiatif Strategis 1 : Mempercepat proses pengadaan tanah tapak 
tower dan penerbitan perijinan157 
Risiko : 
a. Terbatasnya pegawai di sub bidang pertahanan sehingga pekerjaan lain 
tertunda 
b. Dibutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak untuk berkoordinasi dengan 
stakeholder( masyarakat, BPN, dll) 
Mitigasi : 
a. Memberdayakan SDM dari sub bidang lain untuk membantu proses 
pengadaan tanah 
b. Membuat tambahan perencanaan anggaran operasional 
 




c. Melaksanakan CSR / bina lingkungan untuk masyarkat yang akan dilalui jalur 
transmisi 
Inisiatif Strategis 2 : Meningkatkan kerjasama stakeholder ( media, 
tokoh masyarakat,perangkat pemerintah, pemangku kepantingan dll) 
Risiko 
a. Adanya penambahan pengeluaran untuk biaya operasional 
b. Adanya stakeholder  yang memanfaatkan kerjasama untuk kepentingan 
pribadi 
c. Timbulnya stigma negatif terhadap kedekatan stakeholder  (Perangkat 
Pemerintah / Tokoh Masyarakat,dll) 
Mitigasi 
a. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran terhadap biaya operasional yang 
akan timbul 
b. Melakukan komunikasi persuasif kepada stakeholder  ( tokoh masyaraka, 
warga dan pemangku kepentingan) 
c. Bekerjasama dengan media dalam peningkatan citra PLN 
Inisiatif Strategis 3 : Mempercepat Proses Lelang 
Risiko : 
a. proses tender gagal 
b. Faktor ketelitian pemeriksaan dokumen berkurang 
c. Beban pekerjaan bertambah 
Mitigasi : 
a. Menyiapkan dokumen lelang yang lengkap dan detail 
b. Memberdayakan SDM dari sub bidang lain 
c. Penyusunan DPT ( DaftarPenyedia Terseleksi) lebih awal 
d. Menggunakan jadwal lelang dengan waktu minimal 
Inisiatif Strategis 4 : Mempercepat proses approval drawing 
Risiko : 
a. Beban kerja bertambah 
b. Ketelitian pemeriksaan berkas drawingberkurang 
Mitigas : 
a. Menambah SDM 




c. Mempelajari dokumen kontrak lebih awal 
d. Meningkatkan koordinasi antar bidang ( Bidang REN dengan bidang OPK dan 
UPK ) masalah di lapangan 
Inisiatif Strategis 5 : Menyempurnakan proses bisnis dan 
meningkatkan monitoring serta controling pada masing masing bidang 
Risiko : 
a. Ada kemungkinan proses bisnis tidak sesuai dengan aturan PLN Pusat 
b. Proses bisnis yang sudah ada tidak mengakomodasi semua pekerjaan 
terutama pekerjaan yang bersifat insidentil/ urgent 
c. Perubahan pekerjaan dan kemajuan teknologi di perlukan penyesuaian proses 
bisnis 
Mitigasi  : 
a. Mengkoordinasi proses bisnis yang tidak sesuai aturan PLN pusat ke divisi 
terkait 
b. Melakukan inventarisasi  pekerjaan yang bersifat insidentil berdasarkan 
pangalaman untuk dibuatkan standar alur kerjanya 
c. Melakukan evaluasi proses bisnis setiap tahun untuk menyesuaikan dengan 
perubahan pekerjaan dan kemajuan teknologi 
Inisiaif Strategis 6 : menerapkan standar Sistem Manajemen 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) 
Risiko : 
a. Terjadi culture shock 
b. Pelaksanaan implementasi tidak konsisten 
c. Pekerjaan berjalan lambat pada awal pelaksanaan implementasi 
Mitigasi : 
a. Sosialisasi bertahap dengan pelatihan penggunaan form check list SMK3 
b. Managemen memberikan contoh kepatuhan pelaksanaan SMK3 
c. Pelaksanaan Audit Internal secaraberkala 
Inisitif Strategis 7: Meningkatkan kompetensi di bidang konstruksi 
Risiko: 
a. Kurangnya motivasi pegawai untuk mengikuti diklat dan sertifikasi 




c. Kesibukan pekerjaan mengakibatkan pegawai tidak mendapatkan ijin untuk 
mengikuti diklat atau sertifikasi 
d. Pegawai tidaklulus diklat/ sertifikasi kompetensi 
Mitigasi 
a. Menaktifkan kegiaan CMC ( Coaching Menoring Conseling ) 
b. Mengumpulkan materi diklat baru sesuai kebutuhan kompetensi 
c. Pemberian reward kepada pegawai yang lulus sertifikasi 
 
Inisiatif strategis 8 : Meningkatkan koordinasi antar bidang dan unit 
pelaksana Konstruksi (UPK) 
Risiko : 
a. Biaya operasional meningkat 
b. Kesultan manajemen waktu dari pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 
rutinnya dan untuk melakukan koordinasi dengan bidang lain 
Mitigasi : 
a. Menyiapkan rencanavkerja dan anggaran biaya operasional yang akan timbul 
b. Menyusun jadwal koodinasi 
c. Membuat tim- tim yang mendukung pelaksanaan pekerjaan 
 
Sedangkan untuk mencegah terjadinya persekongkolan vertikal yang 
melibatkan panitia tender diterapkan beberapa strategi yaitu melalui edukasi 
secara berkala yang bertujuan untuk mencegah terjadinya persekongkolan baik 
secara preventif (mencegah niat sejak dalam pikiran) dan secara represif. 
Pencegahan persekongkolan dilaksanakan dengan hal- hal sebagai berikut : 
a) Pemisahan tugas dan tanggung jawab  
b) Sosialisasi dan pelatihan anti Fraud ( training),  
c) Kebijakan terkait Manajemen anti penyuapan dan pengelolaan gratifikasi 
( Anti Bribery and Gift Giving) ,  
d) Kebijakan konflik kepentingan ( conflict of Interest)  
e) pengawasan (invigilation) ,  
f) Kenali pegawaimu ( Know your Employee),  




Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan dalam 
pengelolaan risiko persekongkolan  
1. Kurangnya pengetahuan dari karyawan mengenai kemungkinan adanya 
persaingan usaha tidak sehat pada pengadaan barang dan jasa 
menyebabkan karyawan hanya fokus pada kebutuhan dan proses 
pengadaan barang dan jasa perusahaan. 
2. Pada kenyataannya perusahaan tidak memiliki pengaturan yang khusus 
mengenai persekongkolan . 
3. Masih belum adanya sosialisasi pengenalan persaingan usaha tidak 
sehat pada perusahaan PLN dengan badan resmi. 
4. Peraturan yang masih bersifat umum berupa pencegahan dan upaya 
5. Sanksi masih belum tegas. 
Atas adanya hambatan ini, maka penulis menyarankan kepada PLN untuk 
menerapkan beberapa tindakan untuk menangani kegiatan persekongkolan 
tender yang nantinya akan memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang 
berkeinginan untuk mengikuti tender pengadaan barang dan atau jasa di 
perusahaan. Berbagai upaya untuk menangani terjadinya persekongkolan tender 
tersebut dapat dibagi ke dalam 2 sifat, yaitu bersifat preventif dan represif, 
antara lain: 
Secara preventif 
a. Diperlukan peraturan yang menjamin diterapkannya prinsip- prinsip tender, 
yaitu prinsip kewajaran, keterbukaan, keadilan,non diskriminasi dan tidak 
menghambat peserta lain yang menjadi pesaing. 
b. Perlu pembenahan serta peningkatan terhadap kemampuan serta kualitas 
sumber daya manusia (SDM) yang secara langsung menangani kegiatan 
pengadaan barang dan atau jasa perusahaan. 
c. Diperlukan kejujuran dari pihak panitia serta penyelenggara dalam 
melakukan tender barang dan atau jasa. 
Secara represif 
a. Mewajibkan pelaku usaha untuk melapor kepada KPPU apabila terjadi 
pelanggaran terhadap ketentuan Undang- Undang no. 5 tahun 1999 
tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 




c. Melakukan tender ulang hingga pada tindakan untuk membatalkan hasil 
tender pengadaan barang dan atau jasa. 
d. Menerapkan sanksi terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran. 
 
Berdasar pada hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan 
profesional sangat penting untuk memperkuat kesadaran dari pejabat pengadaan 
mengenai isu persaingan usaha tidak sehat yang ada di PLN. Pencegahan 
persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh PLN dilakukan dengan menerapkan 
sistem pengendalian internal PT.PLN (PERSERO) , penerapan kebijakan anti 
fraud terutama pada pengadaan melalui Peraturan Direksi Nomor 
10.21.P/DIR/2019 tentang kebijakan anti fraud di lingkungan PLN,  Peraturan 
Direksi PT PLN (Persero) No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian 
Gratifikasi di PLN dan Keputusan Direksi PT PLN(Persero) No. 0620.K/DIR/2013 
Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) serta 
pengelolaan konflik kepentingan di Lingkungan PLN melalui Perdir No. 
0122.P/DIR/2019. Keempat peraturan perusahaan tersebut merupakan upaya 











KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Penerapan dari Good Corporate Governance dalam pengelolaan risiko 
persekongkolan secara vertikal di dalam PT.PLN ( Persero ) merujuk 
kepada Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-09/ MBU/2012 tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.  
Untuk penerapan Good Corporate Governance pada proses pengadaan 
barang dan jasa pada PLN yaitu: 
a. Unsur Transparency dapat dilihat pada aplikasi pengadaan barang atau 
jasa yang mana memberikan informasi pengumuman rencana 
pengadaan barang/jasa kepada siapa pun termasuk kepada seluruh 
external user untuk mendapatkan perlakuan (informasi pengadaan 
barang/jasa, pengumuman hasil pengadaan barang/jasa) yang sama. 
Dalam pengadaan barang/ jasa pada PLN, pengumuman pengadaan 
dilakukan melalui sistem E-Procurement ataupun melalui pengumuman 
yang ditempatkan pada papan pengumuman pengadaan PLN. 
b. Unsur Accountability dapat dilihat pada saat adanya proses 
pengadaan, dalam melakukan tender/lelang untuk mendapatkan harga 
yang terbaik Pejabat Pelaksana pengadaan melakukan negosiasi 
terhadap penyedia barang/jasa agar harga dapat disesuaikan dengan 
kualitas dari barang/jasa tersebut dan harga berada di bawah Harga 
Perkiraan Satuan (HPS). Kemudian proses pengadaan tersebut telah 
dipastikan sesuai dengan metode pengadaan barang/ jasa yang ada 
dalam SOP (Standar Operating Procedure) dan kebijakan perusahaan. 
SOP ialah sekumpulan manual pekerjaan yang mencerminkan langkah 
– langkah aktivitas, arus data dan personil yang mengerjakannya 
dalam suatu organisasi. 
c. Unsur Responsibility dapat dilihat pada adanya pelatihan E-
procurement. Seleksi berdasarkan E-procurement pada PLN  dengan 
persyaratan terukur mampu mengurangi kontak langsung antara 
pengguna, penyedia serta Pejabat Pelaksana Pengadaan dan hasil dari 




d. Unsur Fairness dapat dilihat dalam membangun kerjasama dengan 
para penyedia barang/jasa, menyeleksi setiap kualifikasi sesuai 
persyaratan tanpa intervensi pihak ketiga sehingga dapat menjamin 
peluang yang sama kepada para penyedia barang/jasa untuk 
memenangkan lelang. 
e. Unsur Independency yaitu tidak ada tekanan dari pihak manapun 
dalam menentukan pemenang penyedia barang serta jasa asalkan 
sudah sesuai dengan peraturan PLN yaitu sesuai dengan SK Direksi 
No. 620/2013, membuka kesempatan yang sama pada semua calon 
penyedia barang serta jasa untuk mengajukan penawaran tanpa 
adanya metode pemilihan langsung, dikarenakan metode pengadaan 
pemilihan langsung sudah tidak berlaku lagi di PLN. 
Untuk mengurangi risiko penyimpangan oleh pihak internal atau panitia 
pengadaan PLN, PLN menerapkan 3 prinsip utama  yaitu:158 
a.Transparansi dan Kompetisi, 
b.Profesionalisme,dan 
c.Akuntabilitas/Pengendalian. 
Secara prinsip pengadaan harus dilakukan dengan transparan ,untuk 
memaksimalkan kompetisi dari Penyedia dalam pasar yang ada. Portal e-
procurement PLN dapat berfungsi untuk mengoptimalkan hal ini. Dengan 
penerapan asas transparansi, maka peluang untuk menyembunyikan informasi 
yang ada dapat diminimalkan. Aspek profesionalisme terkait erat dengan 
peran profesi pengadaan yang mampu melaksanakan proses pengadaan yang 
efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel, melalui 
peran strategis ,taktis, maupun operasional, serta implementasi kategori 
pengadaan sesuai Supply Positioning Matrix. Profesionalisasi pengadaan 
dilakukan dan dipimpin oleh suatu Direktorat yang menangani pengadaan 
untuk keseluruhan portfolio pengadaan PLN. Profesionalisasi pengadaan 
dilakukan dengan memperkaya pengetahuan dan keterampilan para pejabat 
pengadaan. Aspek Akuntabilitas &  Pengendalian adalah bagaimana struktur 
organisasi dan pembagian tugas memperjelas siapa pemilik business process, 
siapa risk owner, pembagian peran,tugas dan tanggung jawab antara 
 
158 Pedoman Pengadaan barang dan Jasa PLN. Pdf  hal. 51 
106 
 
Direktorat yang menangani pengadaan dan pejabat struktural di dalamnya, 
maupun Pengguna Barang/Jasa dan Wakil Pengguna Barang/Jasa, serta peran 
Value for Money Committee, disamping peran Divisi Manajemen Risiko dan 
SPI. 
2. PLN dalam mencegah terjadinya persekongkolan secara vertikal dalam 
pengadaan barang atau jasa berdasar pada Peraturan Menteri Negara Badan 
Usaha Milik Negara Nomor : Per- 09 /MBU/2012 tentang tata kelola 
perusahaan menerapkan beberapa Strategi yaitu melalui edukasi secara 
berkala yang bertujuan untuk mencegah terjadinya persekongkolan baik 
secara preventif (mencegah niat  sejak dalam pikiran) dan secara represif. 
Pencegahan persekongkolan dilaksanakan dengan hal- hal sebagai berikut : 
1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab  
2. Sosialisasi dan pelatihan anti Fraud ( training),  
3. Kebijakan terkait Manajemen anti penyuapan dan pengelolaan gratifikasi 
( Anti Bribery and Gift Giving) ,  
4. Kebijakan konflik kepentingan ( conflict of Interest)  
5. pengawasan (invigilation) ,  
6. Kenali pegawaimu ( Know your Employee),  
7. Evaluasi Kinerja ( Performance Evaluation),  
Selain, Untuk meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian 
internal PT.PLN (PERSERO) serta mencegah terjadinya fraud terutama pada 
pengadaan maka diatur  dalam Peraturan Direksi Nomor 10.21.P/DIR/2019 
tentang kebijakan anti fraud di lingkungan PLN,  Peraturan Direksi PT PLN 
(Persero) No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PLN 
dan Keputusan Direksi PT PLN(Persero) No. 0620.K/DIR/2013 Tentang 
Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). Ketiga  
peraturan perusahaan tersebut merupakan upaya PLN dalam mencegah 
terjadinya penyimpangan yang melibatkan karyawan dari PLN. 
 
SARAN 
1. Meningkatkan Kesadaran pekerja/ karyawan Mengenai Risiko Persekongkolan  
2. Pelatihan profesional dari pejabat pengadaan mengenai isu persaingan usaha 
tidak sehat yang ada di PLN. Upaya dapat dilakukan dengan cara  
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berkelanjutan melakukan monitoring atas aktivitas pengadaan, dan dengan 
melakukan analisa performa atas data pengadaan.  
3. Melakukan pelatihan reguler untuk mendeteksi persekongkolan tender dan 
kartel bagi staf pengadaan, dengan bantuan lembaga persaingan atau 
konsultan hukum eksternal. 
4. Membuat  suatu kebijakan untuk menganalisa tender tertentu secara periodik. 
5. Melakukan perbandingan antara perusahaan yang telah memasukkan 
pernyataan minat dengan perusahaan yang telah memasukkan penawaran 
untuk mengidentifikasi tren tertentu, seperti penarikan diri dari pengadaan 
dan penggunaan sub kontraktor. 
6. Melengkapi kebijakan mengenai penghentian penawaran apabila ditemukan 
kegiatan kolusi, untuk menetapkan apakah aturan tersebut sesuai dengan 
kebijakan yang ada di Indonesia 
1. Membuat  prosedur internal yang mendorong atau membutuhkan pejabat 
untuk melaporkan pernyataan atau perilaku mencurigakan dari pegawai PLN  
kepada lembaga persaingan, selain kepada kelompok audit internal pada 
lembaga yang melakukan pengadaan, dan pertimbangkan untuk memberikan 
insentif bagi pejabat untuk melakukan hal tersebut.  
2. Membuat  hubungan kerjasama dengan lembaga persaingan (misalnya dalam 
menetapkan suatu mekanisme komunikasi, informasi yang harus disediakan 
apabila pejabat pengadaan menghubungi lembaga persaingan, dan 
sebagainya). 
Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Pejabat Pengadaan Apabila 
Persekongkolan Tender Di deteksi 
Ketika terdeteksi bahwa persekongkolan tender sedang terjadi, terdapat 
beberapa langkah yang harus dilakukan PLN untuk membantu mengungkapkan 
dan menghentikannya. 
1. Memiliki pemahaman atas hukum mengenai persekongkolan tender yang 
di atur di Indonesia. 
2. Tidak membahas permasalahan  dengan peserta yang mencurigakan. 
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3. Menyimpan seluruh  dokumen, baik dokumen penawaran, korespondensi, 
amplop, dan sebagainya. 
4. Menyimpan  catatan detail mengenai perilaku dan pernyataan yang 
mencurigakan, termasuk tanggal, siapa yang terlibat, dan siapa yang 
hadir dan apa yang sesungguhnya terjadi atau yang dikatakannya. 
Catatan harus dibuat sepanjang proses tender atau ketika masih teringat 
jelas di pikiran pejabat pengadaan, sehingga masih dapat ditulis 
penjelasan yang akurat mengenai kejadian tersebut. 
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